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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan 

II Tahun 2026 Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di 

Surakarta dapat selesai tepat waktu. 

  
Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai POM 

di Surakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 ini merupakan 

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II 

Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2026. 

 
Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini disusun secara periodik sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas 

pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala 

Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas 

kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance). 

 
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Triwulan II Tahun 2026 

diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan 

sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan 

(sustainable and continuing improvement) dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di 

Surakarta pada tahun selanjutnya. 

 
 

Surakarta, 17 Juli 2026  

Kepala Balai POM di Surakarta, 

 
                                        
       ${ttd_pengirim} 
 

 
 

Taufiqurrohman, S.Si.,M.AB.

${ttd}
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iii 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan strategis pada periode triwulan II 

tahun 2026. Penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai 

POM di Surakarta periode 2025–2029. 

Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Surakarta triwulan II tahun 2026 adalah 

sebesar 104,03% dengan kategori Istimewa (  ). 

 

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari upaya pencapaian 8 sasaran 

kegiatan yang dijabarkan ke dalam 28 indikator kinerja utama. 

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

a. Capaian indikator pada sasaran kegiatan pertama 'Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT’ 

sebesar 104,63% dengan kategori Sangat Baik. 

b. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketiga ‘Meningkatnya efektivitas 

KIE’ sebesar 100,11% dengan kategori Sangat Baik. 

c. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keempat ‘Meningkatnya 

pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu’ 

sebesar 108,80% dengan kategori Sangat Baik. 

d. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keenam ‘Terlaksananya kegiatan 

deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT’ sebesar 100% dengan kategori Baik. 

e. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedua ‘Meningkatnya Efektifitas 

Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi’ sebesar 125,00% dengan 

kategori Tidak Dapat Disimpulkan. 

f. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kelima ‘Terlaksananya Penindakan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja 

UPT’ sebesar 133,34% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. 
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g. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu ‘Layanan Publik UPT 

yang prima’ belum dapat diukur dikarenakan capaian baru muncul pada 

saat akhir tahun. 

h. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu ‘Terwujudnya 

tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal’ belum dapat dilakukan 

pengukuran dikarenakan capaian baru muncul pada saat akhir tahun. 

 

 
Realisasi capaian 28 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 

sebagai berikut : 

1. 11 (sebelas) Indikator bernotifikasi biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan 

capaian 100% < X ≤  110% terdiri dari : 

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan dengan capaian sebesar 107,42% 

b. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

dengan capaian sebesar 105,65%. 

c. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan dengan capaian sebesar 101,70%. 

d. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan dengan capaian sebesar 101,22%. 

e. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 100,77%. 

f. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 100,86%. 

g. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 

dengan capaian sebesar 101,64%. 

h. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai 

Standar dengan capaian sebesar 108,08%. 

i. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 109,93%. 

j. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 

dengan capaian sebesar 100,46%. 

k. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara 

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian 
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sebesar 108,80%. 

2. 5 (lima) Indikator bernotifikasi hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian 

90% < x ≤ 100%) terdiri dari : 

 

a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan 

olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian sebesar 100%. 

b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan 

capaian sebesar 100%. 

c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100%. 
 

d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 100%. 
 

e. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai standar dengan capaian sebesar 100%. 

 
 

3. 3 (Tiga) Indikator bernotifikasi abu-abu dengan kriteria Tidak Dapat 

Disimpulkan (dengan capaian X >110%) terdiri dari : 

a. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan 

capaian sebesar 113,64%. 

b. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 125,00%. 

c. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

di UPT dengan capaian sebesar 133,34%. 

 
 

4. 8 (Delapan) Indikator belum bisa dilakukan pengukuran, karena target 

tahunan, antara lain : 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, 

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, 

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman, Indeks Pelayanan Publik UPT, Nilai 

Pembangunan ZI UPT BPOM, Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja Anggaran 

UPT BPOM, Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM. 
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5. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, belum 

dapat dilakukan pengukuran kinerja pada Triwulan II dan selanjutnya akan 

dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi 

SIMETRIS menu e-performance dikarenakan tidak adanya kejadian kasus KLB 

dan Balai POM di Surakarta tidak menerima serta menguji sampel KLB. 

 

Pada tahun 2026 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai 

DIPA awal yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2025 sebesar 

Rp9.741.103.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus tiga ribu 

rupiah). Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2026 adalah sebesar 

Rp3.934.658.424,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh 

delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau 47,60% dari anggaran belanja 

sebesar Rp8.266.443.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh enam juta empat 

ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Selama Tahun 2026 dari bulan januari hingga bulan 

juni, Balai POM di Surakarta telah melakukan revisi DIPA sebanyak tujuh kali 

kewenangan DJPB dalam rangka Revisi Pemutakhiran Data POK dan Halaman III DIPA 

Anggaran yang telah dialokasikan digunakan untuk membiayai berbagai 

program dan kegiatan operasional sesuai dengan rencana kerja yang telah 

ditetapkan. 

Balai POM di Surakarta pada triwulan II melaksanakan 28 (dua puluh 

delapan) indikator kinerja utama sebagai upaya mendukung pencapaian 8 

(delapan) sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengukuran 

di triwulan II, sebanyak 2 (satu) sasaran kegiatan dinilai efisien. 6 (enam) 

sasaran kegiatan dinilai tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan 

diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 59,76. Dalam hal ini, semakin tinggi 

TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kendala atau 

hambatan yang dihadapi atas terjadinya ketidakefisienan pada Balai POM di 

Surakarta yaitu dikarenakan realisasi anggaran tidak sesuai dengan 

perencanaan anggaran sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tidak 

efisien. 

Balai POM di Surakarta belum mampu menghasilkan kinerja yang 

optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan 

kegiatan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya 

kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah 

dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan 
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efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk 

anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan 

input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. 

Pengelolaan anggaran Balai POM di Surakarta senantiasa sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan 

penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan 

Balai POM di Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan 

penyerapan anggaran adalah : 

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala. 
 

b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan. 
 

c. Percepatan pengadaan barang dan jasa. 
 
 
 
 
 
 

 
Surakarta, 17 Juli 2026  

Kepala Balai POM di Surakarta, 

 
                                        
         ${ttd_pengirim} 
 
 
 
Taufiqurrohman, S.Si.,M.AB. 

${ttd}
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1. PEMBENTUKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 

KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

(WBBM) 

 
Balai POM di Surakarta sudah menerapkan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hal ini 

didukung dengan komitmen dalam pelaksanaan Zona Integritas melalui 6 

(enam) area meliputi : 

Area Manajemen Perubahan, Area Penataan Tata Laksana, Area 

Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Area Penguatan 

Akuntabiltas, Area Penguatan Pengawasan, dan Area Penguatan 

Pelayanan Publik. 

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian 

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan 

BB/BPOM. Sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan Zona Integritas 

(ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) Balai POM di Surakarta pada Rabu 9 Oktober 

Tahun 2024 yang dihadiri secara luring oleh Inspektur Utama BPOM (Yan 

Setiadi, AK., M.B.A) dan Inspektur Kota Surakarta (Arif Darmawan, S.Sos 

.,MM, CGCAE) serta secara daring oleh Direktur Registrasi OTSKos (Annisa, 

S.Si., Apt.MP) mewakili Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM dan Asisten Deputi  
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Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik 

Pelayanan Publik Menpan RB (Ajib Rakhmawanto) selaku pembicara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. DUKUNGAN PIMPINAN DALAM PEMBANGUNAN ZI MENUJU 

WBK/WBBM BALAI POM DI SURAKARTA 

 
Dukungan Pimpinan dan UPT (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan 

Eselon 1, Eselon 2 Serta Kepala UPT Lain Dalam Pembangunan ZI Menuju 

WBK/WBBM Balai POM Di Surakarta) 
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3. UPAYA BALAI POM DI SURAKARTA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN 

PELAYANAN BEBAS DARI KORUPSI ANTARA LAIN : 

a. Balai POM di Surakarta telah menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona 

Integritas. 

b. Pimpinan berperan aktif sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan 

WBK/WBBM dan telah terlibat dalam penyusunan penetapan dan pemantauan 

kinerja secara pencapaian kinerja secara berkala termasuk dalam kualitas pelayanan 

publik. 

c. Balai POM di Surakarta telah menyusun standar pelayanan publik dan maklumat 

pelayanan yang telah dipublikasikan di subsite, media sosial dan ruang pelayanan. 
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d. Berdasarkan hasil survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai POM di Surakarta 

mendapatkan nilai 3.91 dari 4.00 dengan kategori (Sangat Baik) dan Indeks Persepsi 

Anti Korupsi (IPAK) Balai POM di Surakarta mendapatkan nilai 4.00 dari 4.00 dengan 

kategori (Bersih dari Korupsi). Hasil IPP dan IPAK pada Periode Triwulan II Tahun 

2026 tersebut, Balai POM di Surakarta memiliki pelayanan publik yang baik dan 

bersih dari korupsi. 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Balai POM di Surakarta 

pada Periode Bulan Juni 2026 terdiri dari beberapa komponen yaitu Persyaratan 

Pelayanan memiliki nilai 94.62, Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan di angka 

97.31, Waktu Penyelesaian di angka 97.13, Biaya/Tarif Pelayanan 95.16, 

Kesesuaian Produk Pelayanan 96.24, Kompetensi Petugas 93.01, Perilaku Petugas 

94.09, Penanganan Pengaduan 94.62, Sarana dan Prasarana 98.39. Nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat Balai POM di Surakarta Periode Bulan Juni 2026 yakni 

sebesar 95.62 dengan Kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik). 
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3. INOVASI DALAM MANAJEMEN KINERJA 

 
a. JARIK (Jumpa Asyik bincang ReformasI biroKrasi) 

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk upgrade materi / sharing session / 

diskusi terkait Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali baik 

secara daring maupun luring. Dengan program JARIK diharapkan pemahaman RB 

pegawai Balai POM di Surakarta dapat meningkat dan tercapainya internalisasi 

budaya birokrasi BERAKHLAK. 

b. Maskumambang (Masukan Untuk Membangun dan Berkembang) Untuk 

menunjang kebutuhan dalam menyalurkan aspirasi berupa motivasi, keinginan, 

ide, cita-cita, saran, dan kritik dari pegawai BPOM di Surakarta maka dibuatlah 

inovasi MASKUMAMBANG (Masukan Untuk Membangun dan Berkembang) 

sebagai platform penyaluran aspirasi yang dapat digunakan secara fisik maupun 

elektronik, aspirasi tidak boleh SARA, tidak boleh menyerang secara 

personal/pribadi, apirasi harus untuk kemajuan BPOM di Surakarta. Pengukuran 

keberhasilan program melalui jumlah masukan/saran yang ditindaklanjuti oleh 

organisasi/pimpinan setiap bulan 

c. Tumpengan (Tukar Motivasi dan PenyemaNGat antar AsN) 

Tumpengan merupakan kegiatan tukar kado yang disisipi dengan kata-kata 

apresiasi dan motivasi antar ASN dimana nama pengirim akan dirahasiakan dan 

diacak tiap pemberian. Selain tukar kado akan dilakukan TUMPENGAN berupa 

kegiatan Krida bersama, siraman rohani dan bakti sosial. Melalui TUMPENGAN ini 

diharapkan mampu meningkatkan core value BerAKHLAK khususnya nilai 

Harmonis bagi pegawai BPOM di Surakarta. 
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d. SOP MATAHARI (SOP Mudah diAkses, Tersedia dan Harus TeRkinI) 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses 

dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas 

menuju WBK/WBBM. Selain itu memastikan SOP yang tersedia adalah yang paling 

update, Mengintegrasikan SOP yang update ke dalam sistem SIMANTU, Membuat 

QR Code dan memasangnya di setiap ruangan, serta memastikan dilakukan kaji 

ulang SOP sesuai dengan panduan. 

e. SIManTU (Sistem Integrasi MANajemen keTataUsahaan) 

Aplikasi Layanan Internal berbasis web yang dikembangkan di kantor Balai POM 

di Surakarta sejak tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas pelayanan internal 

ketatausahaan pada lingkungan Balai POM di Surakarta. Di dalam sistem ini 

diintegrasikan beberapa layanan digitalisasi di bidang Ketatausahaan (Layanan 

Kepegawaian, Layanan Keuangan, Layanan BMN, Layanan Kearsipan, Layanan 

Penjaminan Mutu) di dalam SIManTU. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pegawai serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi. 

f. SI BAGONG (SI Pegawai Bolong Absen dan Gagal Ontime Ngantor) 

Inovasi Si BAGONG adalah program monitoring disiplin pegawai terkait jam kerja 

dengan parameter pengukuran yaitu keterlambatan, lupa absen, tidak absen, 

keikutsertaan apel/ upacara dan pulang cepat sebelum waktunya. Diharapkan 

dengan program ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan kebiasaan 

terlambat pegawai Balai POM di Surakarta. 

g. KRESNA (berKinerja, Rajin, berEtika, Smart, iNovatif dan proAktif) 

Inovasi KRESNA adalah penghargaan kepada pegawai yang berkinerja, disiplin 

dan pro aktif. Aktif menyalurkan masukan dalam bentuk ide, saran, keinginan, 

cita-cita, dan kritik terhadap manajemen yang bersifat membangun dan membuat 

kinerja BPOM di Surakarta semakin meningkat dan berkembang. 
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h. SILATURAHMI (SIap LApor Rencana Aksi Tindak Lanjut yang Akurat dan Handal 

Melayani) 

Program SILATURAHMI (SIap LApor Rencana Aksi Tindak Lanjut yang Akurat dan 

Handal Melayani) hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 

rencana aksi tindak lanjut melalui penyediaan mekanisme pelaporan yang 

terintegrasi, mudah diakses, dan berbasis data yang akurat. 

i. SATU DAHSYAT (pelaku uSAha TUmbuh dan PenDAmpingan izin edar produk 

memenuHi SYAraT) 

Pelaku usaha obat dan makanan perlu memahami dan mematuhi berbagai 

regulasi serta persyaratan yang berlaku agar dapat menjamin keamanan mutu 

produk yang dihasilkan. Penerapan cara produksi dan distribusi yang baik 

menjadi langkah penting dalam proses produksi untuk memastikan produk aman 

dikonsumsi dan memenuhi standar yang ditetapkan hingga memiliki Izin Edar 

yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang tepat 

agar pelaku usaha mampu memenuhi seluruh ketentuan tersebut secara benar 

dan berkelanjutan. 

j. MANDAT (Manrisk Update tiap Triwulan) 

Kendala yang dihadapi dalam pelaporan Manajemen Risiko yaitu keterlambatan 

dalam pelaporan unit ke pusat. Diharapkan dengan adanya program MANDAT 

(Manrisk Update tiap Triwulan) pelaporan Manajemen Risiko dapat dilaporkan 

secara tepat waktu sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. 

k. BIDIK KINERJA (Basis Integritas Data dan monItoring Ketepatan pelaporan SIPT 

untuk indikator KINERJA) 

Pengukuran hasil pengawasan post market obat dan makanan BPOM Surakarta 

memerlukan basis data yang kuat untuk bisa diolah, dianalisa dan disimpulkan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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sebagai indikator kinerja. Pengumpulan data hasil pengawasan dalam tools 

sebelumnya yaitu inovasi Last Of Us sudah baik namun perlu pengembangan agar 

memenuhi kebutuhan pelaporan indikator kinerja terkini. BIDIK KINERJA 

didesain sebagai bentuk restrukturisasi dari inovasi Last Of Us dimana tidak 

hanya ketepatan pelaporan SIPT namun juga membidik ketepatan pelaporan 

indikator kinerja. 

l. KILAT BPOM (Komitmen Informasi Langsung Obat dan Makanan Aman dan 

Terpercaya BPOM Mobile) 

Maraknya produk Obat dan Makanan tanpa izin edar yang beredar di masyarakat 

dapat membahayakan masyarakat. Badan POM dengan digitalisasi sistem 

informasi pemeriksaan izin edar Obat dan Makanan melalui Aplikasi BPOM 

Mobile. Penggunaan aplikasi BPOM Mobile belum maksimal digunakan oleh 

Masyarakat. Oleh Karena itu degan inovasi KILAT BPOM maka Balai POM di 

Surakarta hadir di ritel modern untuk memberikan informasi kepada pelaku 

usaha dan masyrakat umum. Inovasi ini dilakukan dengan mencetak alat peraga 

KIE seperti wobbler yang berisi QR Code Unduh BPOM Mobile dan Petunjuk 

singkat penggunaan BPOM Mobile. Kilat BPOM akan diletakkan di ritel modern 

saat pengawasan Obat dan Makanan. 

m. PATIH (Pahlawan Anti graTIfikasi dan Hadiah) 

Merupakan Inovasi yg dirancang untuk memperkuat budaya Integritas dan 

pencegahan gratifikasi di lingkungan BPOM di Surakarta dan mendorong setiap 

individu menjadi pahlawan dalam menolak dan melaporkan gratifikasi. Saat ini 

kendala yang terjadi adalah keterlambatan pelaporan pelaporan gratifikasi 

melalui web sangintegritas.pom.go.id karena tidak dilakukan monitoring secara 

berkala. Dengan adanya inovasi ini akan dilakukan monitoring ketepatan dan 
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kelengkapan pelaporan gratifikasi serta memberikan gelar PATIH setiap triwulan 

kepada pegawai yang melaporkan gratifikasi. 

n. SREGEP (Layanan Whatsapp yang responsif, gesit, dan cepat) 

Peningkatan teknologi informasi, pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai 

POM di Surakarta dituntut untuk lebih mudah diakses, cepat, efektif, efisien dan 

tidak diskriminatif sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat yang akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat dan kredibiltas 

instansi di mata masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut Balai POM di 

Surakarta membuat inovasi yaitu layanan Whatsapp yang responsif, gesit dan 

cepat (SREGEP). 

o. SIMERAK (Layanan Konsultasi di MPP, Cerak tur Kepenak) 

Merupakan layanan memudahkan akses dan mendekatkan layanan ke lokus 

sarana pelaku usaha atau kediaman masyarakat salah satunya dengan 

menghadirkan petugas layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui layanan 

SIMERAK (Layanan Konsultasi di MPP, Cerak tur Kepenak). Layanan ini juga 

mempermudah pelaku usaha untuk mengurus berbagai perizinan dalam satu 

tempat yang sama. Layanan MPP yang tersedia saat ini yaitu ada di MPP Jenderal 

Sudirman Kota Surakarta, MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen dan MPP 

Sevaka Bhakti Wijaya Kabupaten Sukoharjo. 

p. LAYAR TANCEP (LAYanan Rapid Testkit hAndal dan CEPat) 

LAYAR TANCEP (LAYAnan Rapid Testkit hANdal dan CEPat) bertujuan untuk 

menjamin keamanan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dengan 

melakukan uji cepat menggunakan rapid testkit bahan berbahaya yang hasilnya 

bisa diketahui langsung sesaat setelah pengujian dilakukan. Pengujian dilakukan 

terhadap empat parameter bahan berbahaya yang kerap disalahgunakan pada 

pangan yaitu uji cepat Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow. 
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1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM (Kategori PPID Pelaksana 

UPT Balai POM) 2024 – 2025. 

2. Unit Kerja dengan IKPA Sangat Baik - Tahun Anggaran 2025. 

3. Penghargaan Implementasi PUGIS 2025. 

4. Penghargaan Kreatifitas Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2025. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Indonesia mengawali fase baru dalam arah pembangunan nasional menuju 

Indonesia Emas 2045. Fase tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang- 

Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk 

mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang 

bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, 

RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang 

menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi 

pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta 

transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, 

dan bebas dari korupsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki 

peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan 

yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu 

untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM 

mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di 

pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini 

tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung 

kepercayaan konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang tersedia di 

pasar. 

 
Balai POM di Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, 

postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam 

penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, 

dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Surakarta ke masyarakat; 

serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku 

kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada 

Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan POM Nomor 1 

Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di 

Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, 

yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis 

operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM 

di Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, 

yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara 

administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 19 

Tahun 2023 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan 

BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan 

Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 

5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen. 

 
Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki 

tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai 

POM di Surakarta menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 

b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan 

fasilitas pelayanan kefarmasian; 

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat 

dan Makanan; 

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 
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f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan; 

i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan 

Makanan di wilayah kerja sesuai dengan amanah Inpres Nomor 3 Tahun 2017, 

maka pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Surakarta harus menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM 

maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

 
1.3. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Surakarta disusun 

berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada 

Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan POM Nomor 1 

Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
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Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan 

Birokrasi, penyederhanaan birokrasi pada BPOM tidak hanya dilaksanakan di 

Unit Organisasi pada BPOM pusat tetapi juga di Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Balai POM di Surakarta terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi 

Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

 
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta 

 
 

1.4. ISU STRATEGIS 

Balai POM di Surakarta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja perlu 

dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan 

termasuk isu - isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan 

sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut : 

 
Isu Internal: 

a. Pengembangan Infrastruktur dan Laboratorium 

Pengembangan sarana dan prasarana, baik fasilitas laboratorium maupun 

perkantoran, dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kinerja 

pegawai serta kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan fasilitas yang 

memadai, proses kerja akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga 

mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap 

layanan Balai POM di Surakarta. Perluasan dan modernisasi fasilitas 

laboratorium juga diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan 

dalam mendeteksi kualitas produk Obat dan Makanan. 
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 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                           22 / 286                           22 / 286



 

 5 

b. Peningkatan Kompetensi SDM 

Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keahlian pegawai Balai 

POM di Surakarta, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun sosiokultural, 

guna mengimbangi kompleksitas tantangan global, perkembangan 

teknologi, serta peningkatan standar internasional. 

c. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan 

Diperlukan upaya Penguatan pengawasan obat dan makanan melalui 

peningkatan kapasitas ruang lingkup pengujian laboratorium, dimana 

kondisi saat ini Pelayanan pengujian laboratorium di Balai POM di 

Surakarta belum optimal. Dengan terpenuhinya standar ruang lingkup 

pengujian laboratorium, Balai POM di Surakarta diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan pengujian, memperkuat fungsi 

pengawasan, serta memberikan jaminan perlindungan yang lebih optimal 

kepada masyarakat. 

 
Isu Eksternal: 

a. Peningkatan Ekspektasi Publik 

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 

semakin tinggi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya produk yang aman dan berkualitas. 

b. Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring 

Maraknya peredaran Obat dan Makanan melalui platform daring 

menimbulkan tantangan baru, sehingga pengawasan berbasis digital perlu 

diperkuat. Selain itu pemberian Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) 

kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan perlu 

ditingkatkan. 

c. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha 

Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi Obat dan Makanan 

aman perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum yang lebih efektif serta bekerjasama dengan lintas 

sektor terkait. 

d. Pengawasan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 

Keikutsertaan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instansi 

pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta memiliki peran 

strategis dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. 

Dalam konteks ini, Balai POM di Surakarta bertanggung jawab untuk 
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memastikan keamanan, mutu, dan kandungan gizi bahan pangan serta 

produk makanan yang disediakan dalam program tersebut. Dukungan yang 

diberikan antara lain meliputi pengujian laboratorium dan edukasi kepada 

SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Makan Bergizi 

Gratis). Melalui keikutsertaan ini, Balai POM di Surakarta berkontribusi 

dalam menjamin ketersediaan makanan bergizi yang aman untuk 

dikonsumsi oleh sasaran program, sekaligus mendukung pencapaian target 

nasional dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat. 

 
Tantangan dalam menghadapi Isu strategis baik internal maupun eksternal 

antara lain adanya efisiensi anggaran Pemerintah seiring dengan kebijakan 

nasional mengenai penghematan dan efisiensi anggaran di seluruh instansi 

pemerintahan, Balai POM di Surakarta juga melakukan penyesuaian dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi anggaran dilakukan melalui 

beberapa pendekatan, antara lain: 

• Penyusunan prioritas kegiatan berdasarkan hasil analisis risiko dan 

urgensi kebutuhan pengawasan, dan 

• Optimalisasi sumber daya manusia dan sarana yang ada melalui penguatan 

kolaborasi lintas bidang dan lintas sektor. 

 
Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan 

kegiatan Balai POM di Surakarta tetap berjalan efektif dan produktif, meskipun 

dalam keterbatasan alokasi anggaran. Hal ini juga merupakan bagian dari 

komitmen Balai POM di Surakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang 

bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA 

Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka 

Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut : 

VISI 

Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan tugas dan fungsinya yang 

bertanggung jawab dalam pengawasan meliputi aspek pre-market dan post- 

market pada obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat 

tradisional aman, bermutu dan berdaya saing yang telah ditetapkan dalam 

mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu : 

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan 

berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju 

menuju Indonesia Emas 2045” 

MISI 

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi 

strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi 

organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. 

Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita 

Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut: 
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Gambar 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita) 

 
BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat 

pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, 

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran 

perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM 

juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, dan 5 sebagaimana 

dijelaskan pada gambar 1 di atas. 

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai 

visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka 

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi 

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan. 

 
Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi 

yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan 

peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan 

global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan 

sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini 

dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta 

meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang 

Obat dan Makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut 

dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan 

hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan 

kemandirian di sektor Obat dan Makanan. 

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM 

dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap 

potensi risiko kesehatan dari Obat dan Makanan yang beredar. Strategi 

seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data 

dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas 

laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki 

infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain 

mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap 

regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan 

optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan 

lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan 

produk ditegakkan dengan tegas dan adil. 

2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas 

laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. 

Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta 

pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya 

meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk. 

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Aman dan Bermutu 

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas Obat serta 

Makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan 

peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun 

pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih 

produk yang aman dan bermutu. 

4. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian 

industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi 

industri Obat dan Makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi 

mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data 

dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan 

bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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yang inovatif dan kompetitif. 

5. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM 

dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Obat dan 

Makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan 

mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya 

untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan 

ekonomi. 

6. Layanan Publik BPOM yang Prima 

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang 

diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi 

pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat 

sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang 

efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. 

7. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan 

Adaptif 

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, 

fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum 

dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk 

meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. 

 
PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR 

Visi: 

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan 

berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju 

menuju Indonesia Emas 2045” 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Gambar 2 Pemetaan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029 

 

 
Rencana strategis Balai POM di Surakarta telah disusun berdasarkan analisis 

SWOT, guna memastikan bahwa kegiatan Balai POM di Surakarta dapat 

merespons secara efektif kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus mengatasi 

kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Untuk mendukung pencapaian visi dan 

misi Badan POM, Balai POM di Surakarta telah menetapkan delapan sasaran 

kegiatan. Dalam pengukuran kinerja, sasaran-sasaran tersebut diterjemahkan 

ke dalam 28 indikator kinerja utama, yang setiap indikatornya telah didukung 

oleh manual indikator yang lengkap. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan 

penyusunan anggaran, maka sebelum dilakukan penyusunan anggaran 

disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2026 sebagai dasar penyusunan 

anggaran tahun 2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yakni meliputi sasaran 

kegiatan, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target 

yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Tujuan disusunnya RKT ini 

bagi unit organisasi/unit kerja sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan 

sasaran yang akan dicapai pada kurun waktu 1 tahun (tahun n+1). 

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 Balai POM di Surakarta 
 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya Persentase sampel sediaan farmasi 83,75 

efektivitas berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

Pengawasan produk ketentuan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

 

Persentase fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ ESO 

27 

 Persentase sampel pangan olahan 86 
 berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

 ketentuan 

 Persentase sampel KLB keracunan 100 

 pangan yang diuji sesuai standar 

 Persentase sampel PIRT berisiko 87 
 yang ditindaklanjuti sesuai 

 ketentuan 

 Persentase 100 
 keputusan/rekomendasi hasil 
 pengawasan sediaan farmasi dan 
 pangan olahan yang ditindaklanjuti 

 oleh stakeholder 

 Persentase sarana produksi 91,33 
 Sediaan Farmasi yang diperiksa 
 dan ditindaklanjuti sesuai 

 ketentuan 

 Persentase sarana produksi Pangan 92 
 Olahan yang diperiksa dan 

 ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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  Persentase fasilitas distribusi 

Sediaan Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

95,88 

Persentase sarana distribusi 

Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

92 

Persentase iklan sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan 

89,80 

Persentase label produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik yang 

diawasi sesuai standar 

81 

Persentase pemenuhan target 

pengendalian AMR di wilayah UPT 

100 

Nilai pemenuhan Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan UPT sesuai Standar 

Kemampuan Laboratorium 

16 

Persentase Kabupaten/Kota yang 

didampingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman 

40 

Persentase Sampel Pangan MBG 

yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

81 

2 Meningkatnya 

Efektifitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikasi 

Persentase cakupan sarana 

produksi pangan fortifikasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

70 

3 Meningkatnya 

efektivitas KIE 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

87,81 

Jumlah Sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan 

6 

Jumlah desa pangan aman 2 
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  Jumlah pasar pangan aman 

berbasis komunitas 

1 

4 Meningkatnya 

pendampingan 

UMKM dalam 

pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

Persentase UMKM yang didampingi 

dan memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 

yang baik dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

33,33 

5 Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT 

Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di UPT 

77 

6 Terlaksananya 

kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah 

kerja UPT 

Persentase Laporan Analisis 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang diselesaikan 

sesuai standar 

91 

7 Layanan Publik UPT 

yang Prima 

Indeks Pelayanan Publik UPT 4,30 

8 Terwujudnya Tata 

kelola Pemerintah 

Unit Organisasi yang 

Optimal 

Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 77 

Nilai AKIP UPT BPOM 77 

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 5 

Indeks Manajemen Risiko UPT 

BPOM 

2,90 

 
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator 

Kinerja. PK berisikan indikator kinerja dengan ukuran tertentu dan 

menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi/unit kerja. 

 
Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam 

PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran. 

 
Perjanjian Kinerja disusun oleh unit organisasi dengan tujuan antara lain 

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja di lingkungan 

Pemerintah. Dalam hal ini juga sebagai dasar bahwa unit organisasi memiliki 

sasaran kegiatan, indikator kinerja beserta target yang ingin dicapai pada tahun 

yang bersangkutan. 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Surakarta 

menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang 

telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2025- 

2029 dan DIPA Balai POM di Surakarta Tahun Anggaran 2026 dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp 8.290.341.000,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan 

Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja 

memuat sasaran kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2026 dengan 

indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin 

diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh 

Balai POM di Surakarta. 

 
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Surakarta 

 

 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan produk 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

Persentase sampel sediaan farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85.2 

Persentase 

Persentase fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ ESO 

27 

Persentase 

Persentase sampel pangan olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

92.88 

Persentase 

Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar 

100 
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   Persentase 

Persentase sampel PIRT berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

88 

Persentase 

Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

pengawasan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder 

100 

Persentase 

Persentase sarana produksi 

Sediaan Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

96.69 

Persentase 

Persentase sarana produksi 

Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

98.79 

Persentase 

Persentase fasilitas distribusi 

Sediaan Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

98.12 

Persentase 

Persentase sarana distribusi 

Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

99.15 

Persentase 

Persentase iklan sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan 

98.11 

Persentase 

Persentase label produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik yang 

diawasi sesuai standar 

81.6 

Persentase 

Persentase pemenuhan target 

pengendalian AMR di wilayah UPT 

100 

Persentase 

Nilai pemenuhan Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan UPT sesuai Standar 

Kemampuan Laboratorium 

16 

Persentase 
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  Persentase Kabupaten/Kota yang 

didampingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman 

40 

Persentase 

2 Meningkatnya 

Efektifitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikasi 

Persentase cakupan sarana 

produksi pangan fortifikasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

70.37 

Persentase 

3 Meningkatnya 

efektivitas KIE 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

87.81 

Nilai 

Jumlah Sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan 

5 Jumlah 

Jumlah desa pangan aman 1 Jumlah 

Jumlah pasar pangan aman 

berbasis komunitas 

1 Jumlah 

4 Meningkatnya 

pendampingan 

UMKM dalam 

pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

Persentase UMKM yang didampingi 

dan memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan OBA, 

Kos yang baik dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

33,33 

Persentase 

5 Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT 

Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

UPT 

90 

Persentase 

6 Terlaksananya 

kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah 

kerja UPT 

Persentase Laporan Analisis 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang diselesaikan 

sesuai standar 

98 

Persentase 

7 Layanan Publik UPT 

yang Prima 

Indeks Pelayanan Publik UPT 4.79 

Indeks 

8 Terwujudnya Tata 

kelola Pemerintah 

Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 78.43 

Nilai 
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 Unit Organisasi yang 

Optimal 

Nilai AKIP UPT BPOM 77 Nilai 

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 5 Nilai 

Indeks Manajemen Risiko UPT 

BPOM 

2.9 Indeks 

 
Penyusunan PK memperhatikan realisasi tahun n-1 dan/atau target tahun n 

pada Renstra/reviu Renstra/revisi Renstra (realisasi tahun sebelumnya dapat 

digunakan untuk proyeksi target, namun target indikator tidak diperkenankan 

di bawah realisasi tahun n-1 dan/atau target tahun n pada Renstra/reviu 

Renstra tanpa adanya justifikasi yang memadai. 

 
Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada sasaran kegiatan disusun 

berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2026 dan 

berdasarkan realisasi baseline pada tahun 2025 sesuai Keputusan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Target pada RKT Tahun 2026 

disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu 

menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029. 

 
Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Surakarta sebagai 

UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata 

komitmen antara penerima Amanah (Kepala Balai POM di Surakarta). Dengan 

pemberi Amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen 

pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada 

hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan 

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya 

organisasi yang akuntabel. 

 
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kinerja secara terencana perlu disusun Rencana 

Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang memuat target kinerja dari bulan ke satu 

hinggan bulan ke dua belas serta adanya tagging anggaran per 
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indikator kinerja yang dilengkapi dengan detil kegiatan yang mendukung pada 

setiap indikator kinerja. 

 
Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai alat untuk memantau 

dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, menyusun laporan capaian 

kinerja, serta menjadi acuan dalam menilai tingkat keberhasilan organisasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di 

Surakarta senantiasa dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi 

e-performance. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan 

perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Adapun dasar 

pemantauan triwulanan pada tahun 2026 merujuk pada Rencana Aksi 

Perjanjian Kinerja Tahun 2026. 

 
Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Surakarta 

 
No. Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target Anggaran 

(Rupiah) 
B03 B06 B09 B12 

1 Meningkatnya Persentase sampel sediaan 85.2 85.2 85.2 85.2 64,911,000 

efektivitas farmasi berisiko yang 

pengawasan ditindaklanjuti sesuai 

Sediaan ketentuan 

Farmasi dan  

Pangan Olahan Persentase fasilitas    27 6,136,000 

di wilayah kerja pelayanan kesehatan yang 

UPT telah melaporkan 

 KTD/ESO 

 Persentase sampel Pangan 92.88 92.88 92.88 92.88 23,447,400 
 Olahan berisiko yang 
 ditindaklanjuti sesuai 

 ketentuan 

 Persentase sampel KLB 100 100 100 100 3,907,900 
 keracunan pangan yang 

 diuji sesuai standar 

 Persentase sampel PIRT 88 88 88 88 3,907,900 
 berisiko yang 
 ditindaklanjuti sesuai 

 ketentuan 

 Persentase 100 100 100 100 6,347,300 
 keputusan/rekomendasi 
 hasil pengawasan Sediaan 
 Farmasi dan Pangan 

 Olahan yang 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                           37 / 286                           37 / 286



 

 20 

 
  ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

     

Persentase sarana 

produksi Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

96.69 96.69 96.69 96.69 31,736,500 

  Persentase sarana 

produksi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

98.79 98.79 98.79 98.79 25,389,200 

Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

98.12 98.12 98.12 98.12 58,262,500 

Persentase sarana 

distribusi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

99,15 99,15 99,15 99,15 34,957,500 

Persentase iklan sediaan 

farmasi dan pangan olahan 

yang diawasi sesuai 

ketentuan 

98.11 98.11 98.11 98.11 11,652,500 

Persentase label produk 

tembakau dan/atau rokok 

elektronik yang diawasi 

sesuai standar 

81.6 81.6 81.6 81.6 10,564,000 

Persentase pemenuhan 

target pengendalian AMR 

di wilayah UPT 

   100 11,652,500 

  Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan UPT 

sesuai standar 

kemampuan Laboratorium 

14.5 15 15.3 16 3,236,624,000 

Persentase 

Kabupaten/Kota yang 

didampingi dalam 

pencapian 

Kabupaten/Kota Pangan 

Aman 

   40 7,815,800 

2 Meningkatnya 

Efektifitas 

Pengawasan 

Sarana 

Persentase cakupan 

sarana produksi pangan 

fortifikasi yang diperiksa 

6 50 70.37 70.37 14,092,000 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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 Produksi 

Pangan 

Fortifikasi 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

     

3 Meningkatnya 

efektivitas KIE 

Tingkat Efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah 

kerja UPT 

87.81 87.81 87.81 87.81 20,339,000 

Jumlah Sekolah yang 

melaksanakan 

pembudayaan keamanan 

pangan 

25 95 100 5 33,341,000 

Jumlah desa pangan aman 15 77 98 1 32,284,000 

Jumlah Pasar pangan 

aman berbasis komunitas 

10 68 100 1 29,046,000 

4 Meningkatnya 

pendampingan 

UMKM dalam 

pemenuhan 

standar 

keamanan dan 

mutu 

Persentase UMKM yang 

didampingi dan 

memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan 

OBA, Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan 

16 75 92 33.33 5,480,000 

5 Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

yang efektif di 

wilayah kerja 

UPT 

Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT 

50 50 75 90 122,937,000 

6 Terlaksananya 

kegiatan deteksi 

kejahatan di 

bidang Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

yang efektif di 

wilayah kerja 

UPT 

Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang diselesaikan 

sesuai standar 

50 50 50 98 6,719,000 

7 Layanan Publik 

UPT yang prima 

Indeks Pelayanan Publik 

UPT 

   4.79 10,830,000 

8 Terwujudnya 

tata kelola 

pemerintah Unit 

Organisasi yang 

optimal 

Nilai Pembangunan ZI UPT 

BPOM 

   78.43 895,592,200 

Nilai AKIP UPT BPOM    77 1,343,388,300 

Nilai Kinerja Anggaran UPT 

BPOM 

   5 1,343,388,300 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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% 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 = 
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 
x 100% 

 

  Indeks Manajemen Risiko 

UPT BPOM 
   2.9 895,592,200 

 

 
2.5. METODE PENGUKURAN 

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang 

telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja 

dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator 

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian 

kinerja untuk masing – masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan 

target yang telah ditetapkan menggunakan rumus : 

 

 
Capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 

dinyatakan dalam kategori sebagai berikut : 

 
 
 

 

Kategori Capaian IKU Notifikasi Warna 

Tidak Dapat 

Disimpulkan 

>110%  

 

Sangat Baik 100% < x ≤ 110% 
 

Baik 90% < x ≤ 110% 
 

 

Cukup 60% ≤ x ≤ 90% 
 

Kurang < 60% 
 

 
Tabel 2. Kategori Capaian Indikator Kinerja 

 

Sedangkan kategori penilaian capaian kinerja dari hasil perbandingan realisasi 

kinerja triwulan dengan target tahunannya dinyatakan dalam kategori sebagai 

berikut : 

Kategori Penjelasan Notifikasi Warna 

Tercapai/ Melampaui Apabila persentase capaian indikator 

kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan 

target akhir tahun n sebesar ≥ 100%. 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Akan Tercapai Apabila persentase capaian indikator 

kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan 

target akhir tahun n sebesar 70% - < 100% 

(70 ≤ x < 100). 

 

 

Perlu Upaya Keras Apabila persentase capaian indikator 

kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan 

target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70) 

 

 

Tabel 3. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Tahunan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari 

masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Surakarta 

guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas 

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja 

dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW II tahun 2026 

terhadap target yang telah ditetapkan pada TW II tahun 2026, perbandingan 

realisasi kinerja TW II tahun 2026 dengan realisasi TW sebelumnya, 

membandingkan realisasi kinerja TW II tahun 2026 dengan target tahun 2026, 

analisis penyebab keberhasilan dan/atau peningkatan pencapaian kinerja, 

analisis kegiatan/program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian 

kinerja. 

Dasar pengukuran kinerja adalah Surat Edaran dari Sekretaris Utama BPOM 

NOMOR : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tanggal 11 Maret 2025 Tentang 

Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat Dan Makanan serta mengacu pada Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta 

memperoleh Nilai Kinerja Organisasi/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 

(NPSS) pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 104,03% dengan kriteria 

“Istimewa” dengan notifikasi NPSS  . Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi 

(NKO)/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) unit kerja sebagai dasar 

penetapan predikat kinerja organisasi TW II Tahun 2026. 
 

Pada TW II tahun 2026 dari 8 sasaran kegiatan Balai POM di Surakarta telah 

berhasil mencapai target 5 sasaran kegiatan dengan kategori “sangat baik”, 1 

sasaran kegiatan dengan kategori “baik”, dan 2 sasaran kegiatan belum 

memiliki capaian pada akhir TW II tahun 2026. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 

TW II tahun 2026 sebagai berikut : 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis TW II Tahun 2026 

 

No. Sasaran Strategis Capaian (NPS) Kategori 

 
 

1. 

Meningkatnya efektivitas pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

 
 

104,63% 

 
 

Sangat Baik 

 
2. 

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan 

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 

 
125,00% 

 
Sangat Baik 

 
3. 

Meningkatnya efektivitas KIE di masing- 

masing wilayah kerja UPT 

 
100,11% 

 
Sangat Baik 

 
4. 

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam 

pemenuhan standar keamanan dan mutu 

 
108,80% 

 
Sangat Baik 

 
 

5. 

Terlaksananya Penindakan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja UPT 

 
 

133,34% 

 
 

Sangat Baik 

 
 

6. 

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan 

di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 

 
 

100,00% 

 
 

Baik 

7. Layanan Publik UPT yang prima - - 

 
8. 

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit 

Organisasi yang optimal 

 
- 

 
- 

 

Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah diperjanjikan 8 sasaran 

kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada TW II 

tahun 2026 sebagai berikut : 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TW II Tahun 2026 

 

No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Capaian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Persentase sampel 

 
 

 
85.20 

 
 

 
91.52 

 
 

 
107.42 

 sediaan farmasi 

 berisiko yang 

 ditindaklanjuti sesuai 

 ketentuan 

 
Persentase fasilitas 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 pelayanan kesehatan 

 yang telah 

 melaporkan KTD atau 

 ESO 

 
Persentase sampel 

 
 

 
92.88 

 
 

 
98.13 

 
 

 
105.65 

 Pangan Olahan 

 berisiko yang 

Meningkatnya ditindaklanjuti sesuai 

efektivitas ketentuan 

pengawasan 
   

    

Sediaan Farmasi Persentase sampel  

 
100 

 

 
0.00 

 

 
- dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja 

KLB keracunan 

pangan yang diuji 

UPT 
sesuai standar 

 
Persentase sampel 

 

 
88 

 

 
100.00 

 

 
113.64 

 PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

 ketentuan 

 
Persentase 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100.00 

 
 
 
 
 

100.00 

 keputusan/rekomend 

 asi hasil pengawasan 

 Sediaan Farmasi dan 

 Pangan Olahan yang 

 ditindaklanjuti oleh 

 stakeholder 

 
Persentase sarana 

96.69 98.33 101.70 
 produksi Sediaan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                           44 / 286                           44 / 286



 

 27 

 

No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Capaian 

  Farmasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

   

Persentase sarana 

produksi Pangan 

Olahan yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

 
 
 

 
98.79 

 
 
 

 
100.00 

 
 
 

 
101.22 

Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan 

Farmasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

 
 
 

 
98.12 

 
 
 

 
98.88 

 
 
 

 
100.77 

Persentase sarana 

distribusi Pangan 

Olahan yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

 
 
 

 
99.15 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
100.86 

Persentase iklan 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang 

diawasi sesuai 

ketentuan 

 
 

 
98.11 

 
 

 
99.72 

 
 

 
101.64 

  
Persentase label 

produk tembakau 

dan/atau rokok 

elektronik yang 

diawasi sesuai 

Standar 

 
 
 

 
81.60 

 
 
 

 
88.19 

 
 
 

 
108.08 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Capaian 

  
Persentase 

pemenuhan target 

pengendalian AMR di 

wilayah UPT 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

  
Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 

Laboratorium 

 
 
 

 
15 

 
 
 

 
16.49 

 
 
 

 
109.93 

  
Persentase 

Kabupaten/Kota yang 

didampingi dalam 

pencapaian 

Kabupaten/Kota 

Pangan Aman 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
2 

 
Meningkatnya 

Efektifitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikasi 

Persentase cakupan 

sarana produksi 

pangan fortifikasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

 
 
 

 
50.00 

 
 
 

 
62.50 

 
 
 

 
125.00 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
Meningkatnya 

efektivitas KIE 

Tingkat efektivitas 

KIE Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

 

 
87.81 

 

 
88.21 

 

 
100.46 

Jumlah sekolah yang 

melaksanakan 

pembudayaan 

keamanan pangan 

 

 
95.00 

 

 
95.00 

 

 
100.00 

  
Jumlah desa pangan 

aman 

 
77.00 

 
77.00 

 
100.00 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Capaian 

  
Jumlah pasar pangan 

aman berbasis 

komunitas 

 
 

68.00 

 
 

68.00 

 
 

100.00 

 
 
 
 

 
4 

 
 

Meningkatnya 

pendampingan 

UMKM dalam 

pemenuhan 

standar keamanan 

dan mutu 

Persentase UMKM 

yang didampingi dan 

memperoleh 

rekomendasi sertifikat 

cara pembuatan OBA, 

Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan 

 
 
 
 

 
75.00 

 
 
 
 

 
81.60 

 
 
 
 

 
108.80 

 
 
 
 
 

5 

Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

yang efektif di 

wilayah kerja UPT 

 
Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

UPT 

 
 
 
 
 

50.00 

 
 
 
 
 

66.67 

 
 
 
 
 

133.34 

 
 
 
 
 

7 

Terlaksananya 

kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

yang efektif di 

wilayah kerja UPT 

 
Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai 

standar 

 
 
 
 
 

50.00 

 
 
 
 
 

50.00 

 
 
 
 
 

100.00 

 
8 

Layanan Publik 

UPT yang prima 

Indeks Pelayanan 

Publik UPT 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

 
9 

 
Terwujudnya 

tatakelola 

pemerintah Unit 

Organisasi yang 

optimal 

Nilai Pembangunan ZI 

UPT BPOM 

 
- 

 
- 

 
- 

Nilai AKIP UPT BPOM - - - 

Nilai Kinerja 

Anggaran UPT BPOM 

 
- 

 
- 

 
- 
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No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Capaian 

  Indeks Manajemen 

Risiko UPT BPOM 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
Dari 28 (dua puluh delapan) IKU, hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

terdapat 11 (sebelas) indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 5 (lima) 

indikator dengan kategori “Baik”, 3 (tiga) Indikator dengan kriteria “Tidak 

Dapat Disimpulkan”, 8 (delapan) Indikator belum bisa dilakukan pengukuran 

karena target tahunan, 1 (satu) Indikator dikecualikan dalam penilaian ini yaitu 

indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai 

standar karena tidak ada kejadian kasus KLB yang diuji pada Balai POM di 

Surakarta. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa Hasil Indikator Kinerja 

dengan Kategori Sangat Baik dan Baik pada target TW II tahun 2026 sudah 

dapat tercapai. 

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran 

kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Surakarta, sebagai berikut : 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pencapaian tersebut didukung oleh 15 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 

1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG 

DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 8. Capaian 1 Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET TW II REALISASI TW II % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
sampel sediaan 
farmasi berisiko 

yang 
ditindaklanjuti 

sesuai 
ketentuan 

 
 
 

85,20% 

 
 
 

91,52% 

 

 
107,42% 

 
 

 
SANGAT BAIK 

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan diperoleh dengan rumus : 

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4 

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai  

          Ketentuan = a+b+c+d 

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),  

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ 

Total target sampel x 100%),  

Mencakup kesesuaian dengan: 

1. Target sampel,  

2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, 

Program,  

3. Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring  

dan Daring), 

4. Renlak Kategori Kelas Terapi,  

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).  

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai     

  ketentuan / Total target sampel x 100%)  

Mencakup kesesuaian dengan:  

SASARAN KEGIATAN 1 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN 

OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT 
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1. Renlak periode/waktu sampling, 

2. Ketentuan Evaluasi Penandaan  

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%). Diisi oleh balai  

penguji. 

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai 

ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%). 

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter 

sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid. 

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)  

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total 

target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian: 

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian  

antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian 

2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM  

sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan) 

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x 

(Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target 

jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%) 

 

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5 

a. Pemenuhan target pengawasan  = (a1 + a2) /2  

Keterangan: 

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling 

(renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman 

Sampling dan renlak UPT) x 100% 

 a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / 

jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100% 

  

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan 

pengujian 

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai 

POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka 

kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji 

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan 

sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan 

pelaporan)  

 = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / 

Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100% 
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c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan 

parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100% 

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan 

sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa 

dan diuji) × 100% 

Mencakup penentuan kesimpulan: 

1. Penandaan 

2. Pengujian 

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) 

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang 

ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi 

Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 

Kosmetik) × 100% 

 

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5 

a. Pemenuhan target pengawasan  =(a1 + a2) /2 

Keterangan: 

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling 

(renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman 

Sampling dan renlak UPT) x 100% 

  

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / 

jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100% 

 *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan 

pengujian 

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai 

POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka 

kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji 

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan 

sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan 

pelaporan)  

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / 

Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%  

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan 

parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100% 

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan 

sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa 

dan diuji) × 100% 
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Mencakup penentuan kesimpulan: 

1. Penandaan 

2. Pengujian 

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) 

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang 

ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi 

Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 

Kosmetik) × 100% 

 

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5 

a. Pemenuhan target pengawasan   

(a1 + a2) /2 

Keterangan: 

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ 

target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100% 

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / 

jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100% 

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling 

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai    ketentuan / Total 

target sampel x 100%). 

Mencakup kesesuaian dengan:  

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan 

2. Pemilihan parameter uji 

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan 

sampel, pengujian dan pelaporan  

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat 

waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 

100% 

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu: 

1.   SLA Sampling 

2.   SLA Pengujian 

3.   SLA Pelaporan 

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan  

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / 

Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100% 

Mencakup penentuan kesimpulan: 

1. Penandaan 

2. Pengujian 
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3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) 

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut  

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang 

dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%. 

Mencakup surat: 

1. Edaran pembersihan pasar 

2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik 

 

Target sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Obat, 

Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan 

oleh Balai POM di Surakarta sebanyak 157 sampel dengan rincian 77 

sampel obat, 2 sampel rokok, 24 sampel obat bahan alam, 1 sampel obat 

kuasi, 6 sampel suplemen kesehatan dan 48 sampel kosmetik. Namun 

pada TW II terdapat pergeseran target sampling sebagai dampak 

kebijakan anggaran yang mendukung program prioritas pemerintah 

menjadi 118 sampel dengan rincian 57 sampel obat, 2 sampel rokok, 36 

sampel kosmetik, 1 sampel kuasi, 18 sampel obat bahan alam dan 4 

sampel suplemen kesehatan. Capaian persentase sampel sediaan 

farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II tahun 

2026 telah berhasil mencapai target yaitu 107,42 % dengan kategori 

“SANGAT BAIK”. 

b. Perbandingan Target Triwulan II 2026 dengan realisasi dan target 

triwulan sebelumnya. 

             Tabel 9 Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan  

realisasi dan target triwulan sebelumnya 

 

IKU PERSENTASE 
SAMPEL SEDIAAN 

FARMASI BERISIKO 
YANG 

DITINDAKLANJUTI 
SESUAI 

KETENTUAN 

TARGET REALISASI %CAPAIAN KATEGORI 

 

TW II Tahun 2026  

 

85,2% 91,52% 

107,42% 
 

 

SANGAT BAIK 

 

 

TW I Tahun 2026 85,2% 96,55% 

113,22% TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 
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                   Pada triwulan II Tahun 2026 realisasi kinerja dapat dikategorikan   

                        SANGAT BAIK. 

 

c. Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan target Tahun 2026 

 

Tabel 10 Perbandingan realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II Tahun 2026 dan target tahun 2026 

INDIKATOR KINERJA T 2026 

 
REALISASI 
TW II 
TAHUN 
2026 

%CAPAIAN KATEGORI 

Persentase sampel 
sediaan farmasi 
berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85,2% 91,52% 

 
107,42% 

 
 

  

TERCAPAI/ 

MELAMPAUI 

 

 

Capaian indikator kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dibandingkan dengan target tahun 

2026 sebesar 107,42% dengan kategori “TERCAPAI/MELAMPAUI”. Perlu 

tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat 

secara berkesinambungan. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

Tercapainya indikator kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena adanya 

monitoring pelaksanaan sampling yang baik, mencakup perencanaan, 

pelaporan sampai pelaksanaan tindak lanjut hasil sampling.  

Perencanaan berbasis risiko dengan penentuan target sampling yang 

sesuai pedoman sampling baik pada sarana hulu dan hilir. Monitoring 

pelaksanaan sampling dilakukan secara terpadu berupa integrasi antara 

tim sampling, pengujian, dan pengelola sampel secara hibrid/berkala 

menjaga alur kerja tetap sesuai jadwal. Ketertiban Pelaporan harus 

dipastikan dengan sistem verfikasi berjenjang melalui SIPT dan didukung 

dengan laporan terpadu petugas sampling dan pengujian melalui link 

https://linktr.ee/MRL_Semarang2026. 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                           54 / 286                           54 / 286



 

 37 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Balai POM di Surakarta telah mencapai target Persentase Sampel sediaan 

farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa hal yang 

menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja antara lain : 

1. Melakukan perencanaan sampel sediaan farmasi sesuai dengan 

ketentuan meliputi jumlah, kategori sampel dan sarana sampling. 

2. Inspektur mempunyai pengetahuan yang baik terkait pedoman 

sampling sediaan farmasi sehingga terdapat kesesuaian pelaksanaan 

sampling, kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian serta 

tindak lanjut penarikan. 

3. Melakukan koordinasi dengan fungsi Pengujian Balai POM di Surakarta 

Laboratorium pengujian Balai POM sesuai Petunjuk Teknis 

Regionalisasi Laboratorium terkait perencanaan sampling dan 

pengujian, parameter pengujian dan pengambilan kesimpulan akhir 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait timeline penanganan, 

pengujian dan pelaporan sampel 

Dengan beberapa strategi yang dilakukan di atas diharapkan dapat 

meningkatkan keberhasilan indikator kinerja Persentase Sampel sediaan 

farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 

 

2. PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH 

MELAPORKAN KTD/ESO 

a. Perbandingan realisasi dan target triwulan II tahun 2026 

Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan  

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) / Efek Samping Obat (ESO) ke BPOM 

dilakukan dengan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

farmakovigilans kepada Fasilitas pelayanan kesehatan. KIE 

farmakovigilans dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, 

pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas 

pelayanan Kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan 

ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan 

KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing 

wilayah kerja UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk 

mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia. 
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Tabel 11. Capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah 

Melaporkan KTD/ESO Triwulan II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 

Fasilitas 

pelayanan 

Kesehatan yang 

telah 

melaporkan 

KTD/ESO ke 

BPOM 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

Cara perhitungan Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 

yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100% dengan 

keterangan A merupakan jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang 

telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah Fasilitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT 

BPOM pada tahun berjalan B merupakan jumlah Fasilitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada 

tahun berjalan. 

 

Perhitungan realiasi dan capaian kinerja dari indikator ini dilakukan 

pada bulan Desember tahun 2026 sehingga capaian kinerja pada periode 

triwulan II tidak dilakukan perhitungan. 

 
b. Perbandingan realisasi triwulan II tahun 2026 dengan realisasi 

triwulan I tahun 2026 

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

yang Telah Melaporkan KTD/ESO Triwulan II Tahun 2026 Dibandingkan dengan 

Realisasi Triwulan I Tahun 2026 
 

IKU TINGKAT 

EFEKTIVITAS KIE 

SEDIAAN FARMASI DAN 

PANGAN OLAHAN 

 
TARGET 

 
REALISASI 

 
% CAPAIAN 

 
KATEGORI 

 
TW II Tahun 2026 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

TW I Tahun 2026 - - - - 

 

Realisasi triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan 

realisasi triwulan sebelumnya karena perhitungan realiasi dan capaian 

kinerja dari indikator ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2026. 
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c. Perbandingan realisasi triwulan II tahun 2026 dengan target tahun 2026 

Tabel 13. Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan 

KTD/ESO Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan Target Tahun 2026 
 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase Fasilitas 

pelayanan Kesehatan 

yang telah melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM 

 
27 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Perhitungan realisasi dan capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun yaitu 

pada bulan Desember tahun 2026 sehingga tidak dapat dibandigkan realisasi 

dan capaian kinerja triwulan II dengan target tahun 2026. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Tidak dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan karena perhitungan 

realisasi dan capaian dilakukan di Bulan Desember Tahun 2026. Namun, 

pada triwulan II telah dilakukan kegiatan persiapan KIE, pelaksanaan KIE,  

dan monitoring pelaporan KTD/ESO. 

Selain itu, untuk mengatasi kendala pelaporan KTD/ESO oleh Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan terdapat saluran komunikasi Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan dengan petugas Balai POM di Surakarta berupa WhatsApp Group 

sehingga memudahkan pelaporan KTD/ESO .  

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Untuk menunjang keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Fasilitas 

pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM ialah 

dengan melakukan tahapan kegiatan sesuai dengan POA yang telah disusun. 

Oleh karena itu berikut tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan di 

Triwulan II : 

1) Melakukan persiapan KIE seperti pembagian tugas KIE dan konfirmasi 

Narasumber KIE yaitu dari Rumah Sakit Dr Oen Kandang Sapi pada bulan 

April sampai dengan Mei 2026. 

2) Melakukan KIE Farmakovigilans pada 20 Mei 2026 secara daring yang 

dihadiri 45 peserta dari Fasiltas Pelayanan Keseahatan. 

3) Melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO oleh Fasilitas Pelayanan 

Kefarmasian pada bulan Mei dan Juni 2026 dengan total jumlah 

pelaporan hingga Triwulan II sebanyak 8 Fasilitas Pelayanan 
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Kefarmasian. 

 

3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG 

DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 14. Capaian 1. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
sampel pangan 
olahan berisiko 

yang 
ditindaklanjuti 

sesuai 
ketentuan 

 
 
 

92,88% 

 
 
 

98,13% 

 

 
105,65% 

 
 

 
Sangat Baik 

 

Yang dimaksud dengan Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang 

dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai 

Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak 

lanjut/ketentuan lainnya. 

 
Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya 

antara lain : 

 
a. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau 

Kedaluwarsa dan TMS Pengujian 

b. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi 

c. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap 

implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan 

pengujian produk TMS 

d. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk 

TMS 

e. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam 

bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan 

secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan 

produk tidak beredar 

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan dihitung dengan rumus = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 

20%F 
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Keterangan: 

A. Kesesuaian Target Sampel 

Cara Perhitungan : 

(A1 + A2) /2 

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ 

target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100% 

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / 

jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100% 

 
*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan 

pengujian 

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian 

menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa 

melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim 

oleh Balai Penguji 

 
B. Kesesuaian Parameter Uji 

Cara Perhitungan : 

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ 

jumlah sampel yang diuji) x 100% 

 
Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan 

pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT 

yang melakukan sampling. 

 
C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan 

Cara Perhitungan : 

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ 

jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100% 

 
Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan 

hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi 

kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat 

disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. 
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D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel 

Cara Perhitungan : 

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel 

yang diperiksa) x 100% 

 
E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian 

Cara Perhitungan : 

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu 

sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100% 

 
F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya 

Cara Perhitungan : 

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/total jumlah sampel yang Tidak 

Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) 

x 100% 

 
Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan 

akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : 

% B3 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 (𝐵1+𝐵2+𝐵3) x 100% 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 (𝐵1+𝐵2+𝐵3) 

 

Pada triwulan II tahun 2026 dilakukan sampling pangan sebanyak 31 

sampel. Realisasi yang didapatkan didukung oleh komponen Kesesuaian 

Target Sampel, Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan 

Kesimpulan, Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel, Ketepatan Waktu 

Pelaporan Sampling dan Pengujian dan Tindak Lanjut sesuai Pedoman 

Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya sehingga realisasi sebesar 98,13% dan 

capaian yang didapatkan sebesar 105,67% dengan kategori Sangat Baik. 

 

 
b. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan I I tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan I Tahun 2026. 

Tabel 15. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan 
realisasi dan target triwulan I Tahun 2026 

 
 

Persentase 
sampel pangan 
olahan berisiko 

yang 
ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

TARGET REALISASI %CAPAIAN KATEGORI 

TW II tahun 2026 92,88% 98,13% 

105,65% 

Sangat Baik 
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TW I tahun 2026 92,88% 100% 

107,67% 

Sangat Baik 

 

  
 

Pada triwulan II Tahun 2026 didapatkan realisasi yang lebih rendah 

daripada realisasi pada triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 98,13%. 

Hal ini karena adanya 3 sampel yang mengalami keterlambatan 

pelaporan melalui SIPT. Perlu tetap dilakukan pemantauan kegiatan 

sampling sehingga keterlambatan pelaporan kedepannya dapat 

diminimalisir. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

  Tabel 16. Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 

 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase sampel 
pangan olahan 
berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

 
 
 

 
92,88% 

 
 
 

 
98,13% 

 

 
105,65% 

 
 
 

 
Tercapai / 
Melampaui 

 

Capaian indikator kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dibandingkan dengan target tahun 

tahun 2026 sebesar 105,65% dengan kategori Tercapai/Melampaui. Perlu 

tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat 

secara berkesinambungan. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

Tercapainya indikator kinerja Persentase sampel pangan olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena 

adanya monitoring pelaksanaan sampling yang baik, mencakup 

perencanaan, pelaporan sampai pelaksanaan tindak lanjut hasil 

sampling. 
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e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Balai POM di Surakarta telah mencapai target Persentase sampel pangan 

olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa hal yang 

menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja antara lain : 

1. Melakukan perencanaan sampel pangan yang baik. 

2. Inspektur mempunyai pengetahuan yang baik terkait pedoman 

sampling pangan sehingga terdapat kesesuaian parameter uji sesuai 

pedoman sampling, kesesuaian hasil uji yang dilaporkan melalui 

SIPT, kesesuaian waktu pelaporan sampel sesuai dengan ketentuan 

dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

3. Koordinasi dengan Balai Penguji 

4. Monitoring kegiatan sampling pangan olahan 

5. Melakukan tindaklanjut terhadap sampel pangan olahan yang tidak 

memenuhi syarat. 

 

 
4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI 

STANDAR 

a. Perbandingan target dan realisasi TW II tahun 2026 

Tabel 17. Realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai 

Standar Triwulan II Tahun 2026 
 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase Sampel KLB 
Keracunan Pangan 
Yang Diuji Sesuai 

Standar 

 
100 

 
- 

 
- 

 
 

- 

 

Perhitungan Nilai Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji 

Sesuai Standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :  

Σ (30% x A1, A2, …., An)+ (35% x B1, B2, …., Bn) +(35% x C1, C2, …., Cn) 

n 

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ 

total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100% 

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total 

parameter uji dalam pedoman sampling x 100% 

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen 

penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100% 
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Hasil capaian kinerja Tahun 2026 dengan hasil ( - ) dengan realisasi 

persentase sebesar ( - ) atau di – exclude dari nilai relisasi pencapaian. 

Secara keseluruhan, pada tahun 2026 tercapai hasil dengan kategori ( - ) . 

Terdapat 1 kejadian keracunan di TW II tahun 2026. Seluruh sampel selesai 

diuji di Laboratorium Kesehatan (Labkesda), sehingga tidak ada sampel yang 

selesai diuji dan ditangani dengan baik sesuai ketentuan di BPOM di 

Surakarta. 

 

b. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Tabel 18. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya 
   

IKU Persentase Sampel 

KLB Keracunan Pangan 

Yang Diuji Sesuai 

Standar 

TARGET REALISASI %CAPAIAN ATEGORI 

TW II Tahun 2026 100 - - 

 

          - 

TW I Tahun 2026 100 - - 

 

- 

 

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi kinerja menunjukkan kondisi yang 

sama dengan Triwulan I Tahun 2026, yaitu belum terdapat realisasi sampel 

KLB yang diuji sesuai standar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sampel 

KLB yang diterima untuk dilakukan pengujian selama periode tersebut. 

 

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I I tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 19. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Persentase Sampel KLB 
Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar Triwulan II tahun 2026 

dibandingkan target tahun 2026 
 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase Sampel KLB 
Keracunan Pangan 
Yang Diuji Sesuai 

Standar 

 
100 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 

Realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai 

Standar Triwulan II 2026 belum dapat dibandingkan dengan target 

Tahun 2026, karena belum terdapat realisasi pengujian sampel KLB 

pada periode tersebut. Target kinerja Tahun 2026 sebesar 100%, 
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sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 tidak ada, 

dikarenakan tidak terdapat sampel KLB keracunan pangan yang 

diterima untuk dilakukan pengujian sesuai standar. 

 
d. Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

Pada Triwulan II Tahun 2026, Balai POM di Surakarta memperoleh 

capaian not applicable (N/A) pada indikator kinerja Persentase Sampel 

KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar. Kondisi tersebut 

disebabkan oleh belum adanya sampel KLB keracunan pangan yang 

masuk untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM di 

Surakarta selama periode pelaporan. 

Adapun faktor yang menyebabkan capaian indikator tersebut belum 

dapat direalisasikan, antara lain: 

1. Penanganan KLB Keracunan Pangan di beberapa Kabupaten/Kota 

masih mengutamakan pengujian sampel melalui Laboratorium 

Kesehatan Daerah (Labkesda) setempat yang telah memiliki layanan 

pengujian, sehingga sampel KLB belum diarahkan ke Laboratorium 

Balai POM di Surakarta; 

2. Keterlibatan Balai POM di Surakarta dalam Tim Penanganan KLB 

Keracunan Pangan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota masih perlu 

diperkuat, khususnya dalam koordinasi alur rujukan dan distribusi 

sampel untuk memastikan pengujian dapat dilakukan sesuai standar; 

3. Balai POM di Surakarta masih melakukan penguatan kapasitas 

laboratorium yang telah dimulai sejak tahun 2024, meliputi 

pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium, pengadaan peralatan, 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta verifikasi metode 

analisis guna mendukung kesiapan pengujian sampel KLB sesuai 

standar; 

4. Balai POM di Surakarta terus meningkatkan koordinasi dan sinergi 

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta pihak terkait untuk 

memperkuat peran Balai POM di Surakarta sebagai laboratorium 

rujukan dan pendamping dalam penanganan KLB Keracunan Pangan. 
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e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja 

Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 

dilakukan melalui berbagai upaya penguatan kapasitas dan 

peningkatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Balai POM di 

Surakarta. Upaya yang dilakukan antara lain: 

1. Balai POM di Surakarta terus melakukan penguatan kapasitas 

laboratorium yang telah dimulai sejak tahun 2024 melalui 

pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, pengadaan 

peralatan laboratorium, peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia, serta pelaksanaan verifikasi metode analisis. Upaya ini 

bertujuan untuk memastikan kesiapan laboratorium dalam 

melaksanakan pengujian sampel KLB Keracunan Pangan secara 

tepat, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. 

2. Balai POM di Surakarta secara berkelanjutan memperkuat 

koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pihak 

terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan 

kejadian luar biasa keracunan pangan. Penguatan koordinasi 

tersebut mencakup peningkatan pemahaman terkait mekanisme 

rujukan sampel, peran Balai POM sebagai laboratorium 

rujukan/pendamping, serta percepatan proses pengujian sampel 

KLB Keracunan Pangan sesuai standar. 

 

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menjadi faktor pendukung 

dalam pencapaian indikator kinerja, terutama melalui peningkatan 

kesiapan laboratorium dan penguatan jejaring kerja dalam penanganan 

KLB Keracunan Pangan. Namun demikian, efektivitas pencapaian 

indikator tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kecepatan 

pelaporan kejadian, mekanisme pengiriman sampel, serta koordinasi 

antar instansi dalam proses penanganan KLB. 
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5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI 

SESUAI KETENTUAN 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 20. Capaian 1 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
sampel PIRT 
berisiko yang 
ditindaklanjuti 

sesuai 
ketentuan 

 

 
88% 

 

 
1OO% 

 
113,64% 

 
 
 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Persentase sampel PIRT bersiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

diperoleh dengan rumus: 

 
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F , dimana: 

 
A= Kesesuaian target sampel PIRT 

 
B = Kesesuaian Parameter Uji 

 
C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan 

 
D = Ketepatan waktu pengambilan sampel 

 
E = Ketepatan waktu pelaporan 

 
F = Tindak lanjut Sampel PIRT 

 

Perhitungan persentase sampel PIRT ini memiliki komponen penilaian yang 

variatif yang akan mempengaruhi % capaian. Jumlah sampel PIRT Balai 

POM di Surakarta pada tahun 2026 sebanyak 3 sampel hal ini sesuai 

dengan target jumlah pada penyesuaian target setelah adanya efisiensi yang 

telah disetujui oleh unit pengampu. dan untuk kategori pangan adalah 

kategori pangan Tepung dan Hasil Olahannya sebanyak 1 (satu) sampel, 

Gula, Kembang Gula dan Cokelat sebanyak 1 (satu) sampel dan Minuman 

Serbuk dan Botanikal sebanyak 1 (satu) sampel. Untuk kategori pangan 

yang harus disampling mengalami penyesuaian, dimana seharusnya jumlah 

sampel kategori tepung dan hasil olahannya disampling untuk 2 sampel, 

namun Balai POM di Surakarta hanya mengambil 1 sampel dan melakukan 

sampling untuk kategori lain yaitu minimal botanical sebanyak 1 sampel. 

Hal ini dikarenakan Balai POM di Surakarta sudah melakukan sampling 
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sebelum Keputusan penyesuaian kategori pangan yang harus disampling 

terbit. Penyesuaian kategori pangan ini telah disampaikan melalui nota 

dinas kepada unit pengampu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan 

Olahan dan sudah mendapatkan balasan untuk disetujui. 

Pada triwulan II Balai POM di Surakarta telah melakukan sampling sampel 

PIRT sebanyak 1 sampel untuk kategori pangan Minuman Serbuk dan 

Botanikal. Dari pengambilan 1 sampel, Balai POM di Surakarta telah 

menyelesaikan pengambilan sampel PIRT pada Triwulan II sesuai dengan 

ketentuan. 

Hal lain yang mendukung penilaian persentase tersebut adalah ketepatan 

waktu sampling. Jumlah sampel Balai POM di Surakarta yang dilakukan 

sampling dan pengujian sampai triwulan II sudah sesaui dengan target 

sampel PIRT sebanyak 3 sampel. Untuk penilaian komponen kesesuaian 

parameter uji, ketepatan pelaporan juga menunjukkan bahwa parameter 

yang diujikan dan pelaporan melalui SIPT sudah sesuai dengan pedoman 

prioritas sampling. Untuk komponen tindaklanjut terhadap sampel Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) sudah ditindaklanjuti dengan memberikan surat 

rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten tempat sarana produksi 

IRTP yang memproduksi produk TMS tersebut dan sudah dilakukan 

pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten terhadap pemilik sarana IRTP.  

Sedangkan untuk komponen penarikan Kesimpulan yang sebelumnya 

terdapat kesalahan dalam penginputan Kesimpulan telah dilakukan rollback 

SIPT untuk dilakukan penyesuaian Kesimpulan. Hal ini yang menyebabkan 

penilaian kinerja untuk realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%, sehingga jika dibandingkan 

dengan target Triwulan II dengan nilai 88%, maka capaian kinerja menjadi 

113,64% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.  
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b. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Tabel 21. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada triwulan I tahun 2026 realisasi kinerja dari 88% dengan capaian 

100% menjadi berubah realisasinya di 85% dengan capaian 96,59% hal 

ini disebabkan dengan adanya nota dinas dari Sekretaris Utama nomor 

PR.08.02.2.07.26.507 adanya arahan berupa arahan penyesuaian format 

dan rumus pada googlesheet Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

(RHPK) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk pelaporan triwulan II. 

Perubahan rumus berlaku untuk 2 indikator yaitu Persentase Sampel 

PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan Persentase 

Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan. Perubahan rumus pada indikator ini mengakibatkan 

perubahan data realisasi UPT Triwulan I Periode Januari-Maret. Oleh 

karena itu UPT perlu menyesuaikan data pada aplikasi Simetris e-

Performance namun perubahan ini tidak mempengaruhi Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) Triwulan I. Untuk pelaporan Laporan Evaluasi Internal 

dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tidak perlu dilakukan 

penyesuaian. Dalam hal ini perubahan realisasi triwulan I disampaikan 

pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026. Pada triwulan I 

mendapatkan realisasi 85% dengan capaian 96,59% sehingga memiliki 

kategori baik namun pada triwulan II 2026, dengan realisasi 100% yang 

artinya setiap komponen penilaian tercapai semuanya sesuai dengan 

ketentuan dibandingkan dengan target Balai POM di Surakarta 88%, 

yang menyebabkan capaian di triwulan II 2026 ini melebihi nilai 110% 

IKU Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

TARGET REALISASI %CAPAIAN ATEGORI 

Persentase sampel PIRT 
berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan TW 1 2026 

88% 85% 

 

96.59% 

 

  Baik 

Persentase sampel PIRT 
berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan TW II 2026 

88% 100% 

 

113,64% 

 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 
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yakni di angka 113,64% sehingga Tidak Dapat Disimpulkan.  

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 22. Realisasi Persentase sampel PIRT yang berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 

 

 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

 

 
88% 

 

 
100% 

 

 
113,64% 

 

 
Tercapai / 
Melampaui 

 
Capaian indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 113,64 % dengan kategori 

Tercapai/Melampaui sudah tercapai pada TW II. Namun demikian nilai 

ini harus dapat dipertahankan, sehingga butuh konsistensi dalam 

pencapaiannya di triwulan mendatang hingga akhir tahun 2026. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

 

Capaian kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan sebesar 100% telah melebihi target yang telah 

ditentukan, hal ini berdasarkan analisis bahwa petugas sampling telah 

melakukan perencanaaan atas sampel yang akan dilakukan sampling, 

dengan jumlah sampel yang sesuai dengan pedoman prioritas 

sampling 2026. Petugas memilih produk yang sesuai dengan kategori 

pangan dan memilih produk PIRT yang berisiko sesuai Risk-based 

Sampling dan sesuai dengan waktu sampling PIRT yang telah 

ditetapkan yaitu maksimal pada TW II. Pengujian yang dilakukan telah 

sesuai dengan parameter yang ditentukan di pedoman prioritas 

sampling untuk setiap kategori pangannya. Pelaporan di SIPT juga 

telah dilakukan tepat waktu. Seluruh komponen yang digunakan 

untuk penilaian telah mencapai presentase yang maksimal.
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e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari 

upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain: 

 
1. Melakukan perencanaan sampling secara baik 

2. Melakukan sampling sesuai kategori pangan yang sudah ditentukan 

3. Melakukan monitoring penentuan parameter, pengambilan 

kesimpulan, pelaporan dan pembuatan surat tindak lanjut jika hasil 

pengujian Tidak Memenuhi Syarat 

4. Segera melakukan perbaikan jika ada ketidaksesuaian saat 

monitoring 

 

 

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN 

SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG 

DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER 

 
a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 23. Realisasi Persentase Keputusan /rekomendasi hasil pengawasan sediaan 
farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder TRIWULAN II 

Tahun 2026 

 
 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
keputusan/reko 

mendasi hasil 
pengawasan 

sediaan farmasi 
dan pangan 
olahan yang 

ditindaklanjuti 
oleh stakeholder 

Triwulan II 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

Baik 

 

 
Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang 

diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki 
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kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat 

dan Makanan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa 

pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan 

Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil 

pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil 

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil 

pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. 

 
Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar 

penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan 

dan pedoman tindak lanjut pengawasan . Cara perhitungan sebagai berikut: 

 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2 

A = J𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐭𝐢𝐧𝐝𝐚𝐤𝐥𝐚𝐧𝐣𝐮𝐭𝐢 o𝐥𝐞𝐡 𝐩𝐞𝐥𝐚𝐤𝐮 𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚/ 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐥𝐚𝐤𝐮 𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚 𝑥 100% 

B = J𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐭𝐢𝐧𝐝𝐚𝐤𝐥𝐚𝐧𝐣𝐮𝐭𝐢 o𝐥𝐞𝐡 𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫/ 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫 𝑥 100 % 
 
 

Ketentuan perhitungan sebagai berikut : 

1. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, 

merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n. 

2. Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah 

surat/sarana). 

3. Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 

yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1. 

4. Pembilang dan penyebut dihitung dengan memperhatikan SLA (service 

Level Aggreement) 

 
Pada Triwulan II tahun 2026 diperoleh realisasi Persentase Keputusan 

/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder TRIWULAN II6 sebesar 100 % dengan kategori 

Baik. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 88 

rekomendasi baik dari sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan ( 27 
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dari sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian, 31 sarana Obat 

Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dan Kuasi dan 30 sarana pangan olahan. 

 

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi 

TRIWULAN I tahun 2026 

Tabel 24. Perbandingan realisasi TRIWULAN I I tahun 2026 dengan realisasi 

TRIWULAN sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
keputusan/rekome 

ndasi hasil 
pengawasan sediaan 
farmasi dan pangan 

olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 
Triwulan II  Tahun 

2026 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

 
Baik 

Persentase 
keputusan/rekome 

ndasi hasil 
pengawasan sediaan 
farmasi dan pangan 

olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 
Triwulan I  Tahun 

2026 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

 
Baik 

 

Pada triwulan II Tahun 2026 realisasi kinerja yang diperoleh sama  dengan 

realisasi yang sama dengan Triwulan I sebesar 100 % dengan kategori 

BAIK. Perlu upaya perbaikan berkesinambungan untuk menjaga agar 

kinerja dapat di pertahnkan dengan baik. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 25. Persentase Keputusan /rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi 
dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
keputusan/rekomenda 
si hasil pengawasan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 

 
Tercapai / 
Melampaui 
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Realisasi Persentase Keputusan /rekomendasi hasil pengawasan 

sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh 

stakeholder TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan dengan target 

2026 sebesar 100 % dengan kategori Tercapai/Melampaui. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Tercapainya indikator kinerja persentase Keputusan /rekomendasi 

hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan II Tahun 2026 didukung 

dengan data base yang mampu memenuhi kebutuhan dokumentasi 

pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana obat dan makanan, analisa 

data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui desk CAPA (Corrective and 

Preventive Action) baik melalui tatap muka maupun media daring 

sebagai bentuk tindak lanjut pelaku usaha terhadap rekomendasi yang 

diterbitkan Balai POM di Surakarta. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

 

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja persentase Keputusan 

/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 

yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan II Tahun 2026 

tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di 

Surakarta antara lain: 

1. Menyusun tools mampu mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan 

pengawasan sarana obat dan makanan, analisa data, monitoring 

dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan berupa tools monev 

BIDIK KINERJA. 

2. Melakukan penyampaian tindak lanjut sesuai timeline pada 

Petunjuk Teknis pada masing masing komoditi pengawasan. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan berkala desk 

CAPA (Corrective and Preventive Action) baik melalui tatap muka 

maupun media daring sebagai bentuk tindak lanjut pelaku usaha 

terhadap rekomendasi yang diterbitkan Balai POM di Surakarta 
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7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG 

DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 26. Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan 
Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan TRIWULAN I I  Tahun 2026 

 

 TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
Sarana Produksi 
Sediaan 
Farmasi Yang 
Diperiksa  Dan 
Ditindak lanjuti 
Sesuai 
Ketentuan 

 
 

 
96,69% 

 
 

 
98,33% 

 
 

 
101,70% 

 
 
 

 
Sangat baik 

 

 

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak 

lanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen 

Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C) 

 
A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan 

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan 

cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target 

tahunan) X 100% 

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi 

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan ) X 

100% 

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut 

= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) 

X100%. 

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D) 

 
A. Pelaksanaan inspeksi 

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan ) 

X 100% 

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari 

pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat 

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ 
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Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100% 

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi 

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang 

selesai diperiksa/inspeksi) × 100% 

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil 

pengawasan sarana 

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan 

tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100% 

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator 

pada komponen A dan B. 

 
% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D) 

 
A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ 

jumlah target renlak ) X 100% 

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari 

pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = ( Jumlah sarana 

yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana 

yang diperiksa) X100% 

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah 

kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang 

selesai diperiksa) × 100% 

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil 

pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan 

sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) 

x 100% 

 
Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi: 

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan 

Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, 

Sel Punca, dan Rumah Sakit). 

2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk 

obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua 

tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat 

tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat 

Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen 

kesehatan 
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3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A 

dan industri kosmetik golongan B. 

 

Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, 

dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan 

sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

Pedoman untuk sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

mengacu pada: 

- Regulasi perundang-undangan, 

- Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, 

- Pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman 

dan SOP terkait. 

 
Perencanaan pemeriksaan terhadap sarana produksi sediaan farmasi pada 

Triwulan II meliputi sarana produksi industri farmasi sebanyak 2 sarana, 

produksi Obat Bahan Alam  sebanyak 8 sarana dan  sarana produksi 

Kosmetika sebanyak 5 sarana. Untuk perhitungan capaian IKU pemeriksaan 

sarana Industri farmasi tidak dimasukkan perhitungan karena belum 

dilaksanakan secara mandiri. Hasil pemeriksaan Obat Bahan Alam dan 

Kosmetik telah  diberi surat tindak lanjut sesuai pedoman dan di laporkan 

melakui aplikasi SIPT sesuai timeline sejak tanggal pemeriksaan  dan 

diperoleh  realisasi Persentase Sarana Produksi sediaan farmasi yang 

diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan diperoleh hasil  101,70 % 

dengan kategori “SANGAT BAIK”. 

 
b. Perbandingan realisasi TRIWULAN I I tahun 2026 dengan realisasi 

TRIWULAN I tahun 2026 

Tabel 27. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan I I tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya 
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IKU Persentase Sarana 
Produksi Sediaan Farmasi 

Yang Diperiksa Dan 
Ditindak lanjuti Sesuai 

Ketentuan 

 
TARGET 

 
REALISASI 

 
% CAPAIAN 

 
KATEGORI 

 
TW II Tahun 2026 

 
96,69% 

 
98,33% 

 
101,70% 

 
SANGAT BAIK 

TW I Tahun 2026 96,69% 100,00% 103,42% SANGAT BAIK 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja triwulan II tahun 

2026 lebih rendah  jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2026. 

Kategori realisasi kedua triwulan tersebut adalah Sangat Baik.  

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 28. Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target 

tahun 2026 
 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase Sarana 
Produksi Sediaan 

Farmasi Yang 
Diperiksa Dan 

Ditindak lanjuti Sesuai 
Ketentuan 

 

 
96,69% 

 

 
98,33% 

 

 
101,70% 

 

 
Tercapai / 
Melampaui 

 

Capaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi 

Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 101,70 % 

dengan kategori Tercapai/Melampaui sudah tercapai pada Triwulan II. 

 
 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi 

Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

didukung oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, baik pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Pada tahap perencanaan, penyusunan rencana pemeriksaan dilakukan 

secara matang dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan 

berbasis risiko, ketersediaan sumber daya, serta penjadwalan yang 

terukur. Perencanaan yang baik tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan 

pemeriksaan sehingga seluruh target sarana produksi sediaan farmasi 

dapat diperiksa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
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Pada tahap pelaksanaan, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar 

operasional dan pedoman yang berlaku. Koordinasi yang baik 

antarpetugas serta pemantauan terhadap progres pelaksanaan 

pemeriksaan turut mendukung penyelesaian kegiatan secara tepat waktu 

dan menghasilkan data pemeriksaan yang berkualitas sebagai dasar 

penyusunan tindak lanjut. 

Keberhasilan dalam pemenuhan aspek tindak lanjut juga dipengaruhi 

oleh pemahaman petugas yang baik terhadap ketentuan dan pedoman 

pemeriksaan yang berlaku. Kompetensi tersebut memungkinkan petugas 

menyusun rekomendasi dan surat tindak lanjut secara tepat, konsisten, 

dan sesuai dengan tingkat temuan hasil pemeriksaan. Selain itu, 

komitmen petugas dalam memenuhi target waktu penyelesaian 

administrasi, termasuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan 

penerbitan surat tindak lanjut sesuai timeline yang telah ditetapkan, 

berkontribusi terhadap tercapainya indikator kinerja ini. 

Dengan dukungan perencanaan yang efektif, pelaksanaan pemeriksaan 

yang sesuai standar, kompetensi petugas dalam menerapkan pedoman, 

serta kedisiplinan dalam penyelesaian tindak lanjut dan pelaporan secara 

tepat waktu, indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan 

Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat 

tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

pencapaian pernyataan kinerja 

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi 

Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan 

sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Balai 

POM di Surakarta antara lain: 

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi 

secara matang dengan sistem skoring atau penilaian berbasis resiko 

sesuai pedoman perencanaan pemeriksaan sarana produksi. 

2. Mendokumentasikan seluruh  data pemeriksaan sarana berupa Surat 

Tugas, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Tindak Lanjut, CAPA dari 

pelaku usaha, Evaluasi CAPA oleh petugas dan daftar hadir 

pemeriksaan. 
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3. Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang 

berlaku dan mengirimkan kepada pelaku usaha tepat waktu. 

4. Melakukan pelaporan data pemeriksaan sarana produksi sediaan 

farmasi melalui SIPT dan melakukan monitoring evaluasi melalui tools 

BIDIK KINERJA. 

5. Melakukan koordinasi internal untuk persamaam persepsi dan 

kompetensi petugas serta secara aktif melakukan koordinasi dengan 

unit pengampu sebagai pembina UPT (Unit Pelaksana Tugas). 

 

8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA 

DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 29. Capaian 1 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
sarana produksi 
Pangan Olahan 
yang diperiksa 

dan 
ditindaklanjuti 

sesuai 
ketentuan 

 
 

 
98,79% 

 
 

 
100% 

 

 
101,22% 

 
 
 
 

Sangat Baik 

 

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap 

pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap 

berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. 

termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. 

 

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, 

baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP 

maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana 

lain.
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Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari 

ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, 

pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil 

pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: 

• Ketepatan waktu tindak lanjut 

• Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor 

terkait hasil pengawasan 

 
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dihitung dengan rumus : 

= Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan x 

100% 

Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa 

Keterangan: 

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang 

diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan 

dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. 

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana 

yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek 

(a+b+c/3) yaitu: 

a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari 

ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan 

ketentuan; 

b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan 

pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang 

diberikan setelah pemeriksaan sarana. 

Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak 

lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat 

berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll. 
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c. Kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks 

kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan 

kesesuaian grading, dimana jika hasil: 

i. Pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka 

grading sebagai A (MK); 

ii. Pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai 

B (TMK); dan 

iii. Pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai 

C (TMK). 

 

Pada triwulan II tahun 2026 dilakukan pemeriksaan pada 12 sarana 

produksi pangan  dan didapatkan realisasi sebesar 100% sehingga 

didapatkan capaian sebesar 101,22% dengan kategori Sangat Baik. 

 

 
b. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan I I tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya. 

Tabel 30. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan 
realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
sarana 

produksi 
Pangan 

Olahan yang 
diperiksa 

dan 
ditindaklanju 

ti sesuai 
ketentuan 

TW II Tahun 
2026 

 
 
 

 
98,79% 

 
 
 

 
100% 

 
 

 
101,22% 

 
 
 
 
 

Sangat Baik 

Persentase 
sarana 

produksi 
Pangan 

Olahan yang 
diperiksa 

dan 
ditindaklanju 

ti sesuai 
ketentuan 

TW I  Tahun 
2026 

 
 
 

 
98,79% 

 
 
 

 
100% 

 
 

 
101,22% 

 
 
 
 
 

Sangat Baik 

   

Pada triwulan II Tahun 2026 didapatkan realisasi sama seperti realisasi 

pada triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 100% dengan capaian 101,22% 

kategori Sangat baik. 
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c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I I tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 31. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target 

tahun 2026 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II yang 

dibandingkan dengan target tahun 2026 didapatkan nilai sebesar 100% 

dengan nilai capaian 101,22% kategori Tercapai/Melampaui. Perlu tetap 

dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara 

berkesinambungan. 

 
 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena 

adanya monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan 

dan peningkatan pemahaman pengawas/inspektur terhadap pedoman / 

peraturan yang berlaku. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Balai POM di Surakarta dapat mencapai target Persentase sarana produksi 

Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 

Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja antara 

lain : 

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi yang baik. 

2. Peningkatan pemahaman pengawas/inspektur terhadap pedoman / 

peraturan yang berlaku. 

3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana produksi sesuai ketentuan, 

dengan melakukan pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT tepat 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase sarana 
produksi Pangan 

Olahan yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

98,79% 100% 
101,22% 

 

 

Tercapai / 
Melampaui 
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waktu, Penentuan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan 

penentuan grading hasil pemeriksaaan secara tepat. 

4. Melakukan monitoring kegiatan pengawasan produksi pangan olahan. 

 

9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG 

DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 32. Capaian 1 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai Ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 

 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase fasilitas 
distribusi Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

 
98,12% 

 
98,88% 

100,77%  
Sangat 

Baik 

 

Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus : 

(A+B+C+D)/4 

 
A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.  

Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) 

dan Kesesuaian Tindaklanjut (b). 

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan Komponen penilaian ini ditunjukkan 

untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh 

UPT = (A/B) x 100%  

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan 

jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, 

yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT 

oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.  

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan 

jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat 

yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan 

melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun Suplemen 

Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

berjalan.  

b) Kesesuaian Tindaklanjut Komponen penilaian ini ditujukan untuk 

menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan 
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oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, 

yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = {(A/C) + 

(B/C)}/2 x 100% 

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang 

memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan 

obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala 

UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan.  

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang 

memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan 

obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh 

independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan 

berjalan.  

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan 

jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, 

yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT 

oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan. 

 

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

= Rata-rata (a+b+c+d) 

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan 

sarana /jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak ) X 100%  

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan 

inspeksi hingga pelaporan ke pusat = ( Jumlah sarana yang diperiksa 

dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana 

yang diperiksa) X100%  

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah 

kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang 

selesai diperiksa) × 100%  

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan 

sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai 

dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100% 
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C. Prosentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa 

dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

= Rata-rata (a+b+c+d) 

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan 

sarana /jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak ) X 100%  

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan 

inspeksi hingga pelaporan ke pusat = ( Jumlah sarana yang 

diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh 

sarana yang diperiksa) X100%  

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah 

kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang 

selesai diperiksa) × 100%  

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil 

pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana 

yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100% 

D. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

= Rata-rata (a+b+c+d) 

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah 

target pengawasan sesuai renlak ) X 100%.  

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari 

pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = ( Jumlah sarana 

yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana 

yang diperiksa) X100%.  

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah 

kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang 

selesai diperiksa) × 100%.  

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan 

sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai 

dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%. 

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki 

kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:  

1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi 

Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian; 
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2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, 

Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan 

peratuaran perundang-undangan; 

3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen 

kesehatan  yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang 

pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko 

obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer 

4. Fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan 

fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.  

Sarana atau fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi 

yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi 

yang telah diperiksa pada tahun berjalan .  

Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai 

dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan 

hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan 

Untuk perhitungan Indikator Kinerja Persentase sarana yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan diawali dengan penetapan target sarana yang 

diperiksa berdasarkan kajian resiko dan ketentuan tindak lanjut serta 

pelaporan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan 

pemeriksaan sarana produksi,  pedoman tindak lanjut, serta timeline yang 

ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait, antara lain :  

1. Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat;  

2. Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;  

3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan 

Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 

4. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, 

Dan Suplemen Kesehatan 

5. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, 

Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif 

Pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 

Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan 

Obat,Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif menyebutkan kriteria 

penetapan tindak lanjut berupa pembinaan teknis maupun sanksi 

administrative (peringatan, peringatan keras hingga Penghentian Sementara 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                           86 / 286                           86 / 286



 

 69 

Kegiatan ). Untuk sarana distribusi obat pelaporan melalui SIPT termasuk 

penyampaian tindak lanjut maksimal pada tanggal 5 bulan berikutnya.  

Pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian hingga 

Triwulan 2 tercapai 98,88 % dengan realisasi sesuai target sejumlah 62 sarana; 

2 sarana dilakukan bersama dengan kegiatan tindak lanjut bersama petugas 

direktorat pengawasan ONPP dan tidak dimasukkan ke dalam pencapaian di 

RHPK karena pelaporan tindak lanjut dan monev tindak lanjut dilaksanakan 

oleh petugas pusat . Pemeriksaan sarana distribusi dan sarana pelayanan 

kefarmasian sebanyak 30 sarana meliputi 6 Pedagang Besar Farmasi (PBF), 2 

Instalasi Farmasi Kota/ Kabupaten (IFK), 5 Puskesmas, 2 Rumah Sakit, 4 

Klinik, 7 Apotek dan 2 Toko Obat Berijin (TOB).   

Pada perhitungan kesesuaian tindak lanjut sarana distribusi obat dan 

saryanfar dari 28 sarana yang dilaporkan sesuai timeline adalah 27 sarana dan 

1 sarana melewati batas waktu pelaporan SIPT yaitu tanggal 5 pada bulan 

berikutnya. Hal ini disebabkan karena ada revisi pada saat input SIPT. Untuk 

monitoring dan evaluasi menggunakan inovasi Bidik Kinerja. 

Untuk kesesuaian laporan tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa telah 

ditetapkan bahwa jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas 

yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan 

Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, 

pada periode bulan berjalan tercapai 100 % 

Untuk sarana Obat Bahan Alam (OBA) TW 2 telah di lakukan pemeriksaan 

sebanyak 14 sarana OBA. Hasil pemeriksaan sarana OBA sudah sesuai dengan 

perencanaan dan telah di laporkan melalui SIPT dengan timeline yaitu 25 hari 

kerja sejak tanggal diperiksa, 24 sarana yang diperiksa telah dilaporkan sesuai 

timeline dan satu sarana melebihi timeline pelaporan dan tindaklanjut karena 

menunggu hasil pengujian sampel. 

Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan (SK), pada TW 2 telah di lakukan 

pemeriksaan sebanyak 6 sarana OBA dengan hasil Semua sarana yang 

diperiksa telah dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai timeline. 

Perencanaan pemeriksaan terhadap sarana kosmetik pada Triwulan II 

sebanyak 12 sarana telah terlaksana dan telah diberi surat tindak lanjut. Hasil 

pemeriksaan sarana telah di laporkan melalui SIPT sesuai timeline yaitu 30 

hari sejak tanggal pemeriksaan. 
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Capaian Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100,77 % dengan kategori ”SANGAT 

BAIK”. 

 
b. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Tabel 33. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi 
dan target triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase Fasilitas 
Distribusi Sediaan 

Farmasi yang 
Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai 
Ketentuan TW I 

 
 

98,12% 

 
 

99,58% 
101,49% 

 

 
Sangat Baik 

Persentase Fasilitas 
Distribusi Sediaan 

Farmasi yang 
Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai 
Ketentuan TW II 

98,12% 98,88% 

100,77% 

 
Sangat Baik 

 

Capaian pada triwulan I dan triwulan II Tahun 2026 telah mencapai 

target dengan kategori Sangat Baik. Pada triwulan I tahun 2026 realisasi 

kinerja dari 99,44% dengan capaian 101,35% menjadi berubah 

realisasinya di 99,58% dengan capaian 101,49% hal ini disebabkan 

dengan adanya nota dinas dari Sekretaris Utama nomor 

PR.08.02.2.07.26.507 adanya arahan berupa arahan penyesuaian format 

dan rumus pada googlesheet Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

(RHPK) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk pelaporan triwulan II. 

Perubahan rumus berlaku untuk  dua indikator yaitu Persentase Sampel 

PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan Persentase 

Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan. Perubahan rumus pada indikator ini mengakibatkan 

perubahan data realisasi UPT Triwulan I Periode Januari-Maret. Oleh 

karena itu UPT perlu menyesuaikan data pada aplikasi Simetris e-

Performance namun perubahan ini tidak mempengaruhi Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) Triwulan I. Untuk pelaporan Laporan Evaluasi Internal 

dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tidak perlu dilakukan 

penyesuaian. Dalam hal ini perubahan realisasi triwulan I disampaikan 

pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026. Pada triwulan I 

indikator ini mendapatkan realisasi 99,44% dengan capaian 101,35% 

sehingga memiliki kategori sangat baik berubah menjadi realisasinya 

99,58% dengan capaian 101,49% namun pada triwulan II 2026, dengan 
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realisasi 98,88% dengan capaian 100,77% yang artinya setiap komponen 

penilaian tercapai semuanya sesuai dengan ketentuan dibandingkan 

dengan target Balai POM di Surakarta 98,12% namun apabila 

dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II ini mengalami penurunan 

dibandingkan realisasi triwulan I Tahun 2026.  

 

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I I tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 34. Realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa 
dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan TRIWULAN I I Tahun 2026 dibandingkan 

target tahun 2026 
 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Fasilitas Distribusi 
Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan 
Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

 
 

 
98,12% 

 
 

 
98,88% 

 

 
100,77% 

 
 

 
Tercapai / 
Melampaui 

 

Capaian indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan 

Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 

100,77 % dengan kategori Tercapai/Melampaui sudah tercapai pada TW 

II. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

 

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan 

karena : 
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Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan 

karena : 

1. Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi 

disusun sesuai dengan analisis resiko dan di upayakan dapat 

terlaksana sesuai target 

2. Penyusunan surat tindak lanjut yang diterbitkan sesuai pedoman 

serta waktu penyampaian Tindak Lanjut sesuai pedoman dan 

disertai dengan kelengkapan dokumen pelaporan SIPT 

3. Pelaporan melalui SIPT tepat waktu sesuai dengan Petunjuk teknis 

SIPT. 

4. Melakukan Monitoring internal yang dapat diakses oleh petugas 

Pengawasa Farmasi dan Makanan dengan mudah 

5. Kelengkapan data teknis pemeriksaan di arsipkan secara elektronik 

dan di lampirkan pada data monitoring internal untuk kemudahan 

mampu telusur pada saat diperlukan. 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ 

pencapaian pernyataan kinerja 

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi 

Sediaan Farmasi yang diperiksa sesuai ketentuan tidak dapat terlepas 

dari upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta antara lain: 

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa sesuai kajian resiko dan pelaksanaan 

mengikuti perencanaan yang sudah disusun. 

2. Menentukan kesimpulan dan menyusun surat tindak yang sesuai 

dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku. 

3. Melakukan pelaporan pelaksanaan pemeriksaan dengan lengkap dan 

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.. 

4. Melakukan monitoring penginputan data pemeriksaan sarana sarana 

distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa melalui SIPT. 

 

 
10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG 

DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 
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Tabel 35. Capaian 1. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 
 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
sarana distribusi 
Pangan Olahan 
yang diperiksa 

dan 
ditindaklanjuti 

sesuai 
ketentuan 

99,15% 100% 

100,86% 

Sangat Baik 

 

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: 

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang 

diperiksa) x 100%) 

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / 

jumlah sarana yang diperiksa) x 100%) 

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu 

/ jumlah sarana yang diperiksa) x 100%) 

 
Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C 

 
Target sarana distribusi pangan yang diperiksa setiap tahun berdasarkan 

kajian risiko untuk diperiksa. Pedoman tindak lanjut sarana distribusi 

pangan mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Batas waktu pelaporan 

SIPT untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan adalah tanggal 10 

bulan selanjutnya. 

Dari 8 sarana distribusi pangan yang direncanakan selama triwulan 2, 

diperiksa 11 sarana (100,86%). Dari 11 sarana distribusi pangan yang 

diperiksa, 10 sarana distribusi ada temuan produk kedaluwarsa dan/ 

rusak sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah surat peringatan, 

1 distribusi tidak ada  temuan produk kedaluwarsa dan/ rusak  dan 

TIE sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah surat tindak lanjut 

hasil pemeriksaan sarana. Dari 11 sarana distribusi yang diperiksa, 

semua sarana tepat waktu dalam input SIPT, sehingga realisasi 

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100. Capaian Persentase 

sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan sebesar 100,86 % dengan kategori sangat baik.
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b. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi 

dan target triwulan sebelumnya 

Tabel 36. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi dan 

target triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
sarana distribusi 
Pangan Olahan 
yang diperiksa 

dan 
ditindaklanjuti 

sesuai 
Ketentuan TW I 

 
 

 
99,15% 

 
 

 
96,92% 

 
97,75% 

 
 
 
 

Baik 

Persentase 
sarana 

distribusi 
Pangan Olahan 
yang diperiksa 

dan 
ditindaklanjuti 

sesuai 
ketentuan TW II 

99,15% 100% 

100,86% 

Sangat Baik 

 

Pada triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target kinerja dengan 

kategori baik dan Pada triwulan II Tahun 2026 telah mencapai target 

kinerja dengan kategori sangat baik.. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 37. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target 

tahun 2026 
 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase sarana 
distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

99,15% 100% 

 

100,86% 
  

       Tercapai/ 

Melampaui 

 

Capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,86% dengan 

kategori tercapai/melampaui pada TW II. 
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d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

 

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena 

perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan yang matang, 

sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat sesuai 

dengan perencanaan. Ketepatan surat tindak lanjut yang diterbitkan 

disebabkan karena pemahaman petugas yang baik terhadap pedoman 

yang berlaku.  

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

pencapaian pernyataan kinerja 

 

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi 

Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak 

dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta 

antara lain: 

 

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan 

secara matang 

2. Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut 

yang berlaku 

3. Melakukan monitoring penginputan data pemeriksaan sarana 

distribusi pangan melalui SIPT 
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11. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG 

DIAWASI SESUAI KETENTUAN 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 38. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi 
Sesuai Ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase Iklan 
Sediaan Farmasi 

dan Pangan 
Olahan yang 

Diawasi Sesuai 
Ketentuan 

 

 
98,11% 

 

 
99,72% 

 
101,64% 

 
 

 
Sangat Baik 

 

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: 

 
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5 

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = 𝑎 +𝑏  

2 

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan 
 

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑘𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑘𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑙𝑎𝑘 
x 100% 

 

 
b. Ketepatan waktu pelaporan 

 

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑘𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 x 100% 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑘𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 

 

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan 

= rata-rata (a+b+c) 

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai 

diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak ) X100% 

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan 

tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100% 

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil 

pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil 

pengawasan) X 100% 

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai 

ketentuan = rata-rata (a+b+c) 
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a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai 

diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak ) X100% 

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan 

tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100% 

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil 

pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil 

pengawasan) X 100% 

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = 𝑎 +𝑏  

2 

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada 

media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan 

iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4) 

− Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media 

sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target 

per media) x 100% 

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 

100% 

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase 

rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + 

Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2 

− Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator 

UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator 

UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100% 

− Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah 

iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / 

jumlah iklan yang dievaluasi) x 100% 

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 

= (a+b+c) 

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ 

jumlah target iklan sesuai renlak) X 40% 

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata 

dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media 

iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20% 
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c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan 

tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40% 

 
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5 

 
Persentase iklan sediaan farmasi yang diawasi meliputi komoditi obat, 

kosmetik, Obat Bahan Alam (OBA), Obat Kuasi (OK), dan Suplemen 

Kesehatan(SK), serta sediaan pangan olahan (MD dan PIRT). 

 

Target Pengawasan Iklan Obat mengacu kepada surat Target 

Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat 2026 yang dibagi berdasarkan 

media sebagai berikut : Obat Keras 10%; Obat Bebas dan Bebas 

Terbatas dibagi menjadi Media Cetak 20 - 40%, Media Elektronik 40 - 

60%, Media Luar Ruang 10 -20%. Target pengawasan iklan kosmetik 

mengacu pada Surat Edaran Target Pengawasan Iklan Kosmetik 2026 

yang dibagi berdasarkan media yang diawasi yakni sebagai berikut : 

Media Online (Tiktokshop, www.tokopedia.com, www.sociolla.com, 

media sosial dan website) 75%, Media Elektronik (televisi nasional, 

media penyiaran lokal) 15%, Media Cetak 5%, dan Media Luar Ruang 

5%. Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan 

Suplemen Kesehatan mengacu pada Surat Target Pengawasan Iklan 

Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2026 

yang dibagi berdasarkan media sebagai berikut : E-commerce (Tiktok 

shop, Tokopedia) 24%, Media Sosial (Instagram, facebook, youtube, X, 

tiktok) 21%, Website 19%, Internet (telemedisin, berita online, pop ads, 

native ads, facebook marketplace dll) 15%, Media televisi nasional 

(MNC, GTV) OBA 11%; OK SK 16%, Media Penyiaran Lokal (OBA) 5%, 

Media Luar Ruang/Luar Griya 2%, Cetak 3%. Target Pengawasan Iklan 

Pangan dibagi berdasarkan media yang diawasi yaitu : Media Cetak 

10%, Media Luar Ruang 20%, Media Penyiaran (MetroTV dan Stasiun 

TV/Radio Lokal) 20% dan Media Online (youtube dan tokopedia) 50% 

dan breakdown per kategori pangan. 

Dari pelaksanaan pengawasan iklan TRIWULAN II tahun 2026, 

diperoleh realisasi capaian iklan obat 100%, iklan kosmetik 100%, iklan 

OBA 98,58%, iklan SK 100% dan iklan pangan olahan 100%. 

Berdasarkan capaian masing-masing komoditi tersebut diperoleh 
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realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang 

diawasi sesuai ketentuan TRIWULAN II tahun 2026 diperoleh nilai 

99,72%. Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan 

yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 101,64% dengan kategori 

sangat baik. 

 

 
b. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya. 

Tabel 39. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
Iklan 

Sediaan 
Farmasi dan 

Pangan 
Olahan yang 

Diawasi 
Sesuai 

Ketentuan 
(triwulan I) 

 
 
 

 
98,11% 

 
 
 

 
99,42% 

 
 

 
101,34% 

 
 
 
 

 
Sangat Baik 

Persentase 
Iklan 

Sediaan 
Farmasi 

dan 
Pangan 
Olahan 
yang 

Diawasi 
Sesuai 

Ketentuan 
(TRIWULAN 

II) 

98,11% 99,72% 

101,64% 

Sangat Baik 

 

Pada Triwulan I realisasi kinerja sebesar 99,42 sedangkan pada Triwulan II 

realisasi kinerja sebesar 99,72 sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan kategori 

Sangat Baik. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 40. Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 
Diawasi Sesuai Ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target 

tahun 2026 
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Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase Iklan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 

Diawasi Sesuai 
Ketentuan 

98,11% 99,72% 

 
101,64% 

  
Tercapai / 
Melampaui 

 

Capaian indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan 

yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 101,64 % dengan kategori 

Tercapai/Melampaui sudah tercapai pada TW II. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

Tercapainya indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan disebabkan karena 

pengawasan iklan dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan dan 

media iklan yang direncanakan cukup mudah diperoleh. Pada TW II ini 

ada penyesuaian/revisi rencana pelaksanaan iklan komoditi kosmetik 

berkaitan dengan adanya intensifikasi kosmetik secara daring. Dengan 

perencanaan yang baik sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang 

diharapkan. 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

pencapaian pernyataan kinerja 

 
Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan 

farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tidak dapat 

terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta antara 

lain: 

 
1. Melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan iklan untuk 

masing-masing komoditi dengan baik. 

2. Melakukan penyesuaian/revisi perencanaan pelaksanaan 

apabila diperlukan sehingga pelaksanaan pengawasan iklan 

dapat berjalan sesuai perencanaan. 

3. Melakukan monitoring pengawasan iklan baik kesesuaian 

media yang diawasi dan timeline pelaporan pengawasan iklan. 
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12. PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK 

ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 41. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang 
diawasi sesuai Standar TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase label 
produk 

tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang 
diawasi sesuai 

Standar 

 
 
 

81,60% 

 
 
 

88,19% 

 

 
108,08% 

 
 

 
SANGAT BAIK 

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi penandaan produk 

tembakau, termasuk rokok, sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan 

Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan 

pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan (PHW), 

informasi kadar nikotin dan tar, serta informasi lainnya. BPOM melakukan 

pembinaan dan penindakan jika ada produsen yang tidak memenuhi 

ketentuan, mulai dari teguran lisan dan tertulis hingga rekomendasi 

penarikan produk atau pencabutan izin usaha. 

Terdapat kesepakatan intern BPOM pada tahun 2025 dalam pelaksanaan 

pengawasan label produk tembakau antara lain : 

1. Indikator Kinerja Pengawasan Label Produk Tembakau dan Rokok 

Elektronik tahun 2025-2029 di UPT BPOM adalah “Persentase label 

produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai 

standar”. 

2. Indikator kinerja “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok 

elektronik yang diawasi sesuai standar” tahun 2025-2029 akan masuk 

ke dalam Renstra BPOM 2025-2029 dan diturunkan dalam Perjanjian 

Kinerja (PK) UPT BPOM. 

3. Indikator Kinerja “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok 

elektronik yang diawasi sesuai standar” memperhitungkan 2 (dua) 

aspek utama yaitu pemenuhan jumlah target pengawasan label dan 

aspek ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pengawsan label. 

4. Indikator Kinerja memperhitungkan aspek pemenuhan jumlah target 

pengawasan label dan aspek ketepatan waktu pelaporan label. 
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5. Pelaporan dianggap tepat waktu apabila laporan disampaikan paling 

lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh Kepala UPT BPOM ke 

Operator Pusat (Badan POM). 

Definisi Operasional dari IKU Persentase label produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar adalah sebagai 

berikut : 

a. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau 

sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang 

diolah  untuk  digunakan  dengan  cara  dibakar,  dipanaskan, 

diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi 

apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: rokok, cerutu, rokok 

daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil 

pengolahan tembakau lainnya. 

b. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau 

bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal 

dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat 

dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang 

disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran 

yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat 

pemanas elektronik kemudian dihisap. 

c. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap 

keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik 

yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk 

lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, 

ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk 

tembakau. 

d. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk 

Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran 

(tempat penjualan dan/atau distributor). 

e. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap 

ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi 

pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. 

f. Sesuai Standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan 

regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, 

petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; 

pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku. 
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Cara perhitungan Capaian IKU Persentase label produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar adalah sebagai 

berikut : 

 

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai 

ketentuan = A+B/2 

 
A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : 

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai 

diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau 

rokok elektronik yang diawasi) x 100% 

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label: 

(Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu / jumlah target label yang 

diawasi) x 100% 

Keterangan: 

● Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah 

selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM 

Pusat 

● Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang 

ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM 

pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran. 

● Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang 

selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM 

Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat sebelum 

tanggal 5 pada bulan berikutnya. 

● Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan 

berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi 

SIPT 

Capaian TW II tahun 2026 sebesar 88,19 % dengan kategori sangat 

baik. Capaian tersebut dengan rincian dari target 72 label sampai 

dengan bulan Juni 2026, Balai POM di Surakarta telah melakukan 

pengawasan sejumlah 72 label (100%) dengan 55 label (76,4 %) yang 

memenuhi ketepatan waktu. 
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b. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Tabel 42. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi 

dan target triwulan sebelumnya 

Nama IKU 
TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase label 
produk 

tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang 
diawasi sesuai 
Standar TW II 

 
 
 

81,60% 

 
 
 

83,33% 

 

 
102,12% 

 
 

 
SANGAT BAIK 

Persentase label 
produk 

tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang 
diawasi sesuai 
Standar TW I 

81.60% 83% 

101.72% 

SANGAT BAIK 

 
Realisasi triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi 

triwulan sebelumnya (triwulan I Tahun 2026). Kategori realisasi kedua 

triwulan tersebut adalah Sangat Baik. 

 

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 43. Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik 
yang diawasi sesuai Standar TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target tahun 

2026 
 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase label 
produk tembakau 

dan/atau rokok 
elektronik yang 

diawasi sesuai standar 

 

 
81,60% 

 

 
88,19% 

 

 
108,08% 

 

 
Tercapai / 
Melampaui 

 

Target Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang 

diawasi sesuai standar  triwulan dan tahunan adalah sama. Target untuk 

tahun 2026 adalah 81.60% dan pada triwulan II telah memenuhi target 

tahunan tersebut dengan capaian indikator kinerja sebesar 108.08 % 

dengan kategori “TERCAPAI/MELAMPAUI”. Namun demikian masih 

diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 

2026 tetap dapat tercapai. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 
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perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

Terdapat beberapa hal yang menjadi kunci pengawasan produk 

tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan 

antara lain : 

1. Jenis potensial problem yang perlu diamati secara intensif 

• Rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait label produk 

tembakau dan/atau rokok elektronik 

• Masyarakat belum memahami pentingnya informasi yang 

tercantum dalam label produk rokok dan/atau rokok elektronik 

2. Unit/sektor yang menjadi sumber dari potensial problem 

• Sektor usaha tembakau 

• Masyarakat 

3. Rencana penanggulangan/pencegahan 

• Pelaporan penandaan label tembakau dan/atau rokok elektronik 

tepat waktu melalui SIPT. 

• Peningkatan kompetensi petugas dalam penilaian kesesuaian 

label tembakau dan/atau rokok elektronik 

• Peningkatan koordinasi dengan BPOM terkait tindak lanjut hasil 

pengawasan. 

Indikator Kinerja “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok 

elektronik yang diawasi sesuai standar” memperhitungkan 2 (dua) 

aspek utama yaitu pemenuhan jumlah target pengawasan label dan 

aspek ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pengawasan label. 

Dengan berjalannya beberapa program pengawasan produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar di atas Balai 

POM di Surakarta dapat mencapat nilai maturitas sesuai dengan target 

yang telah ditentukan. 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

pencapaian pernyataan kinerja 

 
Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase label produk 

tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tidak 

dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta 

antara lain: 
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Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 

= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D 

1. Membuat perencanaan pengawasan label produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik secara matang. 

2. Melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok 

elektronik setiap bulan sesuai perencanaan yang dibuat. 

3. Melaporkan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau 

rokok elektronik yang diawasi sesuai standar melalui SIPT secara 

tepat waktu. 

 
13. PERSENTASE PEMENUHAN TARGET PENGENDALIAN AMR DI WILAYAH 

UPT 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 44. Capaian 1 Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 
 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
Pemenuhan 

target 
pengendalian 

AMR di wilayah 
UPT 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 
 

 
- 

 

Cara Perhitungan : 
 

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan 
cara: 

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools 
antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). 
(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap 
jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam 
tools antibiotik. 

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait 
pengendalian resistensi antimikroba (B). 
(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada 
sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik 
pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target 
tahunan bagi setiap UPT 

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas 
sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). 
(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan 
stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba 
dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT. 

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan 
apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). 
(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan 
apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter 
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Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) adalah 

kemampuan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit 

untuk bertahan hidup atau berkembang meskipun telah diberikan 

antimikroba (antibiotik,antivirus, antijamur, maupun antiparasit) yang 

seharusnya dapat membunuh atau menghambat pertumbuhannya. 

Fakta berdasar data dari WHO adalah AMR salah satu ancaman Kesehatan 

masyarakat dan pembangunan global teratas. Diperkirakan AMR secara 

langsung bertanggung jawab terhadap 1,27 juta kematian global pada 

tahun 2019 dan berkontribusi terhadap 4,95 juta kematian. Selain 

kematian dan kecatatan AMR juga menimbulkan kerugian ekonomi yang 

signifikan. Bank Dunia memperkirakan AMR dapat mengakibatkan 

peningkatan biaya perawatan Kesehatan sebesar US$ 1 Triliun pada tahun 

2050 dan kerugian sebesar US$ 1 triliun dari Produk Domestic Bruto 

(PDB) per tahun pada Tahun 2030. 

Badan POM sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam pengawasan 

obat dan makanan tergabung dalam gugus tugas pengendalian AMR dan 

berkomitmen penuh berupaya mengendalikan resistensi antimikroba 

sesuai tugas pokok fungsinya. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan 

Badan POM untuk memperkuat tugas pokok dan fungsinya dalam 

pengawasan obat dan makanan. Kebijakan tersebut mencakup ketentuan 

bahwa penyerahan obat golongan keras, termasuk antimikroba, harus 

berdasarkan resep dokter. Selain itu, BPOM juga telah menerbitkan 

pedoman khusus untuk penilaian khasiat dan keamanan obat antibakteri. 

Dalam hal pengawasan antimikroba, BPOM mengatur tindak lanjut hasil 

pengawasan antimikroba, termasuk temuan yang masuk dalam kategori 

mayor (sedang), yaitu temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan 

peraturan perundangundangan baik secara teknis maupun administratif. 

Dalam STRANAS Pengendalian Resistensi Antimikroba, BPOM dilibatkan 

dalam beberapa intervensi khususnya di intervensi 14 dimana target pada 

tahun 2029 adalah “Penjualan antibiotik tanpa resep berkurang 50% di 

masyarakat”. Penetapan target sebesar ini didapatkan berdasarkan kajian 

terhadap hasil pengawasan oleh Badan POM. Harapannya dengan adanya 

indikator ini, maka dapat menekan penyerahan antibiotik yang tidak 

rasional di pelayanan kefarmasian dan mendukung nilai yang baik 

terhadap indeks konsumsi dan penggunaan (antimicrobial 

consumption/AMC) dan antimicrobial use/AMU) secara nasional. Dalam 

upaya mencapainya dalam lima tahun kedepan, perlu didukung secara 

nyata oleh sektor pemerintah lainnya yakni Kementerian/Lembaga hingga 

Pemerintah Daerah serta tenaga kesehatan dan organisasi profesi dalam 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         105 / 286                         105 / 286



 

 88 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi praktik 

penyerahan antibiotik tanpa resep dokter Kementerian Kesehatan 

menerbitkan Strategi Nasional (STRANAS) Pengendalian Resistensi 

Antimikroba Sektor Kesehatan 2025 - 2029 yang bertujuan untuk 

mengurangi dan memperlambat penyebaran AMR serta mengurangi angka 

mortalitas dan morbiditas. Badan POM sebagai salah satu lembaga yang 

berperan dalam pengawasan obat dan makanan tergabung dalam gugus 

tugas pengendalian AMR dan berkomitmen penuh berupaya 

mengendalikan resistensi antimikroba sesuai tugas pokok fungsinya. 

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai panduan bagi UPT 

Badan POM dalam melaksanakan program-program yang berkaitan 

dengan upaya pengendalian resistensi antimikroba sesuai dengan kondisi 

di wilayah pengawasan masing-masing, maka diadakan Bimtek 

Pengendalian Anti Microbial Resistence (AMR). 

Tujuan secara umum adalah agar pengendalian resistensi antimikroba 

dengan menekan jumlah penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di 

fasilitas pelayanan kefarmasian dapat dilakukan secara menyeluruh. 

Tujuan khusus adalah agar berbagai upaya di setiap wilayah di Indonesia 

untuk menertibkan penyerahan antibiotik harus berdasarkan resep 

dokter dengan mengintervensi beberapa aspek seperti ketepatan tools 

pengawasan, kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah dan 

pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga 

peningkatan awareness dari masyarakat terkait bahaya resistensi 

antimikroba dan pencegahannya. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan 1 terkait pengendalian 

Antimikroba di UPT antara lain : 

1. Pemeriksaan terhadap 8 sarana Apotek di wilayah kerja BPOM di 

Surakarta dengan hasil menunjukkan 5 sarana Apotek masih 

menyerahkan Antibiotik tanpa resep dan 3 sarana Apotek tidak 

melakukan penyerahan Antibiotik tanpa resep. 

2. Pengawalan terhadap advokasi AMR di wilayah sehingga pada 

Triwulan II telah terbit Surat Edaran penggunaan Antibiotika 

secara Bijak untuk pencegahan dan pengendalian resistensi 

Antimikroba di Kabupaten Karanganyar , Kota Surakarta dan 

Kabupaten Sukoharjo. Dengan terbitnya Surat Edaran ini 

diharapkan akan memperkuat pengendalian Antimikroba di 

wilayah kerja Balai POM di Surakarta. 

3. Publikasi hasil pengawasan Antibiotik di wilayah kerja BPOM di 

Sukarta pada media sosial Instagram dan facebook 
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4. KIE pengendalian Antimikroba secara rutin setiap bulan melalui 

media sosial berupa konten edukasi terkait AMR 

 

Capaian Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 

akan diperoleh pada pada akhir 2026 dimana seluruh rangkaian kegiatan 

pendukung pengendalian Anti Mikroba telah dilaksanakan di UPT. 

b. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN I I tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya 

 
Tabel 45. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
Pemenuhan 

target 
pengendalian 

AMR di wilayah 
UPT TW II 2026 

- - - - 

Persentase 
Pemenuhan 

target 
pengendalian 

AMR di wilayah 
UPT TW I 2026 

           -  -  -            - 

 

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi kinerja belum dapat 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Realisasi akan diperoleh 

pada akhir tahun 2026. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 46. Realisasi Persentase Pemenuhan target pengendalian 
AMR di wilayah UPT TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target 

tahun 2026 
 

Nama IKU TARGET 2026 REALISASI TW II % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
Pemenuhan 

target 
pengendalian 

AMR di wilayah 
UPT 

100 % - - 
- 

 

Realisasi persentase pemenuhan pengendalian AMR di wilayah UPT pada 

Triwulan II belum dapat dihitung karena capaian dapat dihitung pada akhir 
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tahun 2026. 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Dalam upaya pencapaian IKU Persentase Pemenuhan target pengendalian 

AMR di wilayah UPT, telah dilakukan kegiatan yang mendukung antara lain 

penggunaan Tools pemeriksaan Antibiotik sesuai dengan juknis dan 

dilaporkan tepat waktu melalui SIPT, Advokasi kepada Stake holder seperti 

Bupati/ Walikota, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta oraganisasi 

profesi serta Publikasi hasil pengawasan AMR di wilayah kerja UPT. 

Komitmen dari pimpinan dan dukungan dari oraganisasi profesi diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dan memberikan kinerja pengendalian AMR 

lebih baik pada penilaian di akhir tahun anggaran 2026. 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

pencapaian pernyataan kinerja 

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan target 

pengendalian AMR di wilayah UPT dapat terlepas dari upaya yang dilakukan 

secara terus menerus oleh Balai POM di Surakarta antara lain: 

 
1. Menyusun POA (Plan of Action) kegiatan sesuai dengan Petunjuk 

teknis pengendalian AMR dari Deputi 1 

2. Penggunaan tools pemeriksaan Antibiotik pada saat pemeriksaan 

secara rutin di apotek dan melaporkan melalui aplikasi SIPT. 

3. Perkuatan koordinasi melalui Advokasi dengan Dinas Kesehatan 

Kabupaten / Kota di wilayah kerja BPOM di Surakarta dalam rangka 

pengendalian resistensi antimikroba sebagai upaya menjalin 

kerjasama/kolaborasi dengan stakeholder pemerintah daerah dalam 

mengendalikan resistensi antimikroba demi mencapai komitmen 

dari pemerintah daerah maupun pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian 

AMR 

4. Perencanaan Bimbingan teknis (bimtek) terkait pengendalian 

resistensi antimikroba yang dilaksanakan sebagai upaya 

peningkatan kesadaran terhadap resistensi antimikroba. 
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5. Melakukan publikasi sesuai timeline dengan penyampaian informasi 

hasil pengawasan pemeriksaan fasilitas pelayanan apotek di wilayah 

pengawasan UPT melalui media sosial. 

6. Melakukan perencanaan pelaksanaan join inspeksi dengan OPD 

terkait seperti Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan pengawasan 

penggunaan antibiotik pada sektor hewan pada Triwulan III. 

 

14. NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN 

PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 47. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT 

sesuai Standar Kemampuan Laboratorium TRIWULAN II Tahun 2026 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 
Laboratorium 

 

 
15,00 

 

 
16,49 

 
109,93% 

 

 
Sangat 

baik 

 

 

Perhitungan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan 

Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 

sebagai berikut : 

(75% x a) + (15% x b ) + (10 % x c) 

a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai 

pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi ) / 2. 

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai 

pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar 

biologi ) / 2. 

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di 

kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab. 

 
Balai POM di Surakarta merupakan Balai POM baru yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai Unit Pelaksana 

Teknis baru, Balai POM di Surakarta memiliki kewajiban untuk 

membentuk fungsi Pengujian Kimia dan Mikrobiologi sebagai bagian dari 

pemenuhan kriteria klasifikasi Balai POM pada variabel utama, yaitu 
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pelaksanaan kegiatan pengujian Obat dan Makanan.     Berdasarkan 

klasifikasi laboratorium, Balai POM di Surakarta termasuk dalam 

kategori Laboratorium Tingkat 2. Laboratorium Tingkat 2 merupakan 

laboratorium Balai POM yang berada di wilayah kota, seperti Bogor, 

Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, 

dengan cakupan pelayanan pengujian pada tingkat kabupaten/kota. 

Laboratorium kategori ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan 

pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi Tingkat 1 dan Tingkat 2 sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 

Realisasi indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 

(SKL) diperoleh berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pusat 

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Hasil asesmen 

tersebut menggambarkan tingkat kesiapan dan kemampuan 

laboratorium Balai POM di Surakarta dalam memenuhi standar yang 

dipersyaratkan. 

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian kinerja indikator tersebut 

menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target nilai sebesar 15,00, 

realisasi yang diperoleh mencapai 16,49 atau sebesar 109,93% dari 

target yang ditetapkan. Dengan capaian tersebut, indikator Nilai 

Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan sesuai SKL termasuk dalam kategori Sangat Baik. 

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Balai POM di 

Surakarta merupakan Balai POM baru, proses pemenuhan standar 

laboratorium dapat berjalan secara optimal melalui penguatan sarana 

dan prasarana, pemenuhan kompetensi sumber daya manusia, serta 

penerapan sistem pengelolaan laboratorium sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

b. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan I I tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya. 

Tabel 48. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 
Laboratorium TW II 

Tahun 2026 

 

 
15,00 

 

 
16,49 

 
109,93% 

 

 
Sangat 

baik 
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Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 
Laboratorium TW I 

Tahun 2026 

 

 
14,5 

 

 
15,19 

 

104,76% 

 

 
Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator Nilai Pemenuhan 

Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT 

sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) menunjukkan 

peningkatan capaian pada Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan 

dengan Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian 

kinerja sebesar 104,76% dengan realisasi nilai 15,19, sedangkan pada 

Triwulan II Tahun 2026 meningkat menjadi 109,94% dengan realisasi 

nilai 16,49. Kedua capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat 

Baik, yang menunjukkan bahwa Balai POM di Surakarta mampu 

memenuhi dan melampaui target pemenuhan kemampuan laboratorium 

sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang telah ditetapkan. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I I tahun 2026 dengan 

target tahun 2026 

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 

TRIWULAN II tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 
 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 
Laboratorium 

16 16,49 

103,06% 

 
TERCAPAI/ 
MELAMPAUI 

 

Indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium (SKL) pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian 

yang melampaui target. Dari target tahun 2026 sebesar 16,00, realisasi 

yang dicapai sebesar 16,49, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 

103,06%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja termasuk dalam 

kategori Tercapai/Melampaui.  
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d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

(rekomendasi perbaikan kinerja) 

 
Balai POM di Surakarta berhasil mencapai bahkan melampaui target 

Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) 

pada Triwulan II Tahun 2026. Keberhasilan tersebut didukung oleh 

peningkatan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium, 

terutama pada aspek pemenuhan ruang lingkup pengujian serta 

bertambahnya metode analisis yang telah diverifikasi pada 

laboratorium kimia dan mikrobiologi. Kondisi tersebut meningkatkan 

kemampuan laboratorium dalam memenuhi persyaratan SKL sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian pernyataan kinerja 

 
Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium 

Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar 

Kemampuan Laboratorium (SKL) didukung oleh pelaksanaan 

berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana 

oleh Balai POM di Surakarta. Upaya tersebut diarahkan untuk 

memastikan pemenuhan komponen Standar Kemampuan 

Laboratorium sesuai target yang telah ditetapkan. 

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

indikator kinerja tersebut antara lain: 

1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pemenuhan SKL, melalui 

koordinasi secara berkala dengan para penguji untuk menyusun 

dan memantau rencana pemenuhan komponen Standar 

Kemampuan Laboratorium pada setiap triwulan sesuai dengan 

tools penilaian yang telah ditetapkan. 

2. Pelaksanaan verifikasi metode analisis, sebagai upaya pemenuhan 

Standar Ruang Lingkup (SRL) dan peningkatan jumlah metode 

analisis yang telah terverifikasi pada laboratorium kimia dan 

mikrobiologi, sehingga mendukung peningkatan nilai pemenuhan 

Standar Kemampuan Laboratorium. 
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Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut berkontribusi terhadap 

peningkatan nilai pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium, 

sehingga target indikator kinerja dapat tercapai bahkan melampaui 

target yang telah ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2026. 

 

15. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM 

PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN 

a. Perbandingan realisasi dan target triwulan II tahun 2026 

Tabel 50. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026 
 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 

Kabupaten/Kota 

yang Didampingi 

dalam Pencapaian 

Kabupaten/Kota 

Pangan Aman 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

Sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Utama Persentase 

Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota 

Pangan Aman didefinisikan sebagai berikut: Kabupaten/Kota yang 

didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan 

pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai 

pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan 

meliputi: 

1) Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan 

Keamanan Pangan di daerah. 

2) Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota. 

3) Mendampingi dan  memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools 

penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM. 

 
Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi: 

1) Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap 

(seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, 

Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai 

ketentuan. 

2) Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai 

minimal 60). 

 
Formula perhitungan yang digunakan adalah (target tahunan): 
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Kabupaten/kota yang Didampingi dalam Pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman = Jumlah Kab/Kota yang Berhasil 

Didampingi Sesuai PedomanJumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT 

x 100%. 

 
Hasil perhitungan IKU ini baru dapat diperoleh pada akhir tahun 

dengan target 40%. 

 
b. Perbandingan realisasi triwulan I I  tahun 2026 dengan 

realisasi triwulan sebelumnya 

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi 

dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan II  Tahun 2026 

Dibandingkan dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya 
 

IKU PERSENTASE 

KABUPATEN/KOTA YANG 

DIDAMPINGI DALAM 

PENCAPAIAN 

KABUPATEN/KOTA PANGAN 

AMAN 

 

 
TARGET 

 

 
REALISASI 

 

 
% CAPAIAN 

 

 
KATEGORI 

TW II  Tahun 2026 - - - - 

TW I Tahun 2026 - - - - 

 

Realisasi triwulan I dan II tahun 2026 belum bisa dihitung karena merupakan 

IKU dengan target tahunan. Namun demikian, berbagai tahapan seperti 

advokasi dan pendampingan pengisian tools penilaian mandiri KKPA telah 

dilakukan. 

 

 

c. Perbandingan realisasi triwulan I I tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 52. Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan Target Tahun 

2026 
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INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
2026 

REALISASI 
TW II 2026 

% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 

Kabupaten/Kota 

yang Didampingi 

dalam Pencapaian 

Kabupaten/Kota 

Pangan Aman 

 

 
40% 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 
Realisasi Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman triwulan II tahun 2026 terhadap target 

tahun 2026 belum bisa diperoleh karena harus menunggu perhitungan di 

akhir tahun. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

 

Belum ada realisasi dan capaian Kabupaten/Kota yang Didampingi 

dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman triwulan II tahun 

2026 karena perhitungan baru dilakukan di akhir tahun. Namun 

demikian, telah dilakukan upaya untuk mencapai target antara lain: 

1) Pembahasan PoA kegiatan, MPH, dan pembagian PIC UPT sebagai 

pendamping Kabupaten/Kota (Februari 2026). 

2) Pelaksanaan advokasi secara daring dengan mengundang lima 

kabupaten/kota wilayah cakupan pengawasan Balai POM di Surakarta 

(13 Maret 2026). 

3) Penyampaian surat permohonan penunjukkan PIC KKPA 2026 ke 

Sekretaris Daerah masing-masing Kabupaten/Kota (27 Maret 2026). 

4) Follow-up atas permohonan penunjukan PIC KKPA 2026 kepada Sekda 

tiap Kab/Kota (April 2026) 

5) Pembagian tim dan jadwal pendampingan awal/pengawalan serta 

pembahasan dengan Tim KKPA UPT (April 2026) 

6) Penyampaian informasi Sosialisasi KKPA di Bidang PSAH dan PSAI 

kepada PIC KKPA 2026 yang telah ditunjuk masing-masing Sekda 

(April 2026) 

7) Penyampaian informasi Sosialisasi KKPA di Bidang POSS kepada PIC 

KKPA 2026 yang telah ditunjuk masing-masing Sekda (Mei 2026) 

8) Pendampingan dan/atau Pengawalan Pengisian KKPA Kab. Sragen dan 

Kab. Wonogiri (Mei 2026) 
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9) Penyampaian informasi Desk Konsultasi Data Dukung kepada PIC 

KKPA 2026 yang telah ditunjuk masing-masing Sekda (Juni 2026) 

10) Penyampaian Undangan Forum Penguatan Sinergi dan Percepatan 

kepada PIC KKPA 2026 yang telah ditunjuk masing-masing Sekda 

(Juni 2026) 

 

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan memastikan target tahunan 

dapat tercapai, Tim KKPA Balai POM di Surakarta perlu melakukan 

koordinasi intensif dengan PIC KKPA Kabupaten/Kota, khususnya 

kabupaten/kota yang belum melakukan pengisian tools internal seperti 

Kabupaten Karanganyar.  

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

pencapaian kinerja 

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Kabupaten/Kota yang 

Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman antara 

lain pelaksanaan advokasi secara daring dengan mengundang lima 

kabupaten/kota wilayah cakupan pengawasan Balai POM di Surakarta, 

penyampaian surat permohonan penunjukkan PIC KKPA 2026 ke 

Sekretaris Daerah masing-masing Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut 

rekomendasi advokasi, pembagian tim dan jadwal pendampingan 

awal/pengawalan, penyampaian informasi sosialisasi KKPA tiap 

komoditas, desk konsultasi, dan forum komunikasi, serta pendampingan 

dan/atau pengawalan pengisian tools penilaian mandiri KKPA 2026 

secara luring. 
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Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 

1. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG 

DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN I tahun 2026 

Tabel 53. Capaian Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
sarana produksi 

Pangan 
Fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 

sesuai 
ketentuan 

 
 

 
50% 

 
 

 
62,50% 

125,00% 
Tidak dapat 

disimpulkan 

 

Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: 

 
Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui 

SIPT. 

 
Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di 

wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan 

fortifikasi 2023 yang memiliki nomor izin edar. 

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan 

Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100% 

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang 

memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu 

baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan 

skala usaha besar. 

SASARAN KEGIATAN 2 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN 

FORTIFIKASI 
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Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di 

wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan 

regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan 

sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait 

dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi 

dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling 

produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). 

 

Target sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa setiap tahun 

berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Pedoman tindak lanjut 

sarana produksi pangan fortifikasi mengacu pada Pedoman Tindak 

Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. Batas waktu pelaporan SIPT untuk pemeriksaan sarana 

produksi pangan fortifikasi adalah tanggal 15 bulan selanjutnya. Target 

sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa di setiap bulan juga 

harus selaras dengan jadwal pengujian sampel fortifikasi dari Balai 

Besar POM di Semarang, karena selain sarana produksi pangan 

fortifikasi yang diperiksa juga dilakukan sampling terhadap produknya. 

 

Dari 9 sarana produksi pangan fortifikasi yang direncanakan selama 

triwulan 2, diperiksa 9 sarana . Dari 1 sarana produksi pangan 

fortifikasi yang diperiksa memperoleh nilai pemeriksaan A (Sangat 

Baik), 2 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa memperoleh 

nilai pemeriksaan B (Baik), 4 sarana produksi pangan fortifikasi yang 

diperiksa memperoleh nilai pemeriksaan C (Kurang), dan 2 sarana 

produksi pangan fortifikasi yang diperiksa memperoleh nilai 

pemeriksaan D (Sangat Kurang). Hasil pemeriksaan   sudah 

ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan  

sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah 3 surat tindak lanjut 

hasil pemeriksaan sarana, 6 surat peringatan  dan sudah dilaporkan ke 

Pusat melalui SIPT sehingga realisasi Persentase sarana pangan 

fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 

62,50%. Baseline sarana produksi fortifikasi Balai POM di Surakarta 

masih mengacu pada data sarana produksi pangan fortifikasi 2023 

yang memiliki nomor izin edar sebanyak 27 sarana produksi fortifikasi. 

Capaian Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa 
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dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 125,00% dengan kategori 

tidak dapat disimpulkan.   

 
b. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya. 

Tabel 54. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
sarana produksi 

Pangan 
Fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 
TW II 

 
 

 
50% 

 
 

 
62,50% 125,00% 

Tidak dapat 
disimpulkan 

Persentase 
sarana produksi 

Pangan 
Fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 
TW I 

 
 
 
 
 

6% 

 
 
 
 
 

6,25% 

 
 

 
104,17% 

 
 
 
 

 
Sangat Baik 

 
Pada triwulan I Tahun 2026 realisasi kinerja sangat baik dan pada 

triwulan II Tahun 2026 realisasi kinerja tidak dapat disimpulkan. 

 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 55. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target 

tahun 2026 
 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase sarana 
Produksi Pangan 
Fortifikasi yang 
diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

70,37% 62,50% 

 
88,82% 

 
  

Akan 

Tercapai 

 

Capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan 

Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 

88,82 % dengan kategori Akan Tercapai. Indikator kinerja Persentase 

sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 
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merupakan target komulatif, sehingga akan tercapai pada akhir tahun 

2026. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

 
Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan 

Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

disebabkan karena perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan 

Fortifikasi yang matang, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana 

produksi Pangan Fortifikasi dapat sesuai dengan perencanaan. 

Ketepatan surat tindak lanjut yang diterbitkan disebabkan karena 

pemahaman petugas yang baik terhadap pedoman yang berlaku. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

pencapaian pernyataan kinerja 

 
Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi 

Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Balai POM di 

Surakarta antara lain: 

 
1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan 

Fortifikasi secara matang 

2. Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut 

yang berlaku 

3. Melakukan monitoring penginputan data pemeriksaan sarana 

produksi Pangan Fortifikasi melalui SIPT 
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Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 

 
1. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN 

DI WILAYAH KERJA UPT 

a. Perbandingan realisasi dan target triwulan II tahun 2026 
 

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran 

efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

yang dilakukan Balai POM di Surakarta berdasarkan penerimaan audiens 

KIE terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, 

pemahaman audiens, dan manfaat KIE. Tingkat Efektivitas KIE dihitung 

dengan menggunakan nilai indeks. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung 

kepada masyarakat (KIE Langsung/Tatap Muka) maupun melalui media 

diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, 

media online, dan media luar ruang (KIE Media). Pada tahun 2026 ini, 

kuesioner terdiri dari kuesioner KIE Langsung dan Kuesioner KIE Media 

dengan butir pertanyaan yang berbeda. Indeks Efektivitas KIE diperoleh 

berdasarkan data yang diperoleh rata-rata Survei Efektivitas KIE Langsung 

dan Media yang diisi oleh responden ke dalam aplikasi evaluasi KIE. 

Tabel 56. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

Triwulan II Tahun 2026 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Tingkat 

Efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan 

 

 
87,81 

 

 
88,21 

 

 
100,46% 

 

 
SANGAT BAIK 

 

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diperoleh dari 

hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta 

dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. 

Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks 

efektivitas KIE yaitu: 

SASARAN KEGIATAN 3 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE 
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1) Sumber atau Narasumber KIE. 

2) Konten atau Informasi KIE. 

3) Pemahaman Audiens KIE. 

4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE 
 
 

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE/peserta 

kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan oleh Balai POM di Surakarta 

untuk pengisian kuesioner KIE langsung dan responden yang pernah 

mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk 

informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir untuk pengisian kuesioner KIE 

media. 

 
Balai POM di Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2026 (sampai dengan triwulan II) 

terhadap 39 responden KIE Langsung dan 39 responden KIE Media 

sehingga menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 88,21 (data: 

evaluasikie.pom.go.id). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat 

memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100,46% atau kategori 

“SANGAT BAIK”. 

 
b. Perbandingan realisasi triwulan I I tahun 2026 dengan 

realisasi triwulan sebelumnya 

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026 Dibandingkan dengan Realisasi 

Triwulan Sebelumnya 
 

IKU TINGKAT 

EFEKTIVITAS KIE 

SEDIAAN FARMASI DAN 

PANGAN OLAHAN 

 
TARGET 

 
REALISASI 

 
% CAPAIAN 

 
KATEGORI 

 
TW II Tahun 2026 

 

 
87,81 

 

 
88,21 

 

 
100,46% 

 

 
SANGAT BAIK 

TW I Tahun 2026  

87,81 

 

88,05 

 

     100,27% 

 

SANGAT BAIK 

 

Realisasi triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi 

triwulan sebelumnya (triwulan I 2026). Kategori realisasi kedua triwulan 

tersebut adalah Sangat Baik.  
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c. Perbandingan realisasi triwulan II tahun 2026 dengan target tahun 

2026 

Tabel 58. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan Target Tahun 2026 
 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Tingkat Efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan 

87,81 88,21 
100,46% 

TERCAPAI/ 

MELAMPAUI 

 

Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

triwulan dan tahunan adalah sama. Target untuk tahun 2026 adalah 

87,81 dan pada triwulan II 2026 telah memenuhi target tahunan 

tersebut dengan kategori “TERCAPAI/MELAMPAUI”. Namun demikian 

masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar 

target Tahun 2026 tetap dapat tercapai. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Berdasarkan hasil survei tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan triwulan II tahun 2026, diperoleh indeks sebesar 88,21 

dan capaian memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori Sangat 

Baik. Indeks 88,21 tersebut merupakan kontribusi empat aspek yaitu: 

 
Tabel 59. Aspek dan Indeks Hasil Survei Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026 

KIE Langsung/Tatap Muka KIE Media 

Aspek Indeks/Nilai Aspek Indeks/Nilai 

Narasumber/Petugas 92,79 Sumber Informasi 87,82 

Konten/Informasi 91,45 Konten/Informasi 87,82 

Pemahaman Audiens 85,26 Pemahaman Audiens 89,1 

Manfaat 84,62 Manfaat 86,86 

 

Aspek narasumber/petugas (KIE Langsung/Tatap Muka) dan pemahaman 

audiens (KIE Media) merupakan dua aspek yang memberikan nilai tinggi 

sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Kedepannya, dalam 

melaksanakan KIE Balai POM di Surakarta akan melanjutkan 

pelaksanaan KIE yang telah berjalan rutin sejak triwulan II Tahun 2026 

dan meningkatkan aspek manfaat dengan pemilihan topik disesuaikan 

dengan kebutuhan audiens agar memberikan manfaat lebih dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Capaian yang diperoleh telah memenuhi target triwulan II tahun 2026. 

Hal-hal yang mempengaruhi capaian target antara lain: 

1. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan 

tinggi dalam penyebaran informasi melalui media elektronik, media 

sosial, dan/atau media digital yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

dan perguruan tinggi. 

2. Adanya perencanaan yang matang dengan anggaran sangat terbatas 

terkait konsep, ragam, konten materi, serta pemilihan media yang 

diminati dan dapat diterima oleh seluruh segmen masyarakat, baik 

menggunakan media langsung, media cetak, media elektronik, media 

digital, media online dan media sosial. Selain itu adanya agenda setting 

bulanan yang diterbitkan oleh BPOM Pusat, dapat dijadikan pedoman 

terhadap pemilihan topik tertentu dan secara serentak dapat 

meningkatkan awareness masyarakat terhadap informasi Keamanan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 

3. Perencanaan kegiatan yang mencakup frekuensi, perluasan, dan 

pemerataan target KIE atau penyebaran informasi ke seluruh daerah. 

Perencanaan yang dilakukan tidak hanya dilakukan di satu daerah, 

tetapi dilakukan pemerataan ke seluruh wilayah dengan berbagai 

ragam media KIE yang digunakan. 

4. Penggunaan teknologi secara maksimal, dengan memanfaatkan aplikasi 

percakapan daring, saluran whatsapp, dan berbagai kanal media 

sosial, sehingga KIE dapat diterima oleh masyarakat tanpa terbatas 

jarak dan waktu. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan II 

Tahun 2026 sebesar 88,21 merupakan komposit indeks pelaksanaan 

KIE Langsung/Tatap Muka (88,53) dan KIE Media (87,9). Kontribusi 

terbesar dalam memberikan nilai efektivitas KIE triwulan II tahun 2026 

adalah media sosial-instagram (KIE Media) dan penyuluhan (KIE 

Langsung). Oleh karena itu, Balai POM di Surakarta perlu meningkatkan 

kualitas KIE Instagram dan penyuluhan. Namun, juga perlu adanya 

sebaran KIE pada media dan teknik yang lebih beragam agar KIE yang 

diberikan dapat menjangkau lebih banyak lagi audiensnya. 
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Pada triwulan II 2026 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1) KIE Langsung dalam rangka permohonan narasumber pada kegiatan 

Bimtek Keamanan Pangan kepada Pelaku Usaha PIRT dengan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Wonogiri sebanyak satu kali. 

2) KIE Langsung OBA dan Pangan Aman di di Pasar Tawang Kuno pada 

kegiatan inovasi BPOM Surakarta Berkawan sebanyak satu kali. 

3) KIE Media Sosial sesuai agenda setting bulanan. 

4) KIE Media Digital berupa presentasi digital yang dibagikan melalui 

tautan/QR Code mengenai Pencegahan Antimicrobial Resistance (AMR). 

5) KIE Media Digital berupa pemutaran video edukasi mengenai Regulasi 

dan Keamanan Obat Bahan Alam pada kegiatan short-course Fakultas 

Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6) KIE Media Elektronik dan Media Sosial berupa talkshow di Radio 

Konata dan Podcast di YouTube Dinas Kominfo SP Kota Surakarta 

mengenai Keamanan Pangan. 

7) KIE Media Online di subsite UPT berupa publikasi kinerja UPT. 

 

 
2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN 

PANGAN 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2026 

Tabel 60. Capaian Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan 
Pangan Triwulan II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Jumlah Sekolah 
yang 

Melaksanakan 
Pembudayaan 

Keamanan 
Pangan 

 

 
95 

 

 
95 

 
100% 

 
 
 

Baik 

 

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki 

kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, 

melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas 

sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program 

keamanan pangan. 

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional 

Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2026 di Kota 
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Surakarta. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan 

Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas dan Sekolah yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional 

Keterpaduan Keamanan Pangan ini menargetkan 1 pasar, 1 

desa dan 5 sekolah di Kota Surakarta. Program ini merupakan 

program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. 

Balai POM di Surakarta telah melakukan intervensi dan 

pendampingan kepada komunitas sekolah yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemandirian komunitas sekolah dalam 

menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan Jananan Anak Usia 

Sekolah (PJAS) yang dikonsumsi dalam kondisi aman, 

bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan PJAS dilakukan 

melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang 

ditetapkan meliputi tahapan Advokasi Lintas Sektor Program 

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, 

Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis untuk Kader 

Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah 

yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan 

Pengawalan Sekolah yang sudah Diintervensi Keamanan 

Pangan pada tahun sebelumnya. 

Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran maka terdapat 

penyesuaian tahapan program Sekolah yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan mengacu Surat Edaran 

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Adapun tahapan 

program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan 

Pangan pada tahun 2026 menjadi: 

 
Tabel 61. Tahapan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan 

Pangan Tahun 2026 Menyesuaikan Kebijakan Efisiensi Anggaran 

No. Tahapan Kegiatan Bobot Timeline 

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS 25% Februari—April 2026 

2. Sosialisasi Keamanan Pangan 20% Maret—April 2026 atau Juli— 

Agustus 2026 

3. Bimtek Keamanan Pangan 

untuk Kader Keamanan 

Pangan Sekolah 

25% Mei—Juni 2026 atau September— 

Oktober 2026 

4. Monitoring dan Sertifikasi 

Sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan 

pangan 

25% Mei—Juni 2026 atau September— 

Oktober 2026 (dapat dilakukan jika 

anggaran masih tersedia) 

5. Pengawalan 5% Tidak  dilakukan  dan  tidak  ada 

pengadaan rapid test kit 
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Hingga akhir Triwulan II tahun 2026, progres program Sekolah yang 

Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang telah 

dilaksanakan adalah : 

1. Persiapan koordinasi program Sekolah yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2026 dengan OPD 

terkait (Januari 2026) (2%). 

2. Koordinasi program Sekolah yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2026 dengan OPD 

terkait (Februari 2026) (3%). 

3. Persiapan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader 

Keamanan Pangan Sekolah (Februari 2026) (5%). 

4. Persiapan kegiatan advokasi keterpaduan keamanan 

pangan (Maret 2026) (5%). 

5. Persiapan kegiatan sosialisasi keamanan pangan (Maret 

2026) (5%). 

6. Inventarisasi pengadaan perlengkapan peserta untuk 

kegiatan bimtek keamanan pangan kader sekolah (Maret 

2026) (5%). 

7. Pelaksanaan dan pelaporan Advokasi Keterpaduan 

Keamanan Pangan (April 2026) (15%). 

8. Pelaksanaan dan pelaporan Sosialisasi Keamanan Pangan 

(April 2026) (15%). 

9. Pelaksanaan dan pelaporan Bimtek Keamanan Pangan 

untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (April 2026) (15%). 

10. Persiapan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (Mei 2026) 

(10%). 

11. Pelaksanaan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (Juni 

2026) (15%). 

Sehingga diperoleh progres Jumlah Sekolah yang 

Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sebesar 95% 

dengan capaian 100% dan kategori “BAIK”. 
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b. Perbandingan Realisasi dan Target Triwulan I I Tahun 2026 

dengan Realisasi dan Target Triwulan Sebelumnya 

Tabel 62. Perbandingan realisasi dan target Triwulan I I tahun 2026 dengan 

realisasi Triwulan I tahun 2026 

NAMA IKU 

JUMLAH 

SEKOLAH YANG 

MELAKSANAKAN 

PEMBUDAYAAN 

KEAMANAN 

PANGAN 

 
 
 

 
TARGET 

 
 
 

 
REALISASI 

 
 
 

 
% CAPAIAN 

 
 
 

 
KATEGORI 

TW II Tahun 2026 
95 95 100% BAIK 

 
TW I Tahun 2026 25 25 100% BAIK 

 

Realisasi hingga Triwulan II Tahun 2026 ini belum mencapai 

target tahun 2026 namun sudah meningkat dari Triwulan I, 

yaitu dari 25% menjadi 95% karena target indikator ini bersifat 

jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 

2026.  

 

Pencapaian Triwulan II sangat dipengaruhi oleh komitmen lintas 

sektor dan kepala sekolah sasaran intervensi, sehingga tahapan 

advokasi lintas sektor dapat terlaksana sesuai POA. Koordinasi 

rutin antara Balai POM di Surakarta dengan sekolah sasaran 

intervensi juga menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan 

tahapan selanjutnya, meliputi sosialisasi keamanan pangan, 

bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan 

pangan sekolah, serta monitoring dan sertifikasi sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. 
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c. Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2026 dengan target tahun 

2026 

Tabel 63. Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan 
Pangan Triwulan II Tahun 2026 Dibandingkan Target Tahun 2026 

 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Jumlah Sekolah 
yang Melaksanakan 

Pembudayaan 
Keamanan 

 
100% 

 
95% 

 
95% 

 
AKAN 

TERCAPAI 

 

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan hingga triwulan II tahun 2026 belum 

mencapai target tahun 2026 dengan kriteria “Akan Tercapai” 

karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga 

baru dapat tercapai di akhir tahun 2026. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan 

Keamanan Pangan merupakan bagian dari Program Prioritas 

Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2026 

dilaksanakan di Kota Surakarta.  

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat 

berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program 

yang sama tahun sebelumnya. Balai POM di Surakarta akan 

melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas 

komunitas yang ada di masing masing sekolah sampai 

akhirmya terbentuk komunitas mandiri yang mampu 

menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk 

lingkungan 

terdekatnya. Komunitas sekolah yang diintervensi adalah 

guru, siswa, dan pengelola kantin sekolah. Program Sekolah 

yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terdiri 

dari beberapa tahapan yang diawali dengan advokasi lintas 

sektor kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh 

Organisasi Perangkat Daerah diantaranya Bappeda, Dinas 

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan 

Kantor Kementerian Agama. Pada saat advokasi ditentukan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         129 / 286                         129 / 286



 

 112 

lokus sekolah yang akan diintervensi, yaitu SMP Negeri 1 

Surakarta, SMK Negeri 6 Surakarta, dan MAN 1 Surakarta. 

Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi keamanan pangan 

yang akan diikuti oleh sekolah yang diintervensi dan sekolah 

perluasan. Pada saat sosialisasi diberikan materi-materi 

tentang keamanan pangan. Selanjutnya dilakukan bimbingan 

teknis (bimtek) keamanan pangan untuk kader keamanan 

pangan sekolah yang berasal dari tiga sekolah sasaran 

intervensi. Pada saat Bimtek kader ini diberikan materi-materi 

tentang keamanan pangan. Setelah dilakukan bimtek ini, 

para kader akan melakukan intervensi keamanan pangan 

kepada komunitas di lingkungan sekolah masing-masing. 

Intervensi yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap 

dalam pengawasan dan pendampingan oleh tim Balai POM di 

Surakarta. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan 

monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat komitmen dan 

penerapan prinsip keamanan pangan. Pendampingan program 

keamanan pangan ini dilakukan sampai komunitas sekolah 

dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan 

pangan secara mandiri menggunakan anggaran yang dimiliki 

sekolah. Adalah hal yang sangat membanggakan jika 

masyarakat telah secara mandiri mampu   mengembangkan 

program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. 

Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk 

mereplikasi program ini ke sekolah yang lain. 

 

Pada tahap akhir kegiatan, dilakukan Sertifikasi Sekolah Yang 

Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terhadap tiga 

sekolah target intervensi tahun 2026. Sertifikasi dilakukan 

untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi 

keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh 

petugas Balai POM di Surakarta. Diharapkan sekolah yang 

diintervensi dapat meneruskan program ini secara 

berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang 

dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah 

dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum 

mendapatkan program keamanan pangan sekolah. Dengan 

demikian program Sekolah Yang Melaskanakan Keamanan 

Pangan akan semakin berkembang. 
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Agar tahapan kegiatan Sekolah Yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan di triwulan berikutnya 

dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka 

diperlukan upaya dan strategi sehingga di akhir tahun semua 

tahapan dapat terlaksana dengan baik tepat sasaran dan 

sesuai dengan target dan batas waktu yang telah di tetapkan, 

sehingga mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. 

Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai 

upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut: 

− Koordinasi lebih awal dan intensif dengan pemerintah daerah 

− Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peran 

dalam mengawal pelaksanaan kegiatan di sekolah dan 

mereplikasi program 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Keberhasilan progres jumlah sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan yang dicapai pada triwulan 

II tahun 2026 ini didukung oleh kegiatan berikut, 

diantaranya: 

1) Koordinasi dengan OPD terkait (Bappeda, Dinas Kesehatan, 

Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII 

Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama) di 

Kota Surakarta. Dari hasil koordinasi tersebut Balai POM di 

Surakarta memperoleh rekomendasi lokus intervensi dari 

Bappeda dan Dinas Pendidikan sebanyak tiga SD dan tiga 

SMP, rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII 

Provinsi Jawa Tengah sebanyak satu SMA, serta rekomendasi 

dari Kantor Kementerian Agama yaitu satu sekolah jenjang 

SD, dua sekolah jenjang SMP dan dua sekolah jenjang SMA. 

2) Persiapan advokasi keterpaduan keamanan pangan, yang 

meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Lokus Intervensi 

Keterpaduan Keamanan Pangan ke Dinas Pendidikan Kota 

Surakarta, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi 

Jawa Tengah, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, 

dan sekolah lokus serta berkoordinasi terkait pengadaan 

perlengkapan peserta kegiatan Advokasi dengan Pejabat 
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Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Balai POM di 

Surakarta. 

3) Persiapan tahapan sosialisasi keamanan pangan dan 

bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan 

pangan sekolah, yaitu berkoordinasi terkait pengadaan 

perlengkapan peserta kegiatan Advokasi dengan Pejabat 

Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Balai POM di 

Surakarta. 

4) Pelaksanaan advokasi keterpaduan keamanan pangan 

berjalan dengan baik pada 14 April 2026. Pada kegiatan 

advokasi ini diperoleh komitmen dari lintas sektor terkait 

terhadap pelaksanaan program keterpaduan keamanan 

pangan tahun 2026 di Kota Surakarta. 

5) Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan berjalan dengan 

baik pada 15 April 2026 meskipun dilaksanakan secara 

daring. Kegiatan ini dihadiri tiga sekolah full intervensi dan 9 

sekolah perluasan yang berada di Kota Surakarta. 

6) Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan 

Pangan Sekolah berhasil dilaksanakan dengan baik pada 23 

April 2026. Peserta kegiatan ini adalah kepala sekolah dan 

guru dari tiga sekolah full intervensi (SMP Negeri 1 Surakarta, 

SMK Negeri 6 Surakarta, dan MAN 1 Surakarta). 

7) Pendampingan kepada kader keamanan pangan sekolah 

dalam melaksanakan intervensi keamanan pangan di 

sekolahnya masing-masing melalui aplikasi Whatsapp. 

8) Sertifikasi program Sekolah yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan telah dilaksanakan untuk 

SMP Negeri 1 Surakarta (5 Juni 2026), MAN 1 Surakarta (5 

Juni 2026), dan SMK Negeri 6 Surakarta (17 Juni 2026).  

Agar program sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan dapat berjalan dengan baik, maka Balai 

POM di Surakarta terus menjaga dan meningkatkan 

koordinasi dengan lintas sektor terkait pada triwulan 

berikutnya, serta melakukan perencanaan yang baik untuk 

setiap tahapan kegiatan. Untuk keberhasilan program 

Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan 

Pangan ini dalam jangka panjang diperlukan kerjasama dan 

kolaborasi semua pihak termasuk para PKL di sekitar 

sekolah. Mereka harus diberikan pemahanan sehingga hanya 
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akan menjual pangan yang aman. 

 

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN 

a. Perbandingan realisasi dan target triwulan II tahun 2026 

Tabel 64. Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026 
 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Jumlah Desa 

Pangan Aman 
77% 77% 

 
100% 

 
BAIK 

 

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader 

keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan 

pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan 

program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana 

mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa pangan aman 

merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa 

advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam 

pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan 

pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah 

diintervensi keamanan pangan. 

 
Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman (yang selanjutnya disebut 

Program Desa Pangan Aman) merupakan bagian dari Program 

Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2026 akan dilaksanakan 

oleh Balai POM di Surakarta di Kota Surakarta. Program Keterpaduan 

Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas (PPABK), dan Sekolah yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Keterpaduan Keamanan 

Pangan ini akan menargetkan 1 desa/kelurahan, 1 pasar dan 5 sekolah di 

Kota Surakarta. Program ini merupakan program pemberdayaan 

masyarakat berbasis komunitas. 
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Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan 

kepada komunitas-komunitas yang ada di masing masing desa/kelurahan, 

pasar, dan sekolah sampai akhirnya terbentuk komunitas mandiri yang 

mampu menyediakan pangan yang aman, bermanfaat, bermutu, dan 

bergizi untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi 

misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, ibu-ibu PKK, 

Karang Taruna, pengelola pasar, pengelola kantin sekolah, komunitas 

sekolah, dll. 

 
Program Keterpaduan Keamanan Pangan pada prinsipnya terdiri dari 

beberapa tahapan yang diawali dengan Advokasi kepada Pemerintah 

Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapperida, Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian, dan Perikanan, dll. Pada saat advokasi akan 

ditentukan lokus desa/kelurahan, pasar dan sekolah yang telah 

didahului dengan survei usulan lokus dari OPD. 

 
Tahapan selanjutnya adalah pelatihan/bimbingan teknis kader desa, 

sekolah, dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang 

keamanan pangan. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, 

para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di 

lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan 

pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Balai POM di 

Surakarta. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip 

keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan 

dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling 

dan uji kandungan bahan berbahaya pada pangan menggunakan rapid 

test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan 

keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari 

Program Keterpaduan Keamanan Pangan. 

 
Setelah semua tahapan di atas selesai akan dilakukan monitoring dan 

evaluasi dengan tujuan mengetahui penerapan prinsip keamanan pangan 

dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. 
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Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai 

masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan 

pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Hal yang sangat 

diharapkan jika masyarakat telah secara mandiri mampu 

mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. 

Terutama jika pemerintah daerah berkomitmen untuk mereplikasi 

Program Keterpaduan Keamanan Pangan ini ke desa, pasar atau sekolah 

yang lain. 

 
Kriteria desa/kelurahan yang diintervensi berdasarkan Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 134 Tahun 2024 

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan 

Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan adalah: 

1) Kepala Desa/Lurah mempunyai komitmen untuk melaksanakan 

program keamanan pangan secara berkelanjutan. 

2) Mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi desa melalui program 

keamanan pangan antara lain Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), 

Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), warung/toko/ritel pangan desa. 

3) Memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), 

terutama di bidang pangan. 

4) Mempunyai potensi untuk pengembangan wisata. 

5) Mempunyai potensi untuk pengembangan industri berbasis pangan 

lokal. 

6) Mempunyai potensi sumber daya pangan lokal. 

7) Membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait kasus 

stunting, penyakit akibat pangan (food borne diseases), termasuk 

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan. 

8) Memiliki program yang dapat disinergikan dan dikolaborasikan 

dengan program “Keamanan Pangan Desa” yang akan dilaksanakan, 

antara lain Rumah Desa Sehat, Pekarangan Pangan Lestari, Kampanye 

Destinasi Wisata, Kampung Keluarga Berkualitas, Pemberian Makanan 

Tambahan Berbahan Pangan Lokal. 

9) Belum pernah diintervensi oleh UPT BPOM. 
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Berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kota Surakarta serta hasil survei, kajian potensi, dan kondisi 

kelurahan oleh Balai POM di Surakarta maka ditetapkan kelurahan 

intervensi tahun 2026 adalah Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota 

Surakarta. 

Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran maka terdapat 

penyesuaian tahapan program Desa Pangan Aman mengacu Surat 

Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Adapun tahapan 

program Desa Pangan Aman di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, 

Kota Surakarta pada tahun 2026 menjadi: 

 
Tabel 65. Tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2026 Menyesuaikan Kebijakan 

Efisiensi Anggaran 

No. Tahapan Kegiatan Bobot Timeline 

1. Advokasi Kelembagaan Desa 25% Februari—April 2026 

2. Pelatihan Kader Keamanan 

Pangan Desa (KKPD) 

25% Maret—April 2026 atau Juli— 

Agustus 2026 

3. Bimtek Komunitas 20% Mei—Juni 2026 atau September— 

Oktober 2026 

4. Fasilitasi Keamanan Pangan - Mei—Juni 2026 atau September— 

Oktober 2026 (dapat dilakukan jika 

anggaran masih tersedia) 

5. Pengawasan Keamanan 

Pangan 

- Tidak  dilakukan  dan  tidak  ada 

pengadaan rapid test kit 

6. Monitoring dan Evaluasi 20% Juli atau November 2026 

7. Pengawalan 10% Februari—November 2026 

 

Hingga akhir triwulan II tahun 2026, progres program Desa Pangan Aman 

yang telah dilaksanakan adalah: 

1. Persiapan koordinasi program Desa Pangan Aman Tahun 2026 

dengan OPD terkait (Januari 2026) (2%). 

2. Koordinasi program Desa Pangan Aman Tahun 2026 dengan OPD 

terkait (Februari 2026) dan Survei Desa Pangan Aman Tahun 2026 

(Februari 2026) (3%). 

3. Pengajuan permohonan audiensi dengan Wali Kota Surakarta dan 

Pembagian tugas persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan advokasi 

(Maret 2026) (5%). 

4. Inventaris pengadaan perlengkapan KKPD dan Produk Informasi 

Keamanan Pangan (PIKP) (Maret 2026) (5%). 

5. Pelaksanaan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan (April 2026) 

(10%). 

6. Pelaksanaan Pelatihan KKPD (April 2026) (15%). 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         136 / 286                         136 / 286



 

 119 

7. Pengawalan terhadap desa yang diintervensi tahun 2025 secara 

daring (April 2026) (2%). 

8. Pelaporan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan (Mei 2026) (5%). 

9. Pelaporan Pelatihan KKPD (Mei 2026) (5%). 

10. Persiapan Bimkom Keamanan Pangan (Mei 2026) (5%). 

11. Pelaksanaan Bimkom Keamanan Pangan (Juni 2026) (15%). 

12. Persiapan Monev Desa dan Kelurahan Pangan Aman (Juni 2026) (5%). 

 

Sehingga diperoleh progres jumlah desa pangan aman sebesar 77% 

dengan capaian 100% dan kategori “BAIK”. 

 
b. Perbandingan realisasi triwulan II tahun 2026 dengan realisasi 

triwulan sebelumnya 

Tabel 66. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 

2026 Dibandingkan dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya 
 

IKU JUMLAH DESA 

PANGAN AMAN 
TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

TW II Tahun 2026 77% 77% 
100% 

BAIK 

TW I Tahun 2026 15% 15% 
     100% 

BAIK 

 

Realisasi triwulan II tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan triwulan I 

tahun 2026 karena IKU ini merupakan IKU progresif (jumlah kumulatif). 

Tahapan kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga 

capaian untuk kedua triwulan adalah 100% dengan kategori Baik. 

 
c. Perbandingan realisasi triwulan I I tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 67. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I I Tahun 2026 

dibandingkan Target Tahun 2026 
 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

 
Jumlah Desa 

Pangan Aman 
1 Desa 

(100%) 
77% 77% 

 AKAN 

TERCAPAI 

 

Realisasi jumlah desa pangan aman hingga triwulan II tahun 2026 belum 

mencapai target tahun 2026 dengan kategori “AKAN TERCAPAI” karena 
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target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru dapat tercapai 

di akhir tahun 2026. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

 

Target progres jumlah desa pangan aman triwulan II tahun 2026 dapat 

tercapai dengan kategori “BAIK” karena Tim Kerja Infokom Balai POM di 

Surakarta telah banyak mendapat pengalaman dari pelaksanaan program 

tahun 2024 dan khusunya tahun 2025. Dimulai tahun 2025, dengan 

adanya perubahan tahapan dan anggaran program yang cukup signifikan 

membuat petugas harus menyusun strategi dan perencanaan yang matang, 

tentunya juga sesuai dengan kapasitas UPT. 

 

Selain itu, Balai POM di Surakarta langsung berinisiatif melakukan kerja 

sama dan koordinasi dengan instansi strategis seperti Bappeda Kota 

Surakarta pada tanggal 26 Januari 2026 yang kemudian Bappeda 

berinisiasi mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh OPD 

teknis terkait tanggal 3 Februari 2026. Selanjutnya, Balai POM di 

Surakarta memperoleh rekomendasi lokus intervensi dari Bappeda Kota 

Surakarta melalui surat No. B/400.7.30/201 tanggal 12 Februari 2026 

tentang Jawaban Permintaan Usulan Lokus Intervensi Program 

Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2026. Terhadap usulan tersebut 

telah dilakukan juga survei ke usulan lokus kelurahan secara langsung 

pada tanggal 24—25 Februari 2026 sehingga diperoleh informasi riil 

kondisi dan potensi kelurahan. Pada akhirnya, hasil survei tersebut 

mengerucutkan target intervensi Desa Pangan Aman tahun 2026 adalah 

Kelurahan Jagalan dan akan disampaikan pada saat advokasi dengan Wali 

Kota Surakarta atau pejabat daerah Kota Surakarta setelah Idulfitri (bulan 

April 2026). 

 

Pada triwulan II 2026, telah dilaksanakan advokasi keterpaduan keamanan 

pangan, pelatihan KKPD, dan bimtek komunitas secara tepat waktu dan 

sesuai pedoman sehingga mendukung pencapaian target IKU. 

 

Untuk meningkatkan kualitas kinerja, perlu adanya koordinasi yang 

intensif dan pendampingan agar TKPD Jagalan dapat menyusun rancangan 

Rencana Aksi Mandiri Pelaksanaan Keamanan Pangan tahun 2027 

sebelum tahapan monev dilaksanakan (rencana pada Juli 2026). Selain itu, 
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terkait tahapan pengawalan, diperlukan juga koordinasi yang intensif 

dengan Pemda Wonogiri dan Pemdes Singodutan, Kecamatan Selogiri, 

Kabupaten Wonogiri terkait pengawalan rencana aksi mandiri pelaksanaan 

keamanan pangan di Desa Singodutan tahun 2026 agar keberlangsungan 

program yang diinisiasi dan diintervensi tahun 2025 tidak berhenti.  

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

 

Koordinasi menjadi kegiatan kunci dalam keberhasilan pencapaian target 

triwulan II tahun 2026. Balai POM di Surakarta sebagai pihak eksternal 

yang akan mengintervensi komunitas di daerah tertentu tentunya 

membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemda untuk kelancaran dan 

keberhasilan program di daerah tersebut. Sehingga koordinasi dan 

komunikasi yang telah baik dengan OPD Surakarta juga harus dijaga dan 

ditingkatkan kembali pada triwulan berikutnya. 

 

Pada Iduladha 2026, Kelurahan Jagalan sebagai lokus intervensi menerima 

CSR berupa hewan kurban (sapi) dari PT Kalbe berdasarkan rekomendasi 

dari Balai POM di Surakarta. Hal tersebut juga menambah motivasi bagi 

TKPD dan KKPD Jagalan dalam melaksanakan program Desa dan 

Kelurahan Pangan Aman. 

 

Dalam kegiatan kerja sama dengan Pemkot Surakarta, Balai POM di 

Surakarta juga melibatkan KKPD Jagalan untuk berpartisipasi. Salah 

satunya melalui kegiatan talkshow dan podcast Keamanan Pangan dengan 

Diskominfo SP Kota Surakarta. 
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4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS 

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2026 

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) dihitung dari 

jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi. PPABK merupakan 

pasar yang mendapatkan intervensi keamanan pangan berupa advokasi 

dengan pemerintah daerah dan lintas sektor, bimbingan teknis pengelola 

pasar, penyuluhan dan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas 

pasar, dan pengawasan keamanan pangan. Selain itu, terdapat tahapan 

pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi. 

Program PPABK merupakan bagian dari Program Keterpaduan Keamanan 

Pangan yang pada tahun 2026 akan dilaksanakan di Kota Surakarta. Program 

Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar 

Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan Sekolah yang Melaksanakan 

Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Keterpaduan Keamanan Pangan 

ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 5 sekolah di Kota Surakarta. 

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis 

komunitas. 

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan 

kepada petugas pengelola dan pedagang pasar yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemandirian komunitas pasar dalam menjamin pemenuhan 

kebutuhan pangan yang dijual dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. 

Intervensi keamanan PPABK dilakukan melalui semua tahapan sesuai 

petunjuk teknis yang ditetapkan. 

Program Keterpaduan Keamanan Pangan pada prinsipnya terdiri dari 

beberapa tahapan yang diawali dengan Advokasi kepada Pemerintah Daerah 

termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat antara 

lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan Dinas Koperasi, 

UKM dan Perindustrian, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 

dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang 

telah didahului dengan survei usulan lokus dari OPD.  

Berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kota Surakarta serta hasil survei, kajian potensi, dan kondisi pasar 

oleh Balai POM di Surakarta maka ditetapkan pasar intervensi tahun 2026 

adalah Pasar Jongke, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.  

Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader pasar (tim pengelola 

pasar). Pada saat bimtek, kader diberikan materi tentang keamanan pangan. 
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Pada tahun 2026, bimtek dilakukan bersamaan dengan penyuluhan 

komunitas pasar. Pada saat penyuluhan, komunitas mendapatkan keamanan 

pangan. Setelah bimtek, tim pengelola pasar melaksanakan sosialisasi 

keamanan pangan di komunitas pasar, yang terdiri dari pedagang dan 

pengunjung pasar. Kegiatan sosialisasi berupa penyebaran informasi 

keamanan pangan melalui media sosial (instagram, facebook, dan whatsapp 

group), serta tatap muka menggunakan alat peraga leaflet. 

Dalam pelaksanaan program PPABK, terdapat kegiatan pengawalan 

terhadap pasar intervensi tahun 2025, yaitu Pasar Krisak. Kegiatan 

pengawalan yang dilakukan berupa monev keberlanjutan dan sosialisasi 

keamanan pangan. Kegiatan bertujuan untuk refreshment materi keamanan 

pangan, dan monev terkait kegiatan PPABK di Pasar Krisak dan replikasi 

yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Adapun tahapan program PPABK di Desa Pasar Jongke, Kecamatan Laweyan, 

Kota Surakarta pada Tahun 2026 menjadi: 

Tabel 68. Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026 
Menyesuaikan Kebijakan Efisiensi Anggaran 

 

No. Tahapan Skor Jadwal 

1. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas 

Sektor Pasar 

25% Januari—April 

2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar 25% Maret—Juni 

3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada 

Komunitas Pasar 

20% Maret—Juni 

4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring 

Evaluasi 

20% Maret—Agustus 

5. Pengawalan 10% Februari—Juli 

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, progres PPABK yang telah 

dilaksanakan, meliputi: 

1) Mengikuti Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pendampingan UMKM di Bidang Keamanan Pangan 

Olahan pada tanggal 22 Januari 2026 (2%). 

2) Rapat Koordinasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan dengan 

Bappeda Kota Surakarta serta OPD terkait pada tanggal 3 Februari 

2026. (1%). 

3) Survei lokus intervensi atas usulan OPD di Pasar Rejosari, Jagalan, 

Jongke pada tanggal 24 dan 26 Februari 2026 (2%) 

4) Persiapan advokasi meliputi pengadaan, dan persiapan acara 
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advokasi yang akan dilaksanakan pada bulan April 2026 (5%). 

5) Pengadaan Produk Informasi pada bulan April 2026 (2%). 

6) Persiapan Bimtek Komunitas pada bulan April 2026 (3%). 

7) Pelaksanaan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan pada tanggal 

14 April 2026 (10%). 

8) Pelaporan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan pada tanggal 14 

Mei 2026 (5%). 

9) Pelaksanaan Bimtek Komunitas Pasar pada tanggal 6 Mei 2026 (15%). 

10) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Tahap 1 pada tanggal 25 

Mei 2026 (8%). 

11) Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan Pasar Periode bulan Mei 

2026 (4%). 

12) Pelaporan Bimtek Komunitas Pasar pada tanggal 6 Juni 2026 (5%). 

13) Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan Pasar Periode bulan Juni 

2026 (4%). 

14) Pelaporan Pengawasan Keamanan Pangan Tahap 1 pada 2 Juni 2026 

(2%). 

Dari tahapan-tahapan tersebut, diperoleh realisasi IKU jumlah pasar 

pangan aman berbasis komunitas sebesar 68% dengan persen capaian 

kinerja 100% dengan kategori “BAIK”. Hasil tersebut sesuai dengan target 

yang telah ditentukan. 

Tabel 69. Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II 
Tahun 2026 

 
 
 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Jumlah Pasar 
Pangan Aman 

Berbasis 
Komunitas 

 

 
68 

 

 
68 

100%  
BAIK 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         142 / 286                         142 / 286



 

 125 

 
 
 

 
b. Perbandingan realisasi dan target Triwulan I I tahun 2026 

dengan realisasi dan target Triwulan sebelumnya 

Tabel 70. Perbandingan realisasi dan target Triwulan II tahun 2026 dengan 

realisasi dan target Triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

 
Jumlah Pasar 
Pangan Aman 

Berbasis 
Komunitas 

TW 2 Tahun 
2026 

 
68 

 
68 

 
      100 

 

 
BAIK 

Jumlah Pasar 
Pangan Aman 

Berbasis 
Komunitas 

TW 1 Tahun 
2026 

10 10       100 
 

BAIK 

 

Realisasi triwulan II tahun 2026 adalah 68% dengan persen capaian 

100% sama dengan realisasi dan persen capaian pada triwulan I.  

Persen capaian pada triwulan II dan I masuk dalam kategori “Baik”. 

 
c. Perbandingan realisasi Triwulan I I tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 71. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2026 
 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Jumlah Pasar Pangan 
Aman Berbasis 
Komunitas 

 
100 

 
68 

68% PERLU UPAYA 
KERAS 

- 

 

Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2026 

adalah 100% sedangkan realisasi dan persen capaian  triwulan II adalah 

68% dengan kategori “PERLU UPAYA KERAS”. IKU jumlah pasar aman 

berbasis komunitas adalah kegiatan yang dilakukan dalam lima tahapan 

di mana hingga triwulan II telah sampai tahap ke empat sehingga capaian 

mencapai 68% dari target 100%. 
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d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

 

Capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan II tahun 

2026 mendapatkan kategori “BAIK” karena koordinasi kerja sama yang 

telah dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dengan tim pengelola pasar 

dan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait seperti Dinas 

Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Koordinasi 

yang dilakukan baik secara langsung maupun secara daring memanfaat 

kan media WhatsApp Group sehingga pelaksanaan dan pemantauan 

kegiatan oleh tim pengelola pasar dapat dilakukan dengan baik. 

Agar program PPABK dapat berjalan dengan baik, maka Balai POM di 

Surakarta perlu menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan OPD dan 

tim pengelola pasar pada triwulan berikutnya, serta melakukan kegiatan 

sesuai dengan perencanaan dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dari 

tiap tahapan PPABK. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Keberhasilan capaian kinerja ditunjang dari beberapa kegiatan, 

antara lain: 

1. Balai POM di Surakarta aktif berkoordinasi dengan Tim Pengelola 

Pasar Jongke, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, dan Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam 

melakukan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar 

Jongke di Bulan Mei dan Juli 2026. 

2. Balai POM di Surakrta aktif berkoordinasi dengan Paguyuban 

Pedagang Pasar Jongke dan Tim Pengelola Pasar Jongke pada 

kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Pasar kepada komunitas 

Pasar Jongke di Bulan Juni 2026. 
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Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 

 

1. PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH 

REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK 

DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 72. Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh 
rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan TRIWULAN II Tahun 2026 
 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
UMKM yang 

didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi 

sertifikat cara 
pembuatan 

OBA, Kos yang 
baik dan/atau IP 

CPPOB 

75% 81,60% 

108,80% 
 Sangat Baik 

 

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan 

olahan merupakan serangkaian tahapan proses secara umum yaitu 

penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan 

pendampingan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan. Setiap tahapan 

kegiatan untuk pangan olahan, OT dan kosmetik memiliki nilai tahapan 

tertentu. Sehingga perhitungan persentase untuk triwulan II adalah rata- 

rata dari progres kegiatan seluruh komoditi di triwulan II tersebut. 

Capaian kinerja pendampingan UMKM pada TW II tahun 2026 telah 

melebihi target yang ditetapkan sehingga memiliki capaian 108,80% 

sehingga dengan kategori Sangat Baik. Perhitungan capaian kinerja B01 – 

B11 merupakan capaian proses pendampingan untuk setiap komoditi. 

Pada pendampingan komoditi obat bahan alam, kosmetik dan pangan 

olahan telah dilakukan tahapan awal yaitu penetapan target UMK yang 

akan didampingi. Untuk UMK pangan olahan telah melakukan tahapan 

SASARAN KEGIATAN 4 

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN 

MUTU 
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proses pengumpulan data usaha mikro kecil pangan olahan, 

melakukan seleksi dan penetapan UMK target melalui Surat 

Keputusan Kepala Balai POM di Surakarta Nomor 

PW.04.09.16B.03.26.51 tanggal 31 Maret 2026 sebanyak 5 UMK 

pangan olahan. 

Namun pada Triwulan II telah disepakati adanya penurunan 

target UMK secara keseluruhan dari total 8 UMK menjadi 5 UMK 

sehingga ada perubahan komposisi jumlah UMK. Pendampingan 

UMK obat bahan alam sejumlah 1 UMK, untuk kosmetik 

sejumlah 1 UMK dan untuk pangan olahan sejumlah 3 UMK. 

Perubahan target UMK pangan olahan dari 5 menjadi 3 maka 

dilakukan revisi Surat Keputusan Kepala Balai POM di Surakarta 

Nomor PW.04.09.29B.05.26.68 tanggal 18 Mei 2026 tentang revisi 

keputusan target pendampingan UMK pangan olahan Balai POM 

di Surakarta Tahun 2026. 

Untuk pendampingan OBA dan Kosmetik juga telah melalui 

tahapan penetapan target UMK yang akan didampingi sebanyak 

masing-masing 1 UMK. Selain penetapan target telah dilakukan 

bimbingan teknis atau pendampingan dengan fasilitator yang ada 

di Balai POM di Surakarta baik melalui layanan tatap muka, 

online melalui whatsapp layanan sertifikasi maupun zoom 

meeting, juga dilakukan pendampingan dengan kunjungan ke 

sarana. 

 

 
b. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Tabel 73. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
UMKM yang 

didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi 

sertifikat cara 
pembuatan 

OBA, Kos yang 
baik dan/atau IP 
CPPOB Triwulan 

II 2026 

75% 81,60% 

108,80% 
 Sangat Baik 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Persentase 
UMKM yang 

didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi 

sertifikat cara 
pembuatan 

OBA, Kos yang 

baik dan/atau 
IP CPPOB 

Triwulan I 2026 

 
 
 

 
16% 

 
 
 

 
17,22% 

 
 

 
107,63% 

 
 
 
 
 

Sangat Baik 

 

Capaian Persentase didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara 

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan pada 

triwulan I tahun 2026, dan triwulan II tahun 2026 menunjukkan nilai 

107,63% dan 108,80%, artinya selama triwulan I dan II memiliki kategori 

Sangat Baik. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan 

target tahun 2026 

Tabel 74. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan 
memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang 

baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan TRIWULAN II Tahun 2026 
dibandingkan target tahun 2026 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Nama IKU TARGET 

2026 
REALISASI 
TW II 2026 

% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase UMKM 

yang didampingi dan 

memperoleh 

rekomendasi sertifikat 

cara pembuatan OBA, 

Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan 

33,33 
(5 UMKM) 

100% 
81,80% 

81,80 %  
Akan 
Tercapai 

 
Realisasi triwulan II 81,80% telah melampaui target triwulan II sebesar 

75%, dan jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja 

Persentase didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara 

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan 

target akhir tahun 2026 yaitu 100% terdampingi, sudah tercapai 81,80% 

sehingga masuk di kategori Akan Tercapai. Sehingga kedepannya tetap 

memerlukan upaya-upaya untuk menunjang keberhasilan sehingga 

tercapai target akhir tahun 2026. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

Persentase keberhasilan Persentase didampingi dan memperoleh 

rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau 

IP CPPOB pangan olahan di triwulan II sebesar 81,80% merupakan 

hasil dari progres tahapan proses pendampingan UMKM pangan 

olahan, OBA dan kosmetik. 

Pendampingan UMKM OBA dengan target 1 sarana obat bahan alam, 

telah dilakukan tahapan proses penetapan calon UMKM, 

pendampingan, sertifikasi dan telah terbit rekomendasi CPOBAB. 

Pendampingan UMKM Kosmetik dengan target 1 sarana telah 

dilakukan tahapan penetapat target UMKM, pendampingan, sertifikasi 

dan telah terbit rekomendasi CPKB serta pendampingan UMKM 

pangan olahan dengan target 3 sarana pangan olahan, telah dilakukan 

tahapan proses penetapan target UMKM, bimtek CPPOB dan 

pendampingan termasuk desk sertifikasi pangan olahan hingga terbit 2 

sertifikat IP CPPOB.  

Tahapan pendampingan ini banyak didukung oleh pendampingan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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melalui zoom meeting sebagai pendampingan awal. Untuk penetapan 

calon UMKM pangan (khususnya) yang didampingi berdasarkan seleksi 

dari pengajuan izin penerapan cppob yang memiliki banyak kendala 

juga termasuk hasil pengawasan rutin pangan olahan tahun 

sebelumnya. 

Walaupun hasil tersebut tercapai melebihi dengan perencanaan 

triwulan II, masih tetap diperlukan upaya dalam mengejar target di 

tahun 2026, terutama untuk 1 UMK pangan olahan yang belum terbit 

IP CPPO-nya. Untuk itu akan terus secara berkelanjutan Balai POM di 

Surakarta melakukan pendampingan UMK sesuai dengan pedoman 

pendampingan yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring dan 

pelaporan secara rutin ke unit pengampu 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian pernyataan kinerja 

 
Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang 

didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan 

OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan tidak dapat 

terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta antara 

lain: 

 

1. Melakukan perencanaan pendampingan sesuai tahapan proses 

2. Melakukan pendampingan sesuai waktu yang ditetapkan 

3. Melakukan pendampingan UMK untuk melengkapi dokumen-

dokumen yang sesuai baik secara tatap muka maupun daring 

4. Melakukan Bimtek CPPOB 

5. Melakukan Desk Registrasi Pangan Olahan berkolaborasi dengan 

Direktorat Registrasi Pangan Olahan membantu para UMK pangan 

olahan melakukan percepatan terbitnya izin edar 

6. Melakukan monitoring terhadap keseluruhan proses dan 

melakukan pelaporan progres kepada unit pengampu 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator yaitu Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 

 
1. PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN 

FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI UPT 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 75. Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan 
Kejahatan 

Sediaan Farmasi 
dan Pangan 

Olahan di UPT 

 
 
 

50% 

 
 
 

66,67% 

 
 
 

133,34% 

 

 
Tidak dapat 
disimpulkan 

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Perhitungan realisasi Indikator kinerja ini dihitung melalui pembobotan 

untuk setiap tahapan dengan pembagian bobot sebagai berikut: 

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% 

2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum 

(JPU)) sebesar 40% 

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 

sebesar 30%, dan 

4)  Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa 

Penuntut Umum) sebesar 15% 

Cara perhitungan dari indicator Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: 

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah 

perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 

100%)) 

SASARAN KEGIATAN 5 

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang efektif di wilayah kerja UPT 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pada tanggal 23 Juni 2026 telah dilakukan penyidikan terhadap 1 

perkara kejahatan Obat dan Makanan. Meskipun seharusnya kegiatan 

penyidikan tersebut direncanakan di TW III tetapi Kegiatan tersebut 

dilaksanakan di TW II dikarenakan karena kondisi dan situasi, 

dikhawatirkan tersangka melarikan diri dan merusak atau 

menghilangkan barang bukti.  

Sesuai dengan perhitungan indikator kinerja pada manual IKU, dicapai 

realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan sebesar 133,34%. 

 
b. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi 

dan target triwulan sebelumnya 

Tabel 76. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi dan 

target triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

TW 2 Tahun 
2026 

 
50% 

 
66,67% 

 
133,34% 

 

 

Tidak dapat 
disimpulkan 

TW 1 Tahun 

2026 

 

50% 

 

46,25% 

 

92,50% 

 

 
 

Baik 

 

Realisasi kinerja pada triwulan II Tahun 2026 dibandingkan dengan 

triwulan I Tahun 2026 meningkat dengan prosentase capaian 133,34% 

dengan kategori Tidak dapat disimpulkan. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target tahun 

2026 

Tabel 77. Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan di UPT TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan target tahun 

2026 
 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT 

 
 

90% 

 
 

66,67% 

 
74,08% 

 
 

Perlu Upaya 
Keras 

Nilai capaian indikator pada triwulan II dibandingkan dengan target 

tahun 2026 adalah 74,08% dengan kategori perlu upaya keras. 
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d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan 

Capaian realisasi indikator kinerja Persentase keberhasilan penyidikan 

kejahatan sediaan farmasi dan pangan untuk triwulan II diatas target 

yang telah ditetapkan, disebabkan : 

1) Kegiatan penyidikan telah direncanakan di TW 3 tetapi Kegiatan 

tersebut dilaksanakan di TW 2 dikarenakan karena kondisi dan 

situasi, dikhawatirkan tersangka melarikan diri dan merusak atau 

menghilangkan barang bukti, sehingga capaian diatas target yang 

telah ditetapkan. 

2) Segera membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan) ke Kejaksaan Negeri melalui Korwas PPNS. 

Meski demikian terdapat resiko dalam penanganan penyidikan 

kejahatan sediaan farmasi dan pangan sehingga tidak dapat 

diselesaikan secara optimal, yaitu adanya : 

1) Proses Penyelesaian Pemberkasan Perkara tidak berjalan sesuai 

rencana, dikarenakan kualitas alat bukti yang belum cukup kuat 

untuk meyakinkan Jaksa Penuntut Umum agar menyatakan berkas 

tersebut lengkap (P-21). 

2) PPNS memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan represif 

tertentu (seperti penangkapan atau penahanan), PPNS harus 

berkoordinasi dengan Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) 

Penyidik Polri. 

3) Persepsi Tersangka bahwa PPNS melakukan tindakan tidak sesuai 

aturan hukum, sehingga PPNS dipraperadilankan oleh tersangka. 

4) Tersangka melarikan diri, sehingga pemberkasan tidak selesai 

hingga Tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa 

penuntut umum) 

Terkait dengan risiko tersebut, telah dilakukan mitigasi untuk 

mengurangi dampak risiko kegagalan melalui kegiatan dalam upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan sebagai berikut: 

1) Koordinasi dengan Criminal Justice  System (Korwas PPNS, 

Kejaksaan Negeri dan juga Pengadilan Negeri) dijalin dengan baik, 

sehingga  membantu proses pengawasan/pemeriksaan, 

penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan serta penyamaan 

persepsi hukum. 

2) Melaksanakan proses penyidikan dan pembuatan pemberkasan 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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(administrasi penyidikan) sesuai standar / SOP. 

3) Jika tidak dilakukan penahanan, kepada tersangka diterapkan apel 

/ absen ke kantor untuk memastikan keberadaan tersangka. 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

 

Dalam suatu program kegiatan, strategi dalam perencanaan kegiatan 

merupakan salah satu hal penting yang menentukan keberhasilannya. 

Untuk itu diperlukan analisis yang baik dalam perencanaan target suatu 

kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya serta isu-isu internal 

dan eksternal yang melekat pada organisasi. Meskipun demikian dengan 

kondisi dan situasi dilapangan menyebabkan pelaksanaan kegiatan 

penyidikan kadangkala tidak dapat dilakukan sesuai rencana yang telah 

ditetapkan. 

Selain itu Kegagalan mencapai target penyidikan sering terjadi karena 

informasi dari fungsi pengawasan atau pengaduan masyarakat kurang 

matang (alat bukti awal lemah), sehingga ketika dinaikkan ke tahap 

penyelidikan/penyidikan, kasus tersebut tidak dapat diselesaikan 

secara optimal. 

Kecepatan dan kapasitas laboratorium dalam mengeluarkan hasil uji 

sampel produk (misalnya mendeteksi Bahan Kimia Obat/BKO) juga 

sangat memengaruhi batas waktu penanganan perkara. Keterlambatan 

hasil uji lab dapat menghambat penyelesaian berkas perkara. 

Koordinasi yang baik dengan Criminal Justice System maupun lintas 

sektor terkait dapat membantu proses pengawasan/pemeriksaan, 

penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan dapat diselesaikan dengan 

optimal. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator yaitu Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan 

sesuai standar. 

 
1. PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN 

PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 78. Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar TRIWULAN II Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Persentase 
Laporan Analisis 

Kejahatan 
Sediaan Farmasi 

dan Pangan 
Olahan yang 
diselesaikan 

sesuai standar 

 
 

 
50% 

 
 

 
50% 

 
 

 
100% 

 

 
Baik 

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1) Analisis Penelusuran Siber 

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan 

Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan 

identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup 

wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada 

Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala 

BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat 

Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 

tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli 

Siber dan Profiling) UPT BPOM; 

2) Analisis Hasil Pelaksanaan Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan Obat 

dan Makanan 

SASARAN KEGIATAN 6 

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 
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Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan 

Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 

HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : 

a) Laporan hasil tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan 

Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun). 

b) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 

laporan dilaporkan tiap tahun) 

Cara perhitungan dari indikator ini adalah Persentase Laporan Analisis 

Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai 

Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai: 

a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran 

Siber (50%) 

b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%) 

c) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT 

(25%) 

Keterangan: 

a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran 

Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang 

dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan 

analisis penelusuran siber dalam satu tahun. 

b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai 

analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25) 

c) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT 

dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah 

ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah 

tangkal yang disampaikan ke UPT. 

Pada bulan 1 sampai dengan 11, target indikator tercapai dari komponen 

analisis penelusuran siber, dengan kontribusi 50% terhadap nilai 

indicator. Dan komponen ini didapatkan dari pelaporan laporan siber 

yang terdiri dari Patroli Siber dan Profiling yang dilakukan tepat waktu 

pada triwulan II. 
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b. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi 

dan target TRIWULAN sebelumnya 

Tabel 79. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi dan 

target TRIWULAN sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

TW II Tahun 

2026 

 

50% 

 

50% 

 

100% 

 
 

 

Baik 

TW 1 Tahun 
2026 

 
50% 

 
50% 

 
100% 

 

 
Baik 

  

Pada triwulan II Tahun 2026 realisasi kinerja mempunyai capaian yang sama 

dengan triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 100% dengan kategori Baik. 

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 80. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar TRIWULAN II Tahun 2026 

dibandingkan target tahun 2026 
 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 
pangan Olahan yang 
Diselesaikan Sesuai 

Standar 

 

 
98% 

 

 
50% 

 
51,02% 

 

 
Perlu Upaya 

Keras 

Nilai capaian indikator pada triwulan II dibandingkan dengan target 

tahun 2026 adalah 51,02% dengan kategori perlu upaya keras. 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

Nilai realisasi indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar 

adalah 50% yang berarti capaian untuk indicator ini adalah 100% pada 

triwulan II. Capaian 100% dapat tercapai, karena upaya-upaya yang telah 

dilakukan dalam pencapaiannya, yaitu: 

a) Perencanaan kegiatan patroli siber setiap bulan baik dalam hal 

personil, marketplace/medsos sebagai obyek patroli siber, 

maupun keyword dalam patroli siber. 

b) Komunikasi yang baik dalam pelaksanaan patroli siber 

c) Penggunaan aplikasi yang telah disediakan oleh unit pengampu 
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dalam melaporkan hasil patroli siber sangat membantu dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

Dalam upaya peningkatan kinerja di triwulan II, dilakukan Langkah- 

langkah dalam pencapaian, yaitu: 

a) Melanjutkan perencanaan kegiatan patroli siber dan profiling 

setiap bulan dan melakukan pelaporan tepat waktu yaitu sebelum 

tanggal 25 pada bulan berjalan 

b) Meningkatkan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan patroli 

siber dan profiling 

c) Secara konsisten menggunakan aplikasi yang telah disediakan unit 

pengampu yaitu inawebcrawler.pom.go.id untuk patroli siber dan 

penindakan.pom.go.id untuk profiling kejahatan sediaan farmasi 

dan pangan olahan. 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

 
Capaian 100% indikator kinerja di triwulan II harus dipertahankan 

untuk triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun. Hal-hal yang 

menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang 

Diselesaikan Sesuai Standar adalah: 

 
a) Perencanaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan dan 

pelaporan analisis siber 

b) Komunikasi yang baik serta pembagian tugas yang jelas diantara 

anggota tim sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pelaporan 

Analisis Siber 

c) Pemanfaatan aplikasi yang disediakan unit pengampu secara 

konsisten 
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Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 

1. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BPOM DI SURAKARTA 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 81. Capaian 1 Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta TRIWULAN II Tahun 
2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks 
Pelayanan 

Publikk UPT 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk 

mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 

(enam) aspek meliputi: 

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 

2) Profesionalitas SDM (18%); 

3) Sarana Prasarana (15%); 

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 

5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 

6) Inovasi (7%). 

 
Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai 

UPP BPOM dengan kategori nilai. 

 
 
 
 
 

 
Tabel 82. Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik 

SASARAN KEGIATAN 7 

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA 
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Nilai Kategori Makna 

0 – 1,00 F Gagal 

1,01 – 1,50 E Sangat Buruk 

1,51 – 2,00 D Buruk 

2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 

2,51 – 3,00 C Cukup 

3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 

3,51 – 4,00 B Baik 

4,01 – 4,50 A- Sangat Baik 

4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima 

 

Pada triwulan II Tahun 2026 ini pelaksanaan PEKPP dalam rangka 

penilaian IPP telah selesai, namun belum diperoleh realisasi nilai 

IPP karena finalisasi penilaian indikator baru akan dilakukan pada 

triwulan III (Agustus), sehingga belum bisa dilakukan evaluasi. 

 

b. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Tabel 83. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II Tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks 
Pelayanan 
Publik UPT 

TW II 
Tahun 
2026 

- - - - 

Indeks 
Pelayanan 
Publik UPT 

TW I  
Tahun 
2026 

- - - - 

 

Realisasi Indeks Pelayanan Publik triwulan II tahun 2026 belum dapat 

dibandingkan dengan target triwulan I, karena capaian dapat diperoleh 

pada saat akhir tahun. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 84. Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM Surakarta TRIWULAN II Tahun 
2026 dibandingkan target tahun 2026 
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Nama IKU TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 

% CAPAIAN 
KATEGORI 

Indeks Pelayanan 
Publik UPT 

4,79 - - 
 

- 

 
Target Indeks Pelayanan Publik yang ditetapkan dalam Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) tahun 2026 adalah 4,30. Namun dengan capaian Indeks 

Pelayanan Publik yang cukup tinggi yang dicapai oleh BPOM Surakarta 

yaitu dengan nilai 4,78 dan sesuai dengan Memorandum dari Kepala Biro 

Hukum dan Organisasi Nomor OT.03.04.2.01.26.01 Tanggal 20 Januari 

2026 perihal Target Indeks Pelayanan Publik tahun 2026 s.d. 2029 yang 

menyebutkan bahwa target tahun 2026 tidak boleh lebih rendah dari 

capaian tahun 2025, maka target Indeks Pelayanan Publik direvisi menjadi 

4,79. 

Realisasi Indeks Pelayanan Publik triwulan II tahun 2026 belum dapat 

dibandingkan dengan target tahun 2026, karena penilaian indikator 

dilakukan pada triwulan III. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundangundangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah 

satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan 

Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya 

dilakukan oleh Balai POM di Surakarta untuk mencapai target nilai, yaitu 

4,79. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara 

lain: 

1) Telah dilakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala kurang 

dari 1 (tahun), dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam 

penyusunan Standar Pelayanan Publik pada tanggal 11 Mei 2026 untuk 

mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat. 

2) Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik. 

3) Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat 

Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik. 
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4) Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, 

secara kontinyu memberikan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan 

kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, capacity building 

dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas 

petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan 

prima. 

5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti 

penyediaan minuman dan permen; wi-fi; tempat charger. 

6) Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai timeline, mengoptimalkan 

penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala. 

Rekomendasi terhadap penilaian IPP Balai POM di Surakarta pada tahun 

2025 terkait peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas umum 

telah dilaksanakan melalui renovasi gedung baru, dimana penyediaan 

kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas umum akan disediakan di tahun 

2026. 

 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang menunjang di triwulan II tahun 2026 antara lain adalah 

telah dilakukan reviu Standar Pelayanan Publik dan disampaikan pada 

Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan tanggal 11 Mei 2026. Balai 

POM di Surakarta juga terus melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan pelayanan publik diantaranya dengan menyediakan 

berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh 

konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi 

sosial, ekonomi, demografi, dll. Selain itu Balai POM di Surakarta juga 

melakukan survei Indeks Pelayanan Publik secara periodik untuk melihat 

respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan, serta 

melakukan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan oleh 

pelanggan. Terkait pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik, dengan 

adanya kegiatan renovasi kantor BPOM Surakarta diharapkan dapat 

selesai sesuai waktu dan dapat segera mendukung kegiatan pelayanan 

publik dengan lebih baik. 
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Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8 

 
1. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BPOM 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 85. Capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di 

Surakarta 
 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Nilai 

Pembangunan 

ZI UPT BPOM 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

Realisasi Nilai Pembangunan ZI baru dapat diperoleh di akhir tahun atau 

B12". 

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja 

evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh 

auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. 

 
Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu 

1. Komponen Pengungkit Bobot terdiri dari : 

A. Manajemen Perubahan 8% 

B. Penataan Tatalaksana 7% 

C. Penataan Sistem Manajemen SDM 10% 

D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10% 

E. Penguatan Pengawasan 15% 

F. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10% 
 
 

2. Komponen Hasil Bobot terdiri dari : 

A. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5 % 

B. Pelayanan Publik yang prima 17,5 % 

SASARAN KEGIATAN 8 

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL 
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b. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi 

dan target triwulan sebelumnya. 

Tabel 86. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi 

dan target triwulan sebelumnya 
 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Nilai Pembangunan 

ZI UPT BPOM TW II 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Nilai Pembangunan 

ZI UPT BPOM TW I 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Pada triwulan II Tahun 2026 realisasi kinerja belum dapat dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya karena realisasi serta capaian baru akan 

diperoleh pada saat akhir tahun. 

 
c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 87. Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM TRIWULAN II Tahun 2026 
dibandingkan target tahun 2026 

 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI TW 

II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Nilai Pembangunan 

ZI 
78,43 - - - 

 

Belum terdapat realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai 

Pembangunan ZI UPT BPOM pada TW II tahun 2026 karena akan 

diperoleh pada saat akhir tahun. Perlu tetap dilakukan upaya agar 

capaian pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

 
 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja 

Analisis penyebab keberhasilan tercapaianya target Nilai 

Pembangunan ZI yaitu : 

1. Setiap Pokja Area Perubahan melakukan pengisian Lembar Kerja 

Evaluasi dan melengkapi data dukungnya. 

2. Mengimplementasikan Inovasi pada Balai POM di Surakarta dan 

mendokumentasikannya. 
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3. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan 

target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan 

tujuan pembangunan WBK/WBBM. 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja. 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai 

Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta sebagai berikut : 

1. Menjalankan fungsi pengendalian sesuai skema evaluasi Zona 

Integritas yang berlaku di BPOM dengan memperhatikan dan 

menindaklanjuti seluruh catatan auditor internal untuk perbaikan 

LKE ZI BPOM di Surakarta. 

2. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan 

target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan 

tujuan pembangunan WBK/WBBM. 

3. Mengevaluasi seluruh SOP dalam proses bisnis utama dan 

menindaklanjutinya. 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik secara berkala serta melakukan 

tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut. 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai 

hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam 

organisasi dalam upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja. 

6. Melakukan implementasi inovasi secara berkala serta menyusun 

analisis dampak before-after penerapan inovasi. 

 
f. Upaya peningkatan kinerja 

Upaya untuk meningkatkan indikator kinerja Indeks Reformasi 

Birokrasi adalah : 

1. Internalisasi RB untuk meningkatkan komitmen dan employee 

engagement sehingga tata Kelola pemerintah dan pelayanan publik 

kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional. 

2. Penyusunan Mekanisme pemilihan anggota tim RB untuk 

mendukung kerja Pokja area perubahan secara optimal 
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3. Penyusuanan rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan 

target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan 

tujuan pembangunan WBK/WBBM. 

4. Menyusun program inovasi oleh Tim AoC dengan memperhitungkan 

secara luas dampak positif kepada masyarakat 

5. Dukungan pimpinan dan manajemen serta ketersediaan sumber 

daya dalam pelaksanaan kegiatan RB. 

6. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/ 

WBBM pada Triwulan IV Tahun 2024 

 
2. NILAI AKIP UPT BPOM 

Perbandingan target dan realisasi TW II tahun 2026 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 88. Capaian Nilai AKIP UPT BPOM Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Surakarta 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Nilai AKIP UPT 
BPOM - - - - 

 

 
Realisasi Nilai AKIP UPT baru dapat diperoleh di akhir tahun atau B12. 

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat 

Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II 

Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di 

lingkungan BPOM. 

Cara Perhitungan Dan Formula yaitu Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian 

AKIP, yaitu: 

1. Perencanaan Kinerja; 

2. Pengukuran Kinerja; 

3. Pelaporan Kinerja; 

4. Evaluasi Kinerja Internal; 

5. Capaian Kinerja. 

 Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut: 

1. Perencanaan Kinerja bobot 24 

2. Pengukuran Kinerja bobot 24 

3. Pelaporan Kinerja bobot 12 
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4. Evaluasi Kinerja Internal bobot 20 

5. Capaian Kinerja bobot 24 

 
b. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan II tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya. 

Tabel 89. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 
dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Nilai AKIP UPT BPOM 
TW II 2026 - - - - 

Nilai AKIP UPT BPOM 
TW I 2026 - - - - 

 
Pada triwulan II Tahun 2026 realisasi kinerja belum dapat dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya dikarenakan realisasi serta capaian dapat 

diperoleh pada saat akhir tahun. 

 
 

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 90. Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM TRIWULAN II Tahun 2026 dibandingkan 
target tahun 2026 

 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI TW II 

2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Nilai AKIP 
UPT 

77 - - - 

 

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai AKIP UPT BPOM pada 

TW II tahun 2026. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian pada akhir 

tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja 

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja 

sebagai berikut : 

1. Menyusun kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja 

yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun 

perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif 

dan konsisten. 
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2. Menyusun dan mengesahkan SOP pengumpulan data kinerja 

3. Menyelaraskan Data capaian kinerja antara data sumber, laporan 

kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, 

maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) 

4. Laporan Evaluasi Internal menyajikan 

Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar 

penyebab kegagalan pencapaian kinerja 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja. 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Nilai AKIP 

pada tahun yaitu : 

1. Menyusun kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja 

yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun 

perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif 

dan konsisten. 

2. Menyusun dan mengesahkan SOP pengumpulan data kinerja 

3. Menyelaraskan Data capaian kinerja antara data sumber, laporan 

kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, 

maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) 

4. Laporan Evaluasi Internal menyajikan 

Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar 

penyebab kegagalan pencapaian kinerja  

 
f. Upaya peningkatan kinerja 

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pencapaian kinerja Nilai AKIP antara lain: 

1. Pemantauan Nilai Indikator Perencanaan Kinerja 

2. Pemantauan Nilai Indikator Pengukuran Kinerja 

3. Pemantauan Nilai Indikator Pelaporan Kinerja 

4. Pemantauan Nilai Indikator Evaluasi Internal 

5. Pemantauan Nilai Indikator Capaian Kinerja 
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3. NILAI KINERJA ANGGARAN UPT BPOM 

Perbandingan target dan realisasi TW II tahun 2026 

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 91. Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di 

Surakarta 
 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Nilai Kinerja 

Anggaran UPT 
BPOM 

- - 
 

- 
 

- 

 

 

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM baru dapat diperoleh di 

akhir tahun atau B12. 

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus 

:  (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) di bulan Desember. 

 

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja 

anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 

(EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan 

ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran 

yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian 

perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan 

anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, 

Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, 

Penyelesaian Tagihan, 

 

Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja 

Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan 

aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 

22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran 

Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian 

Negara/Lembaga. 

b. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan II tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya. 

Tabel 92. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan realisasi 

dan target triwulan sebelumnya 
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Nama IKU TARGET REALISASI  % CAPAIAN KATEGORI 

Nilai Kinerja 

Anggaran UPT BPOM 

TW II 2026 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Nilai Kinerja 

Anggaran UPT BPOM 

TW I 2026 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Pada triwulan II Tahun 2026 realisasi kinerja belum dapat dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya. 

 

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN I tahun 2026 dengan target tahun 

2026 

Tabel 93. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM  TRIWULAN II Tahun 2026 
dibandingkan target tahun 2026 

 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI TW II 

2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Nilai Kinerja 

Anggaran 

UPT BPOM 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT 

BPOM pada TW II tahun 2026. Perlu tetap dilakukan upaya agar 

capaian pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja 

Keberhasilan tercapaianya target Nilai Kinerja Anggaran yaitu penilaian 

terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi 

Kinerja Anggaran (EKA). 

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA), antara lain: 

1. Revisi DIPA (bobot 10%) 

2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 

3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 

4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 
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5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 

6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 

7. Capaian Output (bobot 25%) 

8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) 

 

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 

2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi 

SBK (bobot 15%) 

 
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja. 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja 

Anggaran yaitu terpenuhinya nilai IKPA (50%) dan EKA (50%). Upaya 

yang dilakukan Balai POM di Surakarta yaitu : 

1. Melakukan monitoring terhadap salah satu komponen pembentuk 

NKA yaitu IKPA setiap bulan. 

2. Melakukan monitoring terhadap komponen nila EKA pada Triwulan 

IV Tahun 2025 

 
f. Upaya peningkatan kinerja 

Upaya perbaikan/ rekomendasi untuk meningkatkan kinerja adalah 

dengan melakukan review terhadap Target Indikator Nilai Kinerja 

Anggaran Tahun 2025 

 

 
4. INDEKS MANAJEMEN RISIKO UPT BPOM 

a. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 

Tabel 94. Capaian 1 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM TRIWULAN II 
Tahun 2026 

 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks 
Manajemen 
Risiko UPT 

BPOM 

- - - 
- 

 

Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM baru dapat diperoleh di 

akhir tahun atau B12. 
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Indeks Manajemen Risiko UPT merupakan penilaian maturitas yang 

dilakukan oleh Inspektorat Utama yang berpedoman pada Keputusan 

Inspektur Utama nomr HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman 

Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan 

POM. 

Tujuan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan 

proses manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 

Badan POM sebagaimana diharapkan; 

2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan 

manfaat penerapan manajemen risiko; 

3) Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko. 

 
Adapun Ruang lingkup penilaian meliputi: 

1) Komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan proses 

manajemen risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal 

maupun pemangku kepentingan eksternal; 

2) Penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan 

tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan 

dipertimbangkan dalam mengelola risiko, serta menetapkan cakupan 

dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya; 

3) Identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat 

menghalangi, menurunkan atau menunda pencapaian tujuan organisasi; 

4) Analisis Risiko, yang dilakukan dengan mennetukan tingkat 

konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya 

berdasarkan kriteria mempertimbankan pengendalian yang ada; 

5) Evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya 

mitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya; 

6) Mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai 

opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau 

lebih opsi mitigasi risiko yang terbaki, dilanjutkan dengan penyusunan 
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Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan pelaksanaan RTP tersebut; 

dan 

7) Reviu dan Pemantauan yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari 

proses manajemen risiko. 

 
Tingkat maturitas manajemen risiko sebuah organisasi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 95. Klasifikasi Tingkat Maturitas Manajemen Risiko 
 

Tingkat Karakteristik 

Level 1 

Belum Sadar Risiko 

(Risk Naive) 

Manajemen risko tergantung pada individu 

perorangan 

Level 2 

Sadar Risiko 

(Risk Aware) 

Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan 

kedisiplinan dalam proses tidak ketat 

Level 3 

Risiko Ditetapkan 

(Risk Defined) 

Kerangka penilaian/ tanggapan umum terhadap 

risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberikan 

pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi 

secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana 

diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko 

yang tinggi. 

Level 4 

Risiko Dikelola 

(Risk Managed) 

Aktivitas menajemen risiko organisasi terkoordinasi 

di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat 

manajemen risiko dan proses yang umum apabila 

diperlukan dengan pemantauan risiko keseluruhan 

organisasi, pengukuran dan pelaporan. 

Level 5 

Dapat Menangani 

Risiko 

(Risk Enabled) 

Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan 

strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan 

Keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk 

memberitahukan dewan dan manajemen apabila 

risiko berada diatas batas yang ditetapkan. 

 

Pada TW I I belum terdapat target dan capaian nilai maturitas 

dikarenakan realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM baru dapat 

diperoleh di akhir tahun atau B12 serta penilaian dilakukan pada TW 

IV. 

 
b. Perbandingan realisasi dan Target Triwulan II tahun 2026 

dengan realisasi dan target triwulan sebelumnya. 
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Tabel 96. Perbandingan realisasi dan target TRIWULAN II tahun 2026 dengan 

realisasi dan target triwulan sebelumnya 

Nama IKU TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI 

Indeks 
Manajemen 

Risiko BPOM 
Surakarta 

TW II 2026 

- - - - 

Indeks 
Manajemen 

Risiko BPOM 
Surakarta 
TW I 2026 

- - - - 

 

Pada triwulan II Tahun 2026 realisasi kinerja belum dapat 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di tahun yang sama 

dikarenakan Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM baru 

dapat diperoleh di akhir tahun atau B12. 

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2026 dengan target 

tahun 2026 

Tabel 96. Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM TRIWULAN II Tahun 
2026 dibandingkan target tahun 2026 

 

Nama IKU 
TARGET 

2026 

REALISASI 

TW II 2026 
% CAPAIAN KATEGORI 

Indeks 
Manajemen UPT 

BPOM 

 

 
2,9 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

Belum dapat dibandingkan antara Capaian indikator kinerja Indeks 

Manajemen Risiko BPOM Surakarta dengan target tahun 2026 yaitu 

sebesar 2,9 dikarenakan hasil penilaian akan dilakukan di TW IV nanti. 

Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat memenuhi target 

tahunan. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi 

perbaikan kinerja) 

Berdasarkan surat dari Inspektorat Utama No PI.06.07.7.01.26.188 

tanggal 15 Januari 2026 Hal : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas 

Manajemen Risiko Tahun 2025 Pada Balai POM di Surakarta telah 

disampaikan hasil penilaian maturitas sebesar 2,719 (Risk Aware). 

Terhadap kondisi tersebut, Inspektorat Utama merekomendasikan 
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kepada Kepala Balai POM di Surakarta beserta jajarannya agar 

melakukan perbaikan sebagai berikut: 

a. Melaksanakan dan mendokumentasikan sosialisasi tujuan/sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan kepada seluruh pegawai secara 

memadai. 

b. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi 

terkait manajemen risiko secara berkesinambungan melalui 

pelatihan/sertifikasi/refreshment/workshop/awareness manajemen 

risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. 

c. Melakukan pengujian aktivitas pengendalian eksisting untuk seluruh 

risiko inheren dengan level risiko ≥16 dan mendokumentasikan kertas 

kerja hasil pengujian dan data dukung hasil pengujian secara memadai. 

d. Melaksanakan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa 

risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Manajemen Risiko Badan POM, minimal dan tidak terbatas pada 

melaksanakan perbaikan sesuai catatan pada butir 5d tersebut di atas. 

e. Melakukan reviu terhadap penentuan respon risiko dan/atau 

deskripsi tindakan mitigasi, merumuskan tindakan mitigasi pada RTP 

yang lebih spesifik dan memadai, sehingga dapat efektif menurunkan 

level risiko residual sesuai target yang telah direncanakan dan 

ditetapkan. 

f. Melaksanakan pengisian progres atas pelaksanaan deskripsi 

tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu pada aplikasi 

SAPAAPIP secara lengkap dan cermat. 

g. Menyusun kertas kerja reviu risiko yang memuat informasi atas 

adanya perubahan pada daftar risiko secara memadai. Dokumen ini 

telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 

elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik 

(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

h. Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP seluruh 

pegawai yang terlibat dalam Tim Pengelola Manajemen Risiko unit kerja. 

i. Melaksanakan tagging risiko pada RHK, kepada seluruh pegawai di 

Balai POM di Surakarta. 

j. Ketua Tim Kerja agar meningkatkan komitmen dan keterlibatan 

dalam proses pengelolaan manajemen risiko diantaranya dibuktikan 

dengan dokumentasi atas masukan terhadap implementasi manajemen 

risiko di Balai POM di Surakarta. 
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k. Melaksanakan supervisi kepada Tim Auditor Internal untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab sebagai lini kedua 

sesuai konsep Three Lines Model, salah satunya untuk melaksanakan 

reviu atas dokumen manajemen risiko sebelum dilaporkan pada aplikasi 

SAPAAPIP. 

Dengan melakukan rekomendasi tersebut selanjutnya diharapkan Balai 

POM di Surakarta dapat melakukan perbaikan secara 

berkesinambungan serta meningkatkan komitmen dalam penerapan 

manajemen risiko. 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Balai POM di Surakarta akan selalu berkomitmen untuk menerapkan 

pengelolaan manajemen risiko. Selama TW II BPOM Surakarta telah 

melakukan pencapaian sebagai berikut : 

1. Pengelolaan daftar risiko semester I tahun 2026 dan telah diupload 

melalui SAPAAPIP, daftar risiko telah mencakup IKU Utama dan 

kegiatan POKJA RB. Melakukan tinjauan kembali terkait risiko yang 

dikelola oleh setiap bagian. 

2. Tagging risiko telah dilaksanakan disetiap IKU dalam SKP yang 

menggambarkan sadar risiko disetipa kegiatan. 

3. Menerapkan threelines model dengan melibatkan audit internal 

dalam pengelolaan risiko sebagai lini kedua BPOM Surakarta. 

4. Melakukan sosialisasi terkait daftar risiko yang dikelola oleh BPOM 

Surakarta. 

5. Penyusunan Kertas Kerja dengan dilengkapi data dukung masing-

masing atribut pengendalian risiko. 

6. Refreshment terkait manajemen risiko dari Inspektorat I pada 

tanggal 5 Juli 2026 secara daring melalui zoom dan youtube 

channel. 

7. Permohonan pendampingan Inspektorat I terkait peningkatan nilai 

maturitas BPOM Surakarta. 

 
Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai 

maturitas BPOM Surakarta di tahun 2026. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan II Tahun 2026 

Balai POM di Surakarta 

 

 
 

No Indikator 
 
 

  

Kendala/Permasalahan Rekomendasi Rencana 
Tindak 
Lanjut  

Timeline Apakah 
sudah 

dikelola 
sebagai 
risiko 
(Y/T)* 

Kode 
Risiko 

 
 
 
  

Peristiwa Risiko 

 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

1 Persentase 
sampel 
Sediaan 
Farmasi 
berisiko 
yang 
ditindaklanj
uti sesuai 
ketentuan 

1. Alat Laboratotium di 
Lab Komettik BBPOM di 
Semarang (HPLC rusak) 
sehingga ada perubahan 
jadwal pengujian 
kategori sampel 
2.  Perencanaan 
sampling rokok belum 
muncul pada Bulan Juni 
2026 (pengisian di Bulan 
Juli 2026) 

1. Perubahan 
renlak sampling 
Kosmetik 
(jumlah sama 
yang bergeser 
jenis kategori) 
2. Sampling 
rokok diusulkan 
merk Gajah 
Baru dan 
Menara 
Khatulistiwa 
(Kategori SKM, 
resiko TMK , 
lokasi produsen 
rokok dan 
sesuai dengan 
daftar yang telah 
di isi), 
dijadwalkan 
minggu pertama 
bulan Agustus 

Penyesuaian 
renlak 
sampling 
kosmetik dan 
pengajuan 
renlak 
sampling 
rokok TA 2026 

Juli -Agustus 
2026 

Y O-1 
O-2 

SDM-3 

Pelaksanaan sampling tidak 
sesuai dengan renlak 
sampling BPOM di Surakarta 
yang telah disetujui (O-1) 
Hasil uji yang dilaporkan oleh 
balai penguji lain tidak real 
time (O-2) 
Kesalahan penginputan 
kesimpulan akhir di role MT 
Balai POM di Surakarta 
(SDM-01)  

2 Persentase 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 

1. Persiapan KIE 
Farmakovigilans belum 
dapat dilakukan sesuai 
rencana aksi bulan April 

1. KIE 
Farmakovigilans 
direncanakan 
dilakukan pada 

1. KIE 
Farmakovigil
ans 
direncanakan 

April-Juni 
2026 

Y O-3 Sarana yang telah diberikan 
bimtek tidak melaporkan 
KTD ESO 
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yang telah 
melaporkan 
KTD/ESO 
ke BPOM 

karena tim sedang fokus 
pada Keterpaduan 
Keamanan Pangan 
bulan April 2026 yang di 
setiap minggunya 
terdapat kegiatan. 
2. Akun E-MESO BPOM 
Surakarta pada website 
E-MESO 2.0 tidak dapat 
memantau pelaporan 
KTD/ESO oleh 
fasyankes. 
3. Masih terdapat 
fasyankes yang tidak 
bisa log in pada website 
E-MESO 2.0. 

Rabu, 20 Mei 
2026 secara 
daring 
2. Telah 
berkoordinasi 
dengan Dit. 
KMEI dan akun 
BPOM 
Surakarta sudah 
dapat digunakan 
untuk memantau 
pelaporan 
KTD/ESO oleh 
fasyankes 
3. 
Menyampaikan 
daftar fasyankes 
yang tidak bisa 
log in pada 
website E-
MESO 2.0 
kepada 
Direktorat KMEI 
untuk 
ditindaklanjuti 
dengan aktivasi 
akun masing-
masing 
fasyankes 

dilakukan 
pada Rabu, 
20 Mei 2026 
secara daring 
2. Telah 
berkoordinasi 
dengan Dit. 
KMEI dan 
akun BPOM 
Surakarta 
sudah dapat 
digunakan 
untuk 
memantau 
pelaporan 
KTD/ESO 
oleh 
fasyankes 
3. 
Menyampaik
an daftar 
fasyankes 
yang tidak 
bisa log in 
pada website 
E-MESO 2.0 
kepada 
Direktorat 
KMEI untuk 
ditindaklanjuti 
dengan 
aktivasi akun 
masing-
masing 
fasyankes 

3 Persentase 
sampel 
pangan 
olahan 

Terjadi penambahan 
sampel kasus sejumlah 
6 sampel, sehingga 
mengurangi jumalh 

Sisa sampel 
rutin 2 sampel 
akan 
dikoordinasikan 

Sisa sampel 
rutin 2 
sampel akan 
dikoordinasik

TW III Y O-4; O-5 Sampel TMS belum 
ditindaklanjuti 
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berisiko 
yang 
ditindaklanj
uti sesuai 
ketentuan 

sampel rutin.  dengan unit 
pengampu dan 
Balai penguji 
perihal kategori 
pangan yanga 
akan disampling 
dan bulan 
sampling 

an dengan 
unit 
pengampu 
dan Balai 
penguji 
perihal 
kategori 
pangan 
yanga akan 
disampling 
dan bulan 
sampling 

4 Persentase 
sampel KLB 
keracunan 
pangan 
yang diuji 
sesuai 
standar 

Tim Satgas KLB 
Kabupaten Wonogiri 
tidak memberikan 
informasi insiden 
keracunan makanan 
pada 7 Mei 2026 
tersebut ke BPOM di 
Surakarta pada saat 
kejadian, meskipun 
sudah dilakukan 
advokasi ke Sekda 
Kabupaten Wonogiri 
pada 2025, tentang 
permohanan 
keikutsertaan BPOM di 
Surakarta pada setiap 
penanganan kejadian 
KLP KP di Wilayah Kerja 
Kabupaten Wonogiri. 
Penelusuran informasi 
baru dilakukan setelah 
ada informasi dari wa 
group KLP KP BPOM 
pada 10 Mei 2026 

Melakukan 
Koordinasi 
dengan DKK 
Kabupaten/Kota 

Melakukan 
koordinasi 
dengan DKK 
dan SPPG 
tempat 
kejadian KLB 

TW III Y O-6 BPOM di Surakarta 
terlambat mendapat 
informasi KLB Pangan dari 
Tim KLB Kabupaten/Kota 
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5 Persentase 
sampel 
PIRT 
berisiko 
yang 
ditindaklanj
uti sesuai 
ketentuan 

Pengambilan keputusan 
saat pelaporan SIPT 

Dapat dilakukan 
rollback untuk 
laporan SIPT 
yang tidak 
sesuai 

Melakukan 
rollback 
untuk sampel 
yang salah 
penginputan 

TW III Y O-7 Kesalahan penginputan hasil  

 

6 Persentase 
keputusan/r
ekomendasi  
hasil 
pengawasa
n Sediaan 
Farmasi 
dan Pangan 
Olahan 
yang 
ditindaklanj
uti oleh 
stakeholder 

Komitmen pengisian 
Tools Bidik Kinerja oleh 
petugas pada awal 
bulan 

Reminder 
secara berkala 
pada awal Bulan 

Penggalanga
n komitmen 
petugas 
untuk 
pengisian 
tools BIDK 
KINEJA 
dengan 
lengkap 

Setiap Bulan Y O-10 Feedback CAPA dari sarana 
distribusi dan saryanfar tidak 
disampaikan tepat waktu 

 

7 Persentase 
sarana 
produksi 
Sediaan 
Farmasi 
yang 
diperiksa 
dan 
ditindaklanj
uti sesuai 
ketentuan 

1. Kendala APD 
mengalami kerusakan ( 
1 laptop rusak berat, 2 
PC rusak, 2 PC kondisi 
tidak dapat menyimpan 
daya) 

1. Telah mengisi 
form perbaikan 
ke BMN 
(Sebagian 
dalam proses 
perbaikan oleh 
IT) 

Koordinasi 
dengan IT 
untuk 
perbaikan 
APD 

TW III T -  Pemenuhan sarana dan 
prasarana saat melakukan 
kegiatan pengawasan 
kurang sehingga waktu 
pengawasan menjadi lebih 
lama  

8 Persentase 
sarana 
produksi 
Pangan 
Olahan 
yang 
diperiksa 

Secara target tidak ada 
kendala, pada bukan 
Mei dan Juni banyak 
melakukan pemeriksaan 
sarana fortifikasi 
sehingga target sarprod 
pangan dikurangi. 

melaksanakan 
pemeriksaan 
sarana produksi 
pangan sesuai 
ketentuan 

melaksanaka
n 
pemeriksaan 
sarana 
produksi 
pangan 
sesuai 

TW III T O-13 
O-14 
F-01 

Feedback CAPA dari sarana 
produksi pangan tidak tepat 
waktu 
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dan 
ditindaklanj
uti sesuai 
ketentuan 

namun secara 
pelaksanaan lebih ke 
APD untuk printer jika 
tidak memungkinkan 
untuk pakai printer di 
sarana, beberapa 
menggunakan pertinggal 
BA softfile 

ketentuan 

9 Persentase 
fasilitas 
sarana 
distribusi 
Sediaan 
Farmasi 
yang 
diperiksa 
dan 
ditindaklanj
uti sesuai 
ketentuan 

1. Perubahan 
pelaksanaan renlak 
Distribusi OBA karena 
beberapa sarana tutup 
dan ada kegiatan 
BERKAWAN  dengan 
lokasi di Kecamatan 
Weru Sukoharjo 
2. Hasil pemeriksaan 
sarana klinik HORTUS 
MEDICUS 
(Karanganyar) 
pengadaan dari Instalasi 
Farmasi RS Sardjito ( 
satu kepemilikan yaitu 
KEMENKES dimana RS 
Sardjito sebagai 
pembina). pengadaan 
dan pengiriman obat 
secara rutin dr RS 
Sardjito. 

1. Mengirimkan 
nota dinas ke 
Ditwas OBA dan 
SK  tentang 
perubahan 
renlak 
pengawasan 
distribusi OBA 
2. Rencana 
pengiriman nota 
dinas ke BPOM 
di Yogyakarta 
untuk 
penelusuran 
tindak lanjut ke 
RS Sardjito 
untuk 
pemeriksaan 
lebih 
komprehensif.  

1.Pengiriman 
nota dinas 
melalui 
SRIKANDI 
tentang 
perubahan 
renlak 
pengawasan 
distribusi 
OBA 
2.Pemanggil
an APJ dan 
TL berupa 
nota dinas ke 
BPOM di 
Yogyakarta 
(menunggu 
arahan) 

TW III Y O-15 Keterlambatan pelaporan 
hasil pengawasan distribusi 
farmasi 

 

10 Persentase 
sarana 
distribusi 
Pangan 
Olahan 
yang 
diperiksa 
dan 
ditindaklanj
uti sesuai 

Monitoring rekomendasi 
dari sarana distribusi 
pangan perlu 
ditingkatkan 

melaksanakan 
pemeriksaan 
sarana distribusi 
pangan sesuai 
ketentuan  

melaksanaka
n 
pemeriksaan 
sarana 
distribusi 
pangan 
sesuai 
ketentuan  

TW III Y O-16, O-
17 

Rekomendasi belum 
ditindaklanjuti oleh sarana 
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ketentuan 

11 Persentase 
iklan 
sediaan 
farmasi dan 
pangan 
olahan yang 
diawasi 
sesuai 
ketentuan 

Ada revisi renlak 
kosmetik untuk jenis 
media iklan, karena 
terdapat inwas kosmetik 
daring pada bulan Mei, 
sehingga renlak juni 
mengalami revisi 

Melakukan 
monitoring 
pengawasan 
iklan dan 
timeline SIPT 

Melakukan 
monitoring 
pengawasan 
iklan dan 
timeline SIPT 

TW III Y O-18 Media iklan yang diawasi 
tidak sesuai 

 

12 Persentase 
label produk 
tembakau 
dan/atau 
rokok 
elektronik 
yang 
diawasi 
sesuai 
standar 

Tidak ada kendala Melakukan 
monev 
kesesuaian 
jumlah dan 
waktu pelaporan 
SIPT label rokok 
secara rutin 
setiap bulan. 

pelaksanaan 
pengawasan 
label 
tembakau 
dan 
pelaporan 
tepat waktu 

TW III Y O-19 Hasil pengawasan produk 
tembakau tidak mewakili 
terhadap produk yang 
beredar 

 

13 Persentase 
pemenuhan 
target 
pengendalia
n AMR di 
wilayah 
UPT 

- Bimtek AMR 
dilaksanakan bersama 
Kegiatan Bimtek DAK 
Kabupaten Sukoharjo 
(Rencana Bulan 
Agustus) karena tidak 
ada anggaran khusus. 
- Advokasi ke wilayah 
Kabupaten Wonogiri dan 
Kabupaten Sragen 
- Belum da perencanaan 
join inspeksi bersama 
linsek 

- Telah 
dilakukan 
advokasi ke 
Kabupaten 
Wonogiri  
- Perencanaan 
join inspeksi 
pada TW 3  

- Telah 
dilakukan 
advokasi ke 
Kabupaten 
Wonogiri 
dengan 
Setda pada 
tanggal 25 
Juni 2026 
- 
Perencanaan 
join inspeksi 
pada TW 3  

TW III Y O-20 Tingginya jumlah Apotek 
yang menyerahkan 
Antibiotika tanpa resep 
kepada pasien 
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14 Nilai 
pemenuhan 
Lab 
Pengujian 
Sediaan 
Farmasi 
dan Pangan 
Olahan 
sesuai 
Standar 
Kemampua
n 
Laboratoriu
m 

Pada bulan Juni, uji 
fungsi alat laboratorium 
berupa HPLC, 
timbangan semi mikro, 
mikropipet, makropipet, 
centrifuge, dan moisture 
analyzer telah selesai 
dilaksanakan. Namun, 
hingga Triwulan II, 
pengadaan beberapa 
alat laboratorium, yaitu 
oven, ultrasonic bath, 
dan vacuum manifold, 
masih mengalami 
keterlambatan karena 
belum adanya kepastian 
jadwal kedatangan 
barang impor. 
Penyelesaian 
pengadaan ditargetkan 
sesuai batas akhir 
kontrak pada bulan 
Agustus. 
 
Selain itu, hingga bulan 
Juni, pengadaan reagen 
dan media laboratorium 
masih terkendala karena 
beberapa item berstatus 
inden. Saat ini masih 
dilakukan survei harga 
dan pengecekan 
ketersediaan stok 
barang untuk 
mendukung kelancaran 
proses pengadaan. 

Melakukan 
percepatan 
koordinasi 
dengan 
penyedia untuk 
memastikan 
kedatangan alat 
laboratorium 
yang masih 
dalam proses 
impor sehingga 
uji fungsi dapat 
segera 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
ketentuan 
kontrak. Selain 
itu, 
mempercepat 
proses 
pengadaan 
reagen dan 
media melalui 
percepatan 
survei harga dan 
pemastian 
ketersediaan 
stok agar 
seluruh 
kebutuhan 
laboratorium 
dapat terpenuhi 
tepat waktu. 

Melakukan 
koordinasi 
intensif 
dengan 
penyedia 
untuk 
memastikan 
jadwal 
kedatangan 
alat 
laboratorium 
yang masih 
dalam proses 
impor sesuai 
dengan batas 
waktu 
kontrak pada 
bulan 
Agustus. 
 
Melaksanaka
n uji fungsi 
terhadap alat 
laboratorium 
segera 
setelah 
seluruh alat 
diterima. 
 
Mempercepa
t proses 
pengadaan 
reagen dan 
media 
melalui 
penyelesaian 
survei harga 
serta 
pemantauan 

TW III Y SDM-02 Keterbatasan kapasitas dan 
fungsi ruangan laboratorium 
yang tidak memadai  

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         182 / 286                         182 / 286



 

 

165 

ketersediaan 
stok agar 
pengadaan 
dapat segera 
direalisasikan
. 

15 Persentase 
Kabupaten/
Kota yang 
didampingi 
dalam 
pencapaian 
Kabupaten/
Kota 
Pangan 
Aman 

1. Penunjukan PIC 
Kabupaten Karanganyar 
baru ada di akhir April 
2026 
2. Pembagian tim dan 
jadwal pendampingan 
awal/pengawalan baru 
dilaksanakan akhir April 
2026 sehingga 
pendampingan 
awal/pengawalan baru 
dapat dilaksanakan 
mulai Mei 2026 
3. Adanya sedikit 
perbedaan format tools 
penilaian mandiri KKPA 
2026 dibandingkan 2025 
4. Terdapat 
Kabupaten/Kota yang 
belum didampingi awal 
terkait pengisian KKPA 
5. Terdapat isu 
perubahan kriteria 
pemilihan 
kabupaten/kota yang 
didampingi 
6. Belum mendapatkan 
tanggal pendampingan 
KKPA Kab. Karanganyar 
dan Kota Surakarta 

1. Follow-up 
secara intens 
dengan 
Sekretariat 
Daerah Kab. 
Karanganyar 
2. Komunikasi 
lebih lanjut 
dengan PIC 
KKPA 2026 
masing-masing 
kabupaten/kota 
terkait rencana 
pendampingan 
awal/pengawala
n di bulan Mei 
2026 
3. 
Menyampaikan 
informasi dan 
pengingat 
adanya 
perbedaan 
format tools 
penilaian 
mandiri KKPA 
2026 
dibandingkan 
2025 saat 
pendampingan 
awal/pengawala
n 
4. Komunikasi 

1. Follow-up 
secara intens 
dengan 
Sekretariat 
Daerah Kab. 
Karanganyar 
2. 
Komunikasi 
lebih lanjut 
dengan PIC 
KKPA 2026 
masing-
masing 
kabupaten/ko
ta terkait 
rencana 
pendampinga
n 
awal/pengaw
alan di bulan 
Mei 2026 
3. 
Menyampaik
an informasi 
dan 
pengingat 
adanya 
perbedaan 
format tools 
penilaian 
mandiri 
KKPA 2026 
dibandingkan 

1. April 2026 
2. Mei 2026 
3. Mei 2026 
4. Juni 2026 
5. Juni 2026 
6. Juli 2026 
7. Juli 2926 

Y STR-01 Koordinasi dengan 
pemerintah daerah dalam 
rangka pendampingan untuk 
pencapaian kota/kabupaten 
pangan aman belum optimal 
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lebih lanjut 
dengan PIC 
KKPA 2026 
masing-masing 
kabupaten/kota 
terkait rencana 
pendampingan 
awal di bulan 
Juni 2026 (Kab. 
Sukoharjo, Kab. 
Karanganyar, 
dan Kota 
Surakarta) 
5. Konsultasi 
lebih lanjut 
dengan unit 
pengampu 
terkait dokumen 
yang menjadi 
dasar 
perubahan 
kriteria dan 
mekanisme 
mengubah 
target 
kabupaten/kota 
6. Komunikasi 
lebih lanjut 
dengan PIC 
KKPA 2026 
masing-masing 
kabupaten/kota 
terkait rencana 
pendampingan 
awal di bulan 
Juli 2026 (Kab. 
Karanganyar 
dan Kota 
Surakarta) 

2025 saat 
pendampinga
n 
awal/pengaw
alan 
4. 
Komunikasi 
lebih lanjut 
dengan PIC 
KKPA 2026 
masing-
masing 
kabupaten/ko
ta terkait 
rencana 
pendampinga
n awal di 
bulan Juni 
2026 (Kab. 
Sukoharjo, 
Kab. 
Karanganyar, 
dan Kota 
Surakarta) 
5. Konsultasi 
lebih lanjut 
dengan unit 
pengampu 
terkait 
dokumen 
yang menjadi 
dasar 
perubahan 
kriteria dan 
mekanisme 
mengubah 
target 
kabupaten/ko
ta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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7. Bersurat 
resmi ke seluruh 
Sekda terkait 
progres 
pengisian PM 
KKPA sekaligus 
reminder 
deadline KKPA 
2026 

6. 
Komunikasi 
lebih lanjut 
dengan PIC 
KKPA 2026 
masing-
masing 
kabupaten/ko
ta terkait 
rencana 
pendampinga
n awal di 
bulan Juli 
2026 (Kab. 
Karanganyar 
dan Kota 
Surakarta) 
7. Bersurat 
resmi ke 
seluruh 
Sekda terkait 
progres 
pengisian PM 
KKPA 
sekaligus 
reminder 
deadline 
KKPA 2026 

16 Persentase 
sarana 
produksi 
pangan 
fortifikasi 
yang 
diperiksa 
dan 
ditindaklanj
uti sesuai 
ketentuan 

Penyesuaian jadwal 
pengujian untuk pangan 
fortifikasi khususnya 
produk minyak goreng 
sawit dari Balai Besar 
POM di Semarang 
semula disetujui dibagi 3 
bulan (Mei-Juni-Juli) 
berubah menjadi Mei 
dan Juni, sehingga 
jumlah realisasi 

Pemantauan 
hasil uji sampel 
pangan 
fortifikasi yang 
diuji di Balai 
Besar POM di 
Semarang 
Penyesuaian 
taget sarana 
produksi 
fortifikasi sesuai 

Pemantauan 
hasil uji 
sampel 
pangan 
fortifikasi 
yang diuji di 
Balai Besar 
POM di 
Semarang 
Penyesuaian 
taget sarana 

TW III Y O-21 Data base status keaktifan 
sarana produksi fortifikasi 
yang dijadikan dasar 
penentuan target tidak 
upadate 
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pengawasan bulan Juni 
dipadatkan, sehingga 
memperbesar realisasi. 
(Pengawasan fortifikasi 
tidak terlepas dari 
sampling pangan 
fortifikasi itu sendiri jika 
sarana memiliki produk) 

arahan dari 
Wasprod 
Pangan Olahan 

produksi 
fortifikasi 
sesuai 
arahan dari 
Wasprod 
Pangan 
Olahan 

17 Tingkat 
efektivitas 
KIE 
Sediaan 
Farmasi 
dan Pangan 
Olahan 
BPOM di 
Surakarta 

1. Terdapat tiga KIE Non 
DIPA (permohonan 
narasumber eksternal) 
ditengah padatnya 
kegiatan keterpaduan 
keamanan pangan dan 
tidak tersedia alokasi 
anggaran yang memadai 
bagi petugas pada April 
2026 
2. Tidak ada anggaran 
yang memadai untuk 
publikasi yang 
proper/layak untuk 
standar instansi 
pemerintah pusat pada 
April 2026 
3. Terdapat satu KIE 
Non DIPA (permohonan 
narasumber eksternal) 
tidak tersedia alokasi 
anggaran yang memadai 
bagi petugas pada Mei 
2026 
4. Terdapat satu 
Layanan Informasi Non 
DIPA berupa 
permohonan publikasi 
media yang masih 
belum jelas 
kategorisasinya pada 

1. Kolaborasi 
anggaran 
koordinasi yang 
memungkinkan 
untuk pengganti 
transpor atau 
menggunakan 
fasilitas mobil 
dinas kantor 
agar tetap dapat 
mengakomodir 
permohonan 
narasumber dari 
eksternal 
2. Menggunakan 
sarpras di ULPK 
UPT berupa 
publikasi media 
digital yang 
memanfaatkan 
TV Plasma 
3. Kolaborasi 
anggaran 
koordinasi yang 
memungkinkan 
untuk pengganti 
transpor atau 
menggunakan 
fasilitas mobil 
dinas kantor 
agar tetap dapat 

1. Kolaborasi 
anggaran 
koordinasi 
yang 
memungkink
an untuk 
pengganti 
transpor atau 
menggunaka
n fasilitas 
mobil dinas 
kantor agar 
tetap dapat 
mengakomod
ir 
permohonan 
narasumber 
dari eksternal 
2. 
Menggunaka
n sarpras di 
ULPK UPT 
berupa 
publikasi 
media digital 
yang 
memanfaatka
n TV Plasma 
3. Kolaborasi 
anggaran 
koordinasi 

1-2: April 
2026 
3-4: Mei 
2026 
5-6: Juni 
2026 

Y SDM-03 Audiens tidak memahami 
materi KIE yang diterima 
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Mei 2026 
5. Terdapat dua KIE Non 
DIPA (permohonan 
narasumber eksternal 
dan non target) tidak 
tersedia alokasi 
anggaran yang memadai 
bagi petugas pada Juni 
2026 
6. Terdapat satu 
Layanan Informasi Non 
DIPA berupa 
permohonan talkshow di 
radio sekaligus podcast 
di youtube yang masih 
belum jelas kategorisasi 
medianya serta tidak 
tersedia anggaran 
transpor pada Juni 2026 

mengakomodir 
permohonan 
narasumber dari 
eksternal 
4. Konsultasi 
dengan Biro 
Hukor sebagai 
unit kerja 
pengampu 
5. Kolaborasi 
anggaran 
koordinasi yang 
memungkinkan 
untuk pengganti 
transpor atau 
menggunakan 
fasilitas mobil 
dinas kantor 
agar tetap dapat 
mengakomodir 
permohonan 
narasumber dari 
eksternal dan 
kegiatan KIE 
lainnya 
6a. Konsultasi 
dengan Biro 
Hukor sebagai 
unit kerja 
pengampu 
6b. Kolaborasi 
anggaran 
koordinasi yang 
memungkinkan 
untuk pengganti 
transpor  

yang 
memungkink
an untuk 
pengganti 
transpor atau 
menggunaka
n fasilitas 
mobil dinas 
kantor agar 
tetap dapat 
mengakomod
ir 
permohonan 
narasumber 
dari eksternal 
4. Konsultasi 
dengan Biro 
Hukor 
sebagai unit 
kerja 
pengampu 
5. Kolaborasi 
anggaran 
koordinasi 
yang 
memungkink
an untuk 
pengganti 
transpor atau 
menggunaka
n fasilitas 
mobil dinas 
kantor agar 
tetap dapat 
mengakomod
ir 
permohonan 
narasumber 
dari eksternal Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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dan kegiatan 
KIE lainnya 
6a. 
Konsultasi 
dengan Biro 
Hukor 
sebagai unit 
kerja 
pengampu 
6b. 
Kolaborasi 
anggaran 
koordinasi 
yang 
memungkink
an untuk 
pengganti 
transpor  

18 Jumlah 
Sekolah 
yang 
melaksanak
an 
pembudaya
an 
keamanan 
pangan 

1. Advokasi diundur 1 
minggu karena 
menyesuaikan jadwal 
Wali Kota 
2. Sosialisasi Keamanan 
Pangan dilaksanakan 
secara daring karena 
efisiensi anggaran, 
terdapat beberapa 
peserta yang mengalami 
kendala jaringan 
3. Bimtek KKPS 
dilaksanakan secara 
luring namun terdapat 
kendala keterbatasan 
anggaran paket meeting 
4. KKPS memiliki 
kesibukan masing-
masing sehingga data 
dukung implementasi 
kegiatan belum 

1. 
Melaksanakan 
Advokasi Lintas 
Sektor. 
2. 
Melaksanakan 
Sosialisasi 
Keamanan 
Pangan. 
3. 
Melaksanakan 
Bimtek 
Keamanan 
Pangan untuk 
Kader 
Keamanan 
Pangan 
Sekolah. 
4. 
Melaksanakan 
Monitoring dan 

1. 
Melaksanaka
n Advokasi 
Lintas 
Sektor. 
2. 
Melaksanaka
n Sosialisasi 
Keamanan 
Pangan. 
3. 
Melaksanaka
n Bimtek 
Keamanan 
Pangan 
untuk Kader 
Keamanan 
Pangan 
Sekolah. 
4. 
Melaksanaka

April--Juni 
2026 

Y O-25 Intervensi Keamanan 
Pangan kepada Komunitas 
Sekolah oleh Kader 
Keamanan Pangan Sekolah 
belum dilakukan secara 
maksimal 
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diunggah 
5. Penentuan jadwal 
Monitoring dan 
Sertifikasi serta 
penilaian untuk PBKPKS 
di bulan Juni 2026 
terkendala adanya 
jadwal ujian dan libur 
sekolah 

Sertifikasi 
Sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan 
pangan. 

n Monitoring 
dan 
Sertifikasi 
Sekolah yang 
melaksanaka
n 
pembudayaa
n keamanan 
pangan. 

19 Jumlah 
desa 
pangan 
aman 

1. Advokasi diundur 1 
minggu karena 
menyesuaikan jadwal 
Wali Kota 
2. Pelatihan KKPD 
dilaksanakan secara 
luring namun terdapat 
kendala keterbatasan 
anggaran paket meeting 
3. Desa yang 
diintervensi tahun 
sebelumnya belum 
menyampaikan realisasi 
rencana aksi pada 
triwulan I 2026 
4. Pelaporan kegiatan 
KKPD bulan Mei 2026 
memerlukan waktu 
tambahan karena 
adanya KKPD yang 
sedang penyembuhan 
pasca operasi 
5. TKPD memerlukan 
waktu tambahan dalam 
menentukan komunitas 
yang diundang bimtek 
agar dapat dipastikan 
kehadirannya 
6. Pelaporan kegiatan 
KKPD bulan Juni 2026 

1. Pelaksanaan 
tahapan 
program sesuai 
POA dan jadwal 
Wali Kota (untuk 
advokasi) 
2. Pelatihan 
KKPD 
dilaksanakan 
luring dengan 
meminjam 
ruangan di 
Kelurahan yang 
diintervensi 
3. Pengawalan 
desa yang 
diintervensi 
tahun 
sebelumnya 
secara intensif 
melalui 
narahubung 
TKPD termasuk 
Kepala Desa 
dengan 
menyediakan 
link 
menyampaikan 
laporan realisasi 
rencana aksi 

1. 
Pelaksanaan 
tahapan 
program 
sesuai POA 
dan jadwal 
Wali Kota 
(untuk 
advokasi) 
2. Pelatihan 
KKPD 
dilaksanakan 
luring dengan 
meminjam 
ruangan di 
Kelurahan 
yang 
diintervensi 
3. 
Pengawalan 
desa yang 
diintervensi 
tahun 
sebelumnya 
secara 
intensif 
melalui 
narahubung 
TKPD 
termasuk 

April--Juni 
2026 

Y R-01 Tidak seluruh tahapan 
program desa pangan aman 
dlaksanakan 
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memerlukan waktu 
tambahan karena 
adanya TKPD yang sakit 
dan memerlukan rawat 
inap 
7. Terdapat peserta 
bimtek dari komunitas 
remaja dan ibu hamil 
yang kesulitan dihubungi 
pada saat hari H 

yang 
memudahkan 
4. Memberikan 
waktu tambahan 
khusus untuk 
KKPD yang 
sedang 
penyembuhan 
pasca operasi 
5. Memberikan 
informasi 
tambahan 
bahwa jika 
sewaktu-waktu 
peserta 
berhalangan 
hadir dapat 
diganti peserta 
lain sepanjang 
masih dalam 
kelompok 
komunitas yang 
sama 
6. Memberikan 
waktu tambahan 
untuk TKPD 
menyelesaikan 
laporan resmi 
mengingat 
laporan informal 
telah 
diinformasikan 
melalui WAG 
7. TKPD dan 
KKPD 
menghubungi 
keluarga peserta 
sehingga 
peserta dapat 

Kepala Desa 
dengan 
menyediakan 
link 
menyampaik
an laporan 
realisasi 
rencana aksi 
yang 
memudahkan 
4. 
Memberikan 
waktu 
tambahan 
khusus untuk 
KKPD yang 
sedang 
penyembuha
n pasca 
operasi 
5. 
Memberikan 
informasi 
tambahan 
bahwa jika 
sewaktu-
waktu 
peserta 
berhalangan 
hadir dapat 
diganti 
peserta lain 
sepanjang 
masih dalam 
kelompok 
komunitas 
yang sama 
6. 
Memberikan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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mengikuti 
rangkaian 
bimtek dan 
materi yang 
terlewat akan 
disampaikan 
secara personal 
saat fasilitasi 
keamanan 
pangan 

waktu 
tambahan 
untuk TKPD 
menyelesaik
an laporan 
resmi 
mengingat 
laporan 
informal telah 
diinformasika
n melalui 
WAG 
7. TKPD dan 
KKPD 
menghubungi 
keluarga 
peserta 
sehingga 
peserta 
dapat 
mengikuti 
rangkaian 
bimtek dan 
materi yang 
terlewat akan 
disampaikan 
secara 
personal saat 
fasilitasi 
keamanan 
pangan 

20 Jumlah 
pasar 
pangan 
aman 
berbasis 
komunitas 

1. Pengadaan Produk 
Informasi yang 
jumlahnya tidak sesuai 
dengan perencanaan 
akibat kenaikan harga  
2. Revisi anggaran 
terkait penajaman yang 
belum jelas 

1. Telah 
dilakukan 
penyesuaian 
jumlah 
pengadaan 
produk informasi 
sesuai dengan 
harga terkini. 

1. Telah 
dilakukan 
penyesuaian 
jumlah 
pengadaan 
produk 
informasi 
sesuai 

April--Juni 
2026 

Y O-26 Tahapan PPABK tidak diikuti 
oleh seluruh OPD 
(Organisasi Perangkat 
Daerah) yang  berkaitan 
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keputusannya sehingga 
tidak dapat melakukan 
revisi anggaran untuk 
dialokasikan ke 
pengadaan produk 
informasi  
3. Advokasi diundur 1 
minggu karena 
menyesuaikan jadwal 
Wali Kota 
4. Keterbatasan 
anggaran dalam 
penentuan lokasi Bimtek 
Komunitas yang 
memudahkan perjalanan 
peserta dari pasar 
5. Banyaknya libur 
nasional di bulan Mei 
2026 sehingga kendala 
dalam penentuan jadwal 
Pengawasan Keamanan 
Pangan Tahap 1  
6. Keterbatasan jumlah 
leaflet untuk sosialisasi 
oleh tim keamanan 
pasar ke pedagang 
pasar akibat kenaikan 
harga biaya cetak 

2. Telah 
ditetapkan revisi 
anggaran 
penajaman 
sehingga dapat 
melakukan revisi 
anggaran 
reguler untuk 
dialokasikan ke 
pengadaan 
produk 
informasi.  
3. Melakukan 
advokasi sesuai 
jadwal Wali 
Kota. 
4. Melakukan 
Bimtek 
Komunitas 
Pasar pada 
tanggal 06 Mei 
2026 di Solo 
Grand City Hotel  
5. Melakukan 
Kegiatan 
Pengawasan 
Keamanan 
Pangan Tahap 1 
pada minggu ke-
4 bulan Mei 
2026 
6. Melakukan 
revisi anggaran 
untuk 
penambahan 
pencetakan 
PIKP  

dengan 
harga terkini. 
2. Telah 
ditetapkan 
revisi 
anggaran 
penajaman 
sehingga 
dapat 
melakukan 
revisi 
anggaran 
reguler untuk 
dialokasikan 
ke 
pengadaan 
produk 
informasi.  
3. Melakukan 
advokasi 
sesuai jadwal 
Wali Kota. 
4. Melakukan 
Bimtek 
Komunitas 
Pasar pada 
tanggal 06 
Mei 2026 di 
Solo Grand 
City Hotel  
5. Melakukan 
Kegiatan 
Pengawasan 
Keamanan 
Pangan 
Tahap 1 
pada minggu 
ke-4 bulan 
Mei 2026 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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6. Melakukan 
revisi 
anggaran 
untuk 
penambahan 
pencetakan 
PIKP  

21 Persentase 
UMKM 
yang 
didampingi 
dan 
memperole
h 
rekomenda
si sertifikat 
cara 
pembuatan 
OBA, Kos 
yang baik 
dan/atau IP 
CPPOB 
pangan 
olahan  

Berupaya UMK target 
tidak berhenti ditengah 
jalan sehingga 
pendampingan berjalan 
sesuai dengan tahapan 
Terjadi penurunan target 
UMKM yang didampingi, 
mempengaruhi capaian 
kinerja akhir tahun. 
masih dilakukan 
koordinasi di pusat 
terkait penyesuaian 
jumlah UMKM yg 
didampingi dalam rentra 
2025-2029 

Melakukan 
monitoring 
proses e-
sertifikasi 
Penmo 

Melakukan 
monitoring 
proses e-
sertifikasi 
Penmo 

TW III Y O-24, 
STR-02 

UMK yang belum selesai 
berproses IP CPPOB 

 

22 Persentase 
Keberhasila
n 
Penyidikan 
Kejahatan 
Sediaan 
Farmasi 
dan Pangan 
Olahan 
BPOM di 
Surakarta 

Tidak/belum dilakukan 
penahanan terhadap 
tersangka 

Menyelesaikan 
Berkas Perkara 
hingga tahap 2 
(penyerahan BB 
dan TSK ke 
JPU) 

Telah 
melakukan 
kegiatan 
penindakan 
terhadap TO 
yang sudah 
ditargetkan 

TW 3 Tahun 
2026 

Y O-22, F-
03, K3-01, 

H-01 

Terjadinya gugatan 
praperadilan terhadap PPNS 
dalam pelaksanaan 
penyidikan 
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23 Persentase 
Laporan 
Analisis 
Kejahatan 
Sediaan 
Farmasi 
dan Pangan 
Olahan 
yang 
diselesaika
n sesuai 
standar 

Tidak ada kendala - Melakukan 
pelaporan patroli 
siber dan 
profiling siber 
tepat waktu 
(sebelum tgl 25 
setiap bulannya) 
- Pembuatan 
penyusunan 
rencana analisis 
kejahatan obat 
dan makanan 

- Melakukan 
pelaporan 
patroli siber 
dan profiling 
siber tepat 
waktu 
(sebelum tgl 
25 setiap 
bulannya) 
- Pembuatan 
penyusunan 
rencana 
analisis 
kejahatan 
obat dan 
makanan 

Hingga TW 4 Y O-23 Laporan analisis kejahatan 
obat dan makanan tidak 
diselesaikan tepat waktu 

 

24 Indeks 
Pelayanan 
Publik 
BPOM di 
Surakarta 

Tidak ada kendala - Pelaporan 
Pelaksanaan 
FKP Tahun 
32026, TL FKP 
Tahun 2025, 
dan SP Tahun 
2026 ke Biro 
Hukor. 
- Penetapan 
kembali SP 
tahun 2026 dan 
Maklumat 
Pelayanan 
Tahun 2026 
(Kepala Balai 
Baru) serta 
publikasi SP dan 
Maklumat 
Pelayanan. 
- Pelaksanaan 
layanan publik 
sesuai dengan 
Standar 

- Melaporkan 
Pelaksanaan 
FKP Tahun 
32026, TL 
FKP Tahun 
2025, dan SP 
Tahun 2026 
ke Biro 
Hukum dan 
Organisasi 
- 
Menetapkan, 
publikasi dan 
sosialisasi 
Standar 
Pelayanan 
dan 
Maklumat 
Pelayanan 
tahun 2026.  
- 
Melaksanaka
n pelayanan 

TW 3 Tahun 
2026 

Y R-02 Pemberian layanan terhadap 
masyarakat kurang 
memuaskan 
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pelayanan 
- Monev 
kegiatan 
layanan publik 
informasi dan 
pengaduan dan 
sertifikasi per 
bulan. 

publik sesuai 
dengan 
Standar 
Pelayanan 
tahun 2026 
- Monev 
kegiatan 
layanan 
publik 
informasi dan 
pengaduan 
dan 
sertifikasi per 
bulan. 

25 Nilai 
Pembangun
an ZI 
BPOM di 
Surakarta 

Realisasi dapat 
diperoleh pada saat 
akhir tahun di B12. Nota 
Dinas dari Inspektur 
Utama NOMOR: 
PI.06.06.7.06.26.317 
Penyampaian Hasil 
Penilaian Evaluasi Zona 
Integritas oleh Tim 
Penilai Internal (TPI) 
Tahun 2026 pada 
tanggal 19 Juni 2026 
Inspektorat Utama telah 
melaksanakan desk 
evaluasi dan panel 
penilaian atas 
pembangunan Zona 
Integritas (ZI) menuju 
Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM) 
kepada seluruh unit 
kerja BPOM. Dalam 
pelaksanaan desk 

1)Melakukan 
evaluasi 
menyeluruh 
terhadap hasil 
penilaian ZI : 
Identifikasi area 
pengungkit dan 
area hasil yang 
memperoleh 
nilai rendah. 
Analisis akar 
penyebab (gap 
analysis) 
terhadap 
indikator yang 
belum terpenuhi. 
2) Memperkuat 
implementasi 
enam area 
perubahan : 
Manajemen 
perubahan. 
Penataan tata 
laksana. 
Penataan sistem 

1)Melakukan 
evaluasi 
menyeluruh 
terhadap 
hasil 
penilaian ZI : 
Identifikasi 
area 
pengungkit 
dan area 
hasil yang 
memperoleh 
nilai rendah. 
Analisis akar 
penyebab 
(gap 
analysis) 
terhadap 
indikator 
yang belum 
terpenuhi. 
2) 
Memperkuat 
implementasi 
enam area 

TW III T - Tidak terpenuhinya nilai ZI 
sehingga belum bisa 
mendapatkan predikat WBK 
mandiri 
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evaluasi dan penentuan 
unit kerja yang akan 
diajukan untuk 
memperoleh predikat 
WBK/WBBM, Tim 
Penilai Internal (TPI) 
Inspektorat Utama 
mengacu pada 
Keputusan Kepala 
BPOM nomor 119 tahun 
2026 tentang Pedoman 
Pembangunan dan 
Evaluasi Zona Integritas 
Menuju WBK dan 
WBBM pada Unit Kerja 
di Lingkungan BPOM. 
Balai POM di Surakarta 
untuk Nilai ZI 
memperoleh 84.56 dan 
Capaian Kinerja B (3.75) 
Tidak Memenuhi Syarat 
karena nilai total LKE 
kurang dari 85 dari 
target 78.43 

manajemen 
SDM. 
Penguatan 
akuntabilitas. 
Penguatan 
pengawasan. 
Peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
publik. 
3) Meningkatkan 
kualitas 
evidence 
Pastikan setiap 
evidence 
menunjukkan 
implementasi 
nyata, bukan 
hanya dokumen 
administratif. 
Lengkapi data 
dukung dengan 
hasil monitoring, 
evaluasi, 
inovasi, dan 
dampak yang 
terukur. 
4) Melakukan 
benchmarking 
Belajar dari 
satuan kerja 
yang telah 
memperoleh 
predikat WBK. 
Mengadopsi 
praktik baik 
(best practices) 
yang sesuai 
dengan 

perubahan : 
Manajemen 
perubahan. 
Penataan 
tata laksana. 
Penataan 
sistem 
manajemen 
SDM. 
Penguatan 
akuntabilitas. 
Penguatan 
pengawasan. 
Peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
publik. 
3) 
Meningkatka
n kualitas 
evidence 
Pastikan 
setiap 
evidence 
menunjukkan 
implementasi 
nyata, bukan 
hanya 
dokumen 
administratif. 
Lengkapi 
data dukung 
dengan hasil 
monitoring, 
evaluasi, 
inovasi, dan 
dampak yang 
terukur. 
4) Melakukan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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karakteristik unit 
kerja. 
5) Meningkatkan 
komitmen 
pimpinan dan 
keterlibatan 
seluruh pegawai 
Penguatan 
budaya 
integritas. 
Monitoring rutin 
terhadap 
pelaksanaan 
rencana aksi ZI. 
6)Melaksanakan 
pendampingan 
dan reviu 
internal 
Memanfaatkan 
APIP/Tim 
Penjamin 
Kualitas untuk 
melakukan 
simulasi 
penilaian 
sebelum 
pengajuan. 

benchmarkin
g 
Belajar dari 
satuan kerja 
yang telah 
memperoleh 
predikat 
WBK. 
Mengadopsi 
praktik baik 
(best 
practices) 
yang sesuai 
dengan 
karakteristik 
unit kerja. 
5) 
Meningkatka
n komitmen 
pimpinan dan 
keterlibatan 
seluruh 
pegawai 
Penguatan 
budaya 
integritas. 
Monitoring 
rutin 
terhadap 
pelaksanaan 
rencana aksi 
ZI. 
6)Melaksana
kan 
pendampinga
n dan reviu 
internal 
Memanfaatka
n APIP/Tim Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Penjamin 
Kualitas 
untuk 
melakukan 
simulasi 
penilaian 
sebelum 
pengajuan. 

26 Nilai AKIP 
BPOM di 
Surakarta 

Rapat Progresif 
terkadang dilaksanakan 
di atas tanggal 10 yang 
mengakibatkan 
pelaporan menjadi 
lambat 

Dateline 
pelaporan 
monev Juni 
2026 telah 
dilaporkan 
secara tepat 
waktu dengan 
mempertimbang
kan waktu yang 
ada  : 
1. RHPK : 10 
Juli 2026 

2. ⁠Simetris : 10 
Juli 2026 

3. ⁠Monev 
Bappenas : 15 
Juli 2026 
4 LEI : 15 Juli 
2026 
5. lapkin Interim 
: 20 Juli 2026 

Mengkoordin
asikan 
kepada 
Ketua Tim 
dan 
Penanggung 
Jawab IKU 
kedepannya 
agar dapat 
melaporkan 
realisasi 
kinerja 
secara tepat 
waktu 

TW III Y O-27 , 
SDM - 13, 
SDM - 09 

Tidak terpenuhinya nilai 
AKIP 

 

27 Nilai Kinerja 
Anggaran 
BPOM di 
Surakarta 

Salah satu komponen 
pembentuk IKPA yaitu 
penyerapan anggaran 
nilainya masih di bawah 
target nasional 

Melakukan revisi 
halaman III DIPA 
sesuai target 
nasional 

Tetap 
memonitoring 
capaian RPD  

TW III Y O - 28 Ketidaksesuaian capaian 
output dengan realisasi  
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28 Indeks 
Manajemen 
Risiko 
BPOM di 
Surakarta 

Nilai tahun 2025 sama 
dengan tahun 2024. 
Diharapkan setelah 
adanya review dapat 
diperbaiki, sehingga 
dapat meningkatkan nilai 
maturitas. 

Melakukan 
tindakan 
perbaikan 
sesuai 
rekomendasi 
dari nota dinas 
Inspektur Utama 
no 
PI.06.07.7.01.26
.188 tanggal 15 
Januari 2026 

Kegiatan 
yang 
dilakukan 
pada TW I 
dan TW II  
2026  
dengan 
rincian setiap 
bulannya : 
Realisasi 
Kinerja di 
bulan Januari 
: 
1. Analisa 
daftar risiko 
oleh katim  
2. 
Penyusunan 
daftar risiko 
dan 
penentuan 
risk residual 
oleh Tim 
SPIP 
3. Reviu 
daftar risiko 
oleh Auditor 
Internal 
4. Upload 
daftar risiko 
melalui 
SAPA APIP 
pada tanggal 
20 Januari 
2026 
Realisasi 
Kinerja di 
bulan 
Februari : 

TW IV Y STR-04 Keterlambatan pengiriman 
daftar risiko melalui SAPA 
APIP setiap semester. Belum 
tercapainya nilai maturitas 
BPOM di Surakarta. 
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1. 
Menerbitkan 
nota dinas 
terkait tindak 
lanjut dari 
rekomendasi 
hasil 
penilaian 
maturitas 
2025 oleh 
Inspektorat 
(draft) 
2. Melakukan 
sosialisasi 
hasil 
penilaian 
maturitas 
2025 
3. Melakukan 
sosialisasi 
daftar risiko 
semester 1 
tahun 2026 
4. Mengelola 
daftar risiko 
untuk pokja 
(dalam 
tahapan reviu 
oleh tim AI) 
Realisasi 
Kinerja di 
bulan Maret : 
1. Revisi 
daftar risiko 
semester I 
tahun 2026 
dan telah 
diupload 
melalui Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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SAPAAPIP, 
daftar risiko 
telah 
mencakup 
IKU Utama 
dan kegiatan 
POKJA RB 
2. Tagging 
risiko telah 
dilaksanakan 
disetiap IKU 
dalam SKP 
Realisasi 
Kinerja di 
bulan April - 
Juni : 
1. 
Penyusunan 
Kertas Kerja 
dengan 
dilengkapi 
data dukung 
masing-
masing 
atribute. 
2. 
Refreshment 
terkait 
manajemen 
risiko dari 
Inspektorat I 
pada tanggal 
5 Juli 2026 
secara daring 
melalui zoom 
dan youtube 
channel. 
3. 
Permohonan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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pendampinga
n Inspektorat 
I terkait 
peningkatan 
nilai 
maturitas 
BPOM 
Surakarta. 
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3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 
 

 
Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Balai POM di Surakarta 

 

 
No Indikator Kendala/Permasalaha

n TW Sebelumnya 
Rekomendasi TW 

Sebelumnya 
Rencana Tindak Lanjut TW 

Sebelumnya 
Status Progres TL 

Rekomendasi 
Timelin

e 
Apakah 
sudah 
dikelol

a 
sebaga
i risiko 
(Y/T)* 

Kode Risiko Peristiwa 
Risiko 

 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  

1 Persentase sampel 
Sediaan Farmasi 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

1. Pemenuhan SLA 
Pelaporan belum 
sepenuhnya sesuai 
karena kurang 
koordinasi internal. 
2. Pembersihan pasar 
produk OT dan 
Kosmetik sebagai tindak 
lanjut dari Surat dari 
Pusat belum dapat 
dilaksanakan secara 
rutin setiap bulan. 
3. Perhitungan DO 
masih menggunakan 
perhitungan 2025. 

1. Peningkatan 
koordinasi internal 
(Setelah MT 
meneruskan untuk 
informasi agar dapat 
dilanjutkan) 
2. Penjadwalan 
pembersihan pasar 
sesuai Surat TL / 
Kegiatan dilaksanakan 
bersama dengan 
pemeriksaan rutin. 
3. Tetap menggunakan 
perhitungan DO yang 
lama sambil menunggu 
DO baru 

1. Melakukan koordinasi internal 
(Setelah MT meneruskan untuk 
informasi agar dapat dilanjutkan) 
setiap akhir bulan/ setiap ada 
hasil uji yang telah terbit 
2. Menjadwalkan pembersihan 
pasar sesuai Surat TL / Kegiatan 
dilaksanakan bersama dengan 
pemeriksaan rutin. 
3. Perhitungan sementara 
menggunakan DO lama 

Closed 1. Koordinasi antara MT 
dan bagian pemeriksaan 
(sampling) dilakukan 
setiap terdapat hasil uji 
yang keluar. 
2. Telah dilakukan 
pembersihan pasar 
berkala 
3. Perhitungan DO baru 
telah keluar sehingga 
dilakukan penyesuaian 
perhitungan pada RHPK 

TW II Y O-1 
O-2 
SDM-3 

Pelaksanaan 
sampling tidak 
sesuai dengan 
renlak sampling 
BPOM di 
Surakarta yang 
telah disetujui 
(O-1) 
Hasil uji yang 
dilaporkan oleh 
balai penguji 
lain tidak real 
time (O-2) 
Kesalahan 
penginputan 
kesimpulan 
akhir di role MT 
Balai POM di 
Surakarta 
(SDM-01) 
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2 Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang telah 
melaporkan 
KTD/ESO ke BPOM 

1. Pelaksanaan KIE 
baru dapat paling cepat 
Mei 2026 karena 
adanya libur Idulfitri 
pada bulan Maret 2026 
dan rencana tahapan 
kegiatan program 
Keterpaduan Keamanan 
Pangan pada bulan 
April 2026. 
2. Revisi anggaran 
sebelumnya belum ada 
keputusan sehingga 
kegiatan monev 
pelaporan KTD ESO 
masih dapat berubah-
ubah sesuai dengan 
hasil revisi anggaran 

Januari 2026: 
1. Rapat pembentukan 
tim PV dan pembagian 
jobdesc/MPH. 
2. Menyusun draf 
undangan peserta. 
3. Menyusun format 
monitoring anggaran. 
 
Februari 2026 
1. Penetapan lokasi 
bimtek rencana hybrid di 
PLUT (luring) dan zoom 
(daring)/opsi aula Dinkes 
Surakarta/BNI, namun 
berdasarkan revisi 
anggaran kegiatan 
menjadi dilakukan 
secara daring 
2. Menetapkan 
narasumber  
 
Maret 2026 
Fokus persiapan 
pelaksanaan KIE PV, 
antara lain: 
1. Menyusun draft 
undangan ke peserta  
2. Membuat WAG 
undangan bimtek  
3. membuat link 
pendaftaran bimtek  
4. Penyusunan Materi 
Bimtek  
5. Menyusun Pretest 
dan Postest  
6. Membuat Desain 
Sertifikat dan Virtual 
Background  

Januari 2026: 
1. Rapat pembentukan tim PV 
dan pembagian jobdesc/MPH. 
2. Menyusun draf undangan 
peserta. 
3. Menyusun format monitoring 
anggaran. 
 
Februari 2026: 
1. Penetapan lokasi bimtek 
rencana hybrid di PLUT (luring) 
dan zoom (daring)/opsi aula 
Dinkes Surakarta/BNI, namun 
berdasarkan revisi anggaran 
kegiatan menjadi dilakukan 
secara daring 
2. Menetapkan narasumber  
 
Maret 2026: 
Fokus persiapan pelaksanaan 
KIE PV, antara lain: 
1. Menyusun draft undangan ke 
peserta  
2. Membuat WAG undangan 
bimtek  
3. membuat link pendaftaran 
bimtek  
4. Penyusunan Materi Bimtek  
5. Menyusun Pretest dan Postest  
6. Membuat Desain Sertifikat dan 
Virtual Background  

Closed Telah melakukan 
persiapan pelaksanaan 
KIE PV, antara lain: 
1. Menyusun draft 
undangan ke peserta  
2. Membuat WAG 
undangan bimtek  
3. membuat link 
pendaftaran bimtek  
4. Penyusunan Materi 
Bimtek  
5. Menyusun Pretest 
dan Postest  
6. Membuat Desain 
Sertifikat dan Virtual 
Background  

April-Mei 
2026 

Y O-3 Sarana yang 
telah diberikan 
bimtek tidak 
melaporkan 
KTD ESO 

 

3 Persentase sampel 
pangan olahan 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

Penetapan target dan 
jumlah sampel sesuai 
kesiapan balai penguji 

Monitoring pelaksanaan 
kegiatan sampling dan 
hasil pengujian 

Telah dilakukan monitoring 
kegiatan sampling pada TW 2 

Closed telah dilakukan 
koordinasi dengan 
BBPOM di Semarang 
sebagai balai penguji 
dan telah dilakukan 
sampling sesuai renlak 

TW III 
2026 

Y O-4; O-5 Pelaporan Hasil 
Uji melalui SIPT 
melebihi 
timeline 
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4 Persentase sampel 
KLB keracunan 
pangan yang diuji 
sesuai standar 

Tim Satgas KLB 
Kabupaten Wonogiri 
tidak memberikan 
informasi insiden 
keracunan makanan 
pada 7 Mei 2026 
tersebut ke BPOM di 
Surakarta pada saat 
kejadian, meskipun 
sudah dilakukan 
advokasi ke Sekda 
Kabupaten Wonogiri 
pada 2025, tentang 
permohanan 
keikutsertaan BPOM di 
Surakarta pada setiap 
penanganan kejadian 
KLP KP di Wilayah 
Kerja Kabupaten 
Wonogiri. 
 
Penelusuran informasi 
baru dilakukan setelah 
ada informasi dari wa 
group KLP KP BPOM 
pada 10 Mei 2026 

Melakukan Koordinasi 
dengan DKK 
Kabupaten/Kota 

Melakukan koordinasi dengan 
DKK dan SPPG tempat kejadian 
KLB 

Open Telah melakukan 
koordinasi dengan DKK 
dan inspeksi lapangan 
dengan SPPG setempat 
selaku pihak yang 
bertanggung jawab. 

TW III 
2026 

Y O-6 BPOM di 
Surakarta 
terlambat 
mendapat 
informasi KLB 
Pangan dari 
Tim KLB 
Kabupaten/Kota 

 

5 Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

- Monitoring pelaksanaan 
kegiatan sampling dan 
hasil pengujian 

Melakukan sampling sampel 
PIRT sesuai ketentuan 

Closed Melakukan sampling 
PIRT sejumlah 3 sampel 
dan sudah ditindaklanjuti 
untuk sampel TMS 

TW II Y O-7 Penyelesaian 
pengujian 
sampel PIRT 
oleh balai 
penguji melebihi 
timeline yang 
telah ditetapkan 

 

6 Persentase 
keputusan/rekomend
asi  hasil pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

Feedback CAPA dari 
sarana distribusi dan 
saryanfar tidak 
disampaikan tepat 
waktu 

1. update informasi dari 
masing-masing PIC  
2. pengiriman surat 
tindak lanjut ke pelaku 
usaha tepat waktu dan 
monev melalui tools 
BIDK KINERJA 

1. update informasi dari masing-
masing PIC  
2. pengiriman surat tindak lanjut 
ke pelaku usaha tepat waktu dan 
monev melalui tools BIDK 
KINERJA  

Closed 1. menyusun Tools 
BIDIK KINERJA 
,sosialisasi dan 
pengisian tepat waktu 
2. mendokumentasikan 
pengiriman surat 
rekomendais hasil 
pengawasan 

TW II Y O-10 Feedback CAPA 
dari sarana 
distribusi dan 
saryanfar tidak 
disampaikan 
tepat waktu 

 

7 Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

"1. Perubahan struktur 
anggaran pengawasan  
akibat pergeseran 
anggaran 
2.KondisiAPD ( laptop 
dan tindak lanjut laptop 
yang rusak berat) untuk 
menunjang kinerja saat 
pengawasan 
" 

1. Pelaksanaan kegiatan 
menyesuikan target awal 
tahun 
2. pengajuan perbaikan 
APD ke bagian IT 

 1. Pelaksanaan kegiatan 
pengawasan sesuai renlak dari 
Roren 
2. Perbaikan APD ke bagian IT 

Open Perbaikan 1 PC dan 
hibah laptop Kabalai ke 
fungsi Pemeriksaan, 
namun masih ada 1 PC 
yang rusak dan 2 laptop 
perlu perbaikan baterei 
serta kurang printer 
portabel. 

TW II T - Pemenuhan 
sarana dan 
prasarana saat 
melakukan 
kegiatan 
pengawasan 
kurang 
sehingga waktu 
pengawasan 
menjadi lebih 
lama 
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8 Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

Pemeriksaan 
berdasarkan target 
pergeseran, belum 
sesuai dengan 
perencanaan / target 
awal 

melaksanakan 
pemeriksaan sarana 
produksi pangan sesuai 
ketentuan 

melaksanakan pemeriksaan 
sarana produksi pangan sesuai 
ketentuan 

Closed Monitoring pelaksanaan 
kegiatan pemeriksaan 
sarana produksi pangan 
olahan 

TW II Y O-13 
O-14 
F-01 

Belum ada tools 
monitoring 
keterlambatan 
pelaporan hasil 
pemeriksaan 
sarana produksi 
pangan olahan 

 

9 Persentase fasilitas 
sarana distribusi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

Pelaporan sarana 
distribusi obat melebihi 
timeline 

Melakukan monev 
secara rutin untuk 
memastikan bahwa 
capaian dapat terpenuhi 

Melakukan monev secara rutin 
untuk memastikan bahwa 
capaian dapat terpenuhi 

Closed Melakukan monev 
secara rutin dan 
berkelanjutan 

akhir 
TW2 

Y O-15 Keterlambatan 
pelaporan hasil 
pengawasan 
distribusi farmasi 

 

10 Persentase sarana 
distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

Tidak ada kendala melaksanakan 
pemeriksaan sarana 
distribusi pangan sesuai 
ketentuan dan akan 
menambahkan 
kekurangan target TW 1 
sebanyak 2 sarana di 
TW 2 

Telah melaksanakan 
pemeriksaan sarana distribusi 
pangan sesuai ketentuan 

Closed Melakukan monev 
secara rutin dan 
berkelanjutan 

TW II Y O-10 Keterlambatan 
pelaporan hasil 
pengawasan 
distribusi 
pangan olahan 
melalui SIPT 

 

11 Persentase iklan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

Pelaporan sarana 
distribusi obat melebihi 
timeline 

Melakukan monev 
secara rutin untuk 
memastikan bahwa 
capaian dapat terpenuhi 

Melakukan monev secara rutin 
untuk memastikan bahwa 
capaian dapat terpenuhi melalui 
Aplikasi BIDIK KINERJA 

Closed Melakukan monev 
secara rutin dan 
berkelanjutan melalui 
tools BIDIK KINERJA 

akhir 
TW2 

Y O-15 Keterlambatan 
pelaporan hasil 
pengawasan 
distribusi farmasi 

 

12 Persentase label 
produk tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang 
diawasi sesuai 
standar 

 1. DO terbaru Tahun 
2026  belum ditetapkan 
(Informasi akan ada 
perubahan DO) 
2. Belum ada anggaran 
khusus terkait 
pengawasan label 
tembakau 

1. Monitoring / update 
info terkait perhitungan 
Capaian IKU 
2. Pada DIPA 2026 telah 
diakomodir anggaran 
pengawasan penandaan 
tembakau. 

1. Perhitungan akan mengikuti/ 
menyesuaikan DO terbaru 
2. Perluasan cakupan 
pengawasan pada seluruh 
wilayah Balai POM di Surakarta 
dengan optimalisasi anggaran 
yang tersedia 

Closed  1. Tidak ada perubahan 
DO dan telah melakukan 
perhitungan capaian IKU  
2. Pada DIPA 2026 telah 
muncul anggaran 
khusus pengawasan 
label tembakau 
sehingga pengawasan 
bisa mencakup seluruh 
wilayah kerja BPOM di 
Surakarta. 

TW II Y O-19 Hasil 
pengawasan 
produk 
tembakau tidak 
mewakili 
terhadap produk 
yang beredar 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         206 / 286                         206 / 286



 

 

189 

13 Persentase 
pemenuhan target 
pengendalian AMR 
di wilayah UPT 

Tingginya jumlah 
Apotek yang 
menyerahkan 
Antibiotika tanpa resep 
kepada pasien 

1. Penerbitan SE terkait 
Peredaran Antibiotik 
Kab, Karanganyar 
2. Publikasi hasil 
pengawasan 
penyerahan antibiotik 
tanpa resep di Apotek 
secara berkala 
3. Penggunaan tools 
antibiotik pada sarana 
yang melakukan 
pengelolaan antibiotik 

1. Advokasi terkait Resistensi 
Antimikroba pada lintas sektor 
2. Bimbingan teknis terkait 
pengelolaan antibiotik kepada 
apotek 
3. Penggunaan tools antibiotik 
pada sarana yang melakukan 
pengelolaan antibiotik 
4. Publikasi secara berkala 
terkait hasil pengawasan BPOM 
Surakarta 

Closed 1. SE Pengendalian 
Peredaran Antibiotik 
Kab. Karanganyar  
2. SE Pengendalian 
Peredaran Antibiotik 
Kota Surakarta 
3. Publikasi hasil 
pengawasan 
penyerahan Antibiotik 
tanpa resep di Apotek 
pada tahun 2025 
4. Penggunaan tools 
antibiotik pada saat 
pemeriksaan  

Akhir TW 
IV 

Y O-20 Tingginya 
jumlah Apotek 
yang 
menyerahkan 
Antibiotika 
tanpa resep 
kepada pasien  

14 Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan sesuai 
Standar Kemampuan 
Laboratorium 

- Kapasitas laboratorium 
mikrobiologi yang 
terbatas membutuhkan 
waktu yang lebih lama 
untuk pelaksanaan 
verifikasi metode 
analisis dan listrik di 
laboratorium sempat 
tidak stabil sehingga 
berpotensi mengganggu 
kinerja alat laboratorium 
- Adanya proses 
penajaman anggaran 
sehingga item/jenis alat 
laboratorium yang akan 
diadakan tidak sesuai 
dengan perencanaan 

- Memperpanjang 
pelaksanaan proses 
verifikasi metode 
analisis mikrobiologi dan 
secara menambah 
jumlah alat gelas secara 
bertahap dan 
mengusulkan 
pemasangan penstabil 
tegangan listrik pada 
alat yang sensitif. 
- Menyesuaikan proses 
pengadaan alat 
laboratorium 
berdasarkan skala 
prioritas dan membuat 
surat permohonan 
rekomendasi yang 
ditujukan ke PPPOMN 
sehingga proses 
pengadaan dapat 
berjalan 

Menyesuaikan proses 
pengadaan alat laboratorium 
berdasarkan skala prioritas dan 
membuat surat permohonan 
rekomendasi yang ditujukan ke 
PPPOMN sehingga proses 
pengadaan dapat berjalan 

Open Uji fungsi alat 
laboratorium berupa 
HPLC, timbangan semi 
mikro, mikropipet, 
makropipet, centrifuge, 
dan moisture analyzer 
telah selesai 
dilaksanakan pada bulan 
Juni. Untuk alat 
laboratorium yang belum 
diterima, yaitu oven, 
ultrasonic bath, dan 
vacuum manifold, 
proses pengadaan 
masih berjalan dan terus 
dikoordinasikan dengan 
penyedia untuk 
memastikan kedatangan 
barang impor sesuai 
batas waktu kontrak 
pada bulan Agustus. 

TW III Y SDM-02 Keterbatasan 
kapasitas dan 
fungsi ruangan 
laboratorium 
yang tidak 
memadai  
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15 Persentase 
Kabupaten/Kota 
yang didampingi 
dalam pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

Januari 2026: Belum 
ada pembahasan PoA 
kegiatan, MPH, dan PIC 
pendamping tiap 
Kab/Kota 
 
Februari 2026: Kick Off 
yang sebelumnya 
dijadwalkan tanggal 26 
Februari 2026 diundur 
menjadi 12 Maret 2026 
sehingga advokasi yang 
rencana 
diselenggarakan pada 
minggu kedua Maret 
2026 juga ikut 
terdampak 
 
Maret 2026: 
1. Tidak semua OPD 
yang diundang hadir 
saat advokasi PM KKPA 
2026 (tingkat kehadiran: 
Surakarta, Sragen, dan 
Karanganyar = 100%; 
Sukoharjo = 80%; 
Wonogiri = 25%) 
2. Masukan OPD saat 
KKPA: pendampingan 
luring intensif oleh Balai 
POM Surakarta dan 
sebaiknya OPD yang 
menjadi PIC adalah 
yang bisa mengoordinir 
karena data dukung ada 
di beberapa OPD 

Januari 2026: 
Pembahasan PoA 
kegiatan, MPH, dan PIC 
pendamping tiap 
Kab/Kota 
 
Februari 2026 
1. Penjadwalan ulang 
advokasi 
2. Pembagian tugas dan 
persiapan advokasi 
 
Maret 2026 
1. Menyampaikan surat 
permohonan 
penunjukkan PIC KKPA 
2026 ke Sekda masing-
masing Kab/Kota dan 
memonitornya (deadline: 
7 April 2026) 
2. Pendampingan 
pengisian PM KKPA 
secara luring khususnya 
untuk Kab/Kota 
pendampingan baru 
tahun 2026 dan 
pengawalan tahun 2025 

Januari 2026: Pembahasan PoA 
kegiatan, MPH, dan PIC 
pendamping tiap Kab/Kota 
 
Februari 2026 
1. Penjadwalan ulang advokasi 
2. Pembagian tugas dan 
persiapan advokasi 
 
Maret 2026 
1. Menyampaikan surat 
permohonan penunjukkan PIC 
KKPA 2026 ke Sekda masing-
masing Kab/Kota dan 
memonitornya (deadline: 7 April 
2026) 
2. Pendampingan pengisian PM 
KKPA secara luring khususnya 
untuk Kab/Kota pendampingan 
baru tahun 2026 dan 
pengawalan tahun 2025 

Closed a. Januari 2026: 
Pembahasan PoA 
kegiatan, MPH, dan PIC 
pendamping tiap 
Kab/Kota 
 
b. Februari 2026 
1. Penjadwalan ulang 
advokasi 
2. Pembagian tugas dan 
persiapan advokasi 
 
c. Maret 2026 
1. Menyampaikan surat 
permohonan 
penunjukkan PIC KKPA 
2026 ke Sekda masing-
masing Kab/Kota dan 
memonitornya (deadline: 
7 April 2026) 
2. Pendampingan 
pengisian PM KKPA 
secara luring khususnya 
untuk Kab/Kota 
pendampingan baru 
tahun 2026 dan 
pengawalan tahun 2025 

a. 
Februari 
2026 
b. Maret 
2026 
c. April 
2026 

Y STR-01 Koordinasi 
dengan 
pemerintah 
daerah dalam 
rangka 
pendampingan 
untuk 
pencapaian 
kota/kabupaten 
pangan aman 
belum optimal 
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16 Persentase sarana 
produksi pangan 
fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

Perhitungan capaian 
kinerja berupa penyebut 
(database sarana 
produksi fortifikasi 
wilayah kerja BPOM 
Surakarta) menunggu 
usulan revisi RO yang 
saat ini sedang berjalan  

Untuk sementara waktu, 
pelaksanaan kegiatan 
pengawasan  dilakukan 
sesuai anggaran yang 
tersedia. Revisi DIPA 
terkait target RO yang 
saat ini sedang berjalan 
mengacu pada hasil 
desk UPT dengan Biro 
Perencanaan&Keuanga
n pd akhir januari 2026 
(Sesuai nodin dari 
wasprod pangan olahan) 

"- Telah mengirim nota dinas ke 
Direktur Waspod pangan olahan 
(No PW.04.01.16B.02.26.41 
tanggal 25 Februari 2026) terkait 
perubahan database sarana 
produksi fortifikasi dari 27 sarana 
(tahun 2023) menjadi 16 sarana 
(tahun 2025).  
- Telah mendapat feedback 
updating database sarana BPOM 
Surakarta berdasarkan nota 
dinas (No 
PW.04.01.53.03.26.226 tanggal 
2 Maret 2026) : database sarana 
dapat disesuaikan menjadi 16 
sarana. untuk IKU Fortif masih 
usulan revisi target RO tahun 
2026, setelah usulan -
>pengajuan & penelaahan oleh 
DJA& Bappenas -> persetujuan 
revisi target RO ->ditetapkan 
melalui  pengesahan revisi DIPA 
yg berdampak pd perubahan 
target RO (termasuk IKU Fortif). 
" 

Closed "- Pelaksanaan kegiatan 
pengawasan  dilakukan 
sesuai anggaran yang 
tersedia. Revisi DIPA 
terkait target RO yang 
saat ini sedang berjalan 
mengacu pada hasil 
desk UPT dengan Biro 
Perencanaan&Keuanga
n pd akhir januari 2026 
(Sesuai nodin dari 
wasprod pangan olahan) 
 
-Telah mengirim nota 
dinas ke Direktur 
Waspod pangan olahan 
(No 
PW.04.01.16B.02.26.41 
tanggal 25 Februari 
2026) terkait perubahan 
database sarana 
produksi fortifikasi dari 
27 sarana (tahun 2023) 
menjadi 16 sarana 
(tahun 2025).  
- Telah mendapat 
feedback updating 
database sarana BPOM 
Surakarta berdasarkan 
nota dinas (No 
PW.04.01.53.03.26.226 
tanggal 2 Maret 2026) : 
database sarana dapat 
disesuaikan menjadi 16 
sarana. untuk IKU Fortif 
masih usulan revisi 
target RO tahun 2026, 
setelah usulan -
>pengajuan & 
penelaahan oleh DJA& 
Bappenas -> 
persetujuan revisi target 
RO ->ditetapkan melalui  
pengesahan revisi DIPA 
yg berdampak pd 
perubahan target RO 
(termasuk IKU Fortif). 
" 

TW II Y O-21 Data base 
status keaktifan 
sarana produksi 
fortifikasi yang 
dijadikan dasar 
penentuan 
target tidak 
upadate 
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17 Tingkat efektivitas 
KIE Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
BPOM di Surakarta 

1. Anggaran KIE Tatap 
Muka tidak cukup untuk 
target KIE 300 orang 
dan perjadin di 3 MPP 
dalam 1 tahun 
2. Anggaran KIE Media 
tidak cukup untuk 
mencapai target 10 
publikasi 

1. Pengajuan revisi 
anggaran dan target KIE 
Tatap Muka 
2. Pengajuan revisi 
anggaran dan target KIE 
Media 
3. Penyusunan MPH 
dan POA 

1. Pengajuan revisi anggaran 
dan target KIE Tatap Muka 
2. Pengajuan revisi anggaran 
dan target KIE Media 
3. Penyusunan MPH dan POA 

Closed 1. Pengajuan revisi 
anggaran dan target KIE 
Tatap Muka 
2. Pengajuan revisi 
anggaran dan target KIE 
Media 
3. Penyusunan MPH 
dan POA 

TW 1 
2026 

Y SDM-03 Audiens tidak 
memahami 
materi KIE yang 
diterima 
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18 Jumlah Sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

1. Sosialisasi program 
baru dilaksanakan oleh 
Direktorat PMPUPO 
tanggal 22 Januari 
2026. 
2. Pengadaan 
perlengkapan peserta 
dan PIKP cukup 
berdekatan dengan 
perencanaan tahapan 
kegiatan karena belum 
jelasnya persetujuan 
revisi anggaran yang 
terakhir (berkaitan 
dengan revisi belanja 
bahan ke perjadin). 
3. Belum mendapatkan 
jadwal audiensi dengan 
Wali Kota karena 
kesibukan dan padatnya 
jadwal pejabat daerah 
setelah Idulfitri. 

1. Menyusun POA dan 
MPH. 
2. Melaksanakan 
koordinasi program 
Sekolah yang 
Melaksanakan 
Pembudayaan 
Keamanan Pangan 
Tahun 2026 dengan 
OPD terkait. 
3. Pengajuan audiensi 
dengan Wali/Wakil Wali 
Kota Surakarta. 
4. Persiapan advokasi 
(penyusunan undangan, 
KAK, dll). 
5. Persiapan pengadaan 
produk informasi 
keamanan pangan dan 
perlengkapan peserta 
untuk keseluruhan 
program. 
6. Pengadaan 
perlengkapan peserta 
dan PIKP 
dikomunikasikan dengan 
Kasubbag TU, PPK, dan 
PP. 
7. Follow up secara 
intens dengan Sekpri 
Wali Kota. Alternatif: 
audiensi tidak 
dilaksanakan dan 
langsung mengundang 
Wali Kota untuk 
membuka advokasi 
dengan 
mempertimbangkan 
jadwal dan ruangan 
yang tersedia. Jika 
advokasi mundur ke 
minggu 3, maka dalam 1 
minggu di bulan April 
akan ada lebih dari 1 
tahapan kegiatan 
program yang harus 
dilaksanakan. 
8. Persiapan dan 
Pelaksanaan Sosialisasi 
Keamanan Pangan 
(daring). 
9. Persiapan dan 
Pelaksanaan Bimtek 
Keamanan Pangan 
untuk Kader Keamanan 

1. Menyusun POA dan MPH. 
2. Melaksanakan koordinasi 
program Sekolah yang 
Melaksanakan Pembudayaan 
Keamanan Pangan Tahun 2026 
dengan OPD terkait. 
3. Pengajuan audiensi dengan 
Wali/Wakil Wali Kota Surakarta. 
4. Persiapan advokasi 
(penyusunan undangan, KAK, 
dll). 
5. Persiapan pengadaan produk 
informasi keamanan pangan dan 
perlengkapan peserta untuk 
keseluruhan program. 
6. Pengadaan perlengkapan 
peserta dan PIKP 
dikomunikasikan dengan 
Kasubbag TU, PPK, dan PP. 
7. Follow up secara intens 
dengan Sekpri Wali Kota. 
Alternatif: audiensi tidak 
dilaksanakan dan langsung 
mengundang Wali Kota untuk 
membuka advokasi dengan 
mempertimbangkan jadwal dan 
ruangan yang tersedia. Jika 
advokasi mundur ke minggu 3, 
maka dalam 1 minggu di bulan 
April akan ada lebih dari 1 
tahapan kegiatan program yang 
harus dilaksanakan. 
8. Persiapan dan Pelaksanaan 
Sosialisasi Keamanan Pangan 
(daring). 
9. Persiapan dan Pelaksanaan 
Bimtek Keamanan Pangan untuk 
Kader Keamanan Pangan 
Sekolah (luring). 

Closed Persiapan pelaksanaan 
Advokasi Lintas Sektor, 
Sosialisasi Keamanan 
Pangan, dan Bimtek 
Keamanan Pangan 
untuk Kader Keamanan 
Pangan Sekolah 

April 
2026 

Y O-25 Intervensi 
Keamanan 
Pangan kepada 
Komunitas 
Sekolah oleh 
Kader 
Keamanan 
Pangan 
Sekolah belum 
dilakukan 
secara 
maksimal 
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Pangan Sekolah (luring). 
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19 Jumlah desa pangan 
aman 

1. Sosialisasi program 
baru dilaksanakan oleh 
Direktorat PMPUPO 
tanggal 22 Januari 2026 
2. Pengadaan 
perlengkapan peserta 
dan PIKP cukup 
berdekatan dengan 
perencanaan tahapan 
kegiatan karena belum 
jelasnya persetujuan 
revisi anggaran yang 
terakhir (berkaitan 
dengan revisi belanja 
bahan ke perjadin) 
3. Belum mendapatkan 
jadwal audiensi dengan 
Wali Kota karena 
kesibukan dan padatnya 
jadwal pejabat daerah 
setelah Idulfitri 
4. Anggaran tidak 
mencukupi untuk 
pelaksanaan advokasi 
dengan paket meeting 
di hotel serta kantor 
belum memiliki aula 
yang memadai 
sehingga advokasi 
hanya bisa 
diselenggarakan 
dengan meminjam 
ruangan di Balai Kota. 
Peminjaman ruangan di 
Balai Kota sudah relatif 
fullbooked untuk minggu 
kedua April 2026 

1. Menyusun POA dan 
MPH 
2. Melaksanakan 
koordinasi program 
Desa Pangan Aman 
Tahun 2026 dengan 
OPD terkait 
3. Melaksanakan survei 
terhadap desa yang 
diusulkan oleh Bappeda 
4. Pengadaan 
perlengkapan peserta 
dan PIKP 
dikomunikasikan dengan 
Kasubbag TU, PPK, dan 
PP 
5. Follow up secara 
intens dengan Sekpri 
Wali Kota. Alternatif: 
audiensi tidak 
dilaksanakan dan 
langsung mengundang 
Wali Kota untuk 
membuka advokasi 
dengan 
mempertimbangkan 
jadwal dan ruangan 
yang tersedia. Jika 
advokasi mundur ke 
minggu 3, maka dalam 1 
minggu di bulan April 
akan ada lebih dari 1 
tahapan kegiatan 
program yang harus 
dilaksanakan 
6. Persiapan lanjutan 
Pelatihan KKPD 
(komunikasi dengan 
lurah terkait pemilihan 
calon kader) 

1. Menyusun POA dan MPH 
2. Melaksanakan koordinasi 
program Desa Pangan Aman 
Tahun 2026 dengan OPD terkait 
3. Melaksanakan survei terhadap 
desa yang diusulkan oleh 
Bappeda 
4. Pengadaan perlengkapan 
peserta dan PIKP 
dikomunikasikan dengan 
Kasubbag TU, PPK, dan PP 
5. Follow up secara intens 
dengan Sekpri Wali Kota. 
Alternatif: audiensi tidak 
dilaksanakan dan langsung 
mengundang Wali Kota untuk 
membuka advokasi dengan 
mempertimbangkan jadwal dan 
ruangan yang tersedia. Jika 
advokasi mundur ke minggu 3, 
maka dalam 1 minggu di bulan 
April akan ada lebih dari 1 
tahapan kegiatan program yang 
harus dilaksanakan 
6. Persiapan lanjutan Pelatihan 
KKPD (komunikasi dengan lurah 
terkait pemilihan calon kader) 

Closed 1. Menyusun POA dan 
MPH 
2. Melaksanakan 
koordinasi program 
Desa Pangan Aman 
Tahun 2026 dengan 
OPD terkait 
3. Melaksanakan survei 
terhadap desa yang 
diusulkan oleh Bappeda 
4. Pengadaan 
perlengkapan peserta 
dan PIKP 
dikomunikasikan dengan 
Kasubbag TU, PPK, dan 
PP 
5. Follow up secara 
intens dengan Sekpri 
Wali Kota. Alternatif: 
audiensi tidak 
dilaksanakan dan 
langsung mengundang 
Wali Kota untuk 
membuka advokasi 
dengan 
mempertimbangkan 
jadwal dan ruangan 
yang tersedia. Jika 
advokasi mundur ke 
minggu 3, maka dalam 1 
minggu di bulan April 
akan ada lebih dari 1 
tahapan kegiatan 
program yang harus 
dilaksanakan 
6. Persiapan lanjutan 
Pelatihan KKPD 
(komunikasi dengan 
lurah terkait pemilihan 
calon kader) 

1-4. TW 
1 2026 
5-6: TW 
2 2026 

Y R-01 Tidak seluruh 
tahapan 
program desa 
pangan aman 
dlaksanakan 
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20 Jumlah pasar pangan 
aman berbasis 
komunitas 

Januari 2026: 
Sosialisasi program 
baru dilaksanakan oleh 
Direktorat PMPUPO 
tanggal 22 Januari 2026 
 
Februari 2026:  
Selama bulan Januari--
Februari 2026, 
kegiatan/tahapan telah 
sesuai perencanaan 
 
Maret 2026: 
1. Pengadaan 
perlengkapan peserta 
dan PIKP cukup 
berdekatan dengan 
perencanaan tahapan 
kegiatan karena belum 
jelasnya persetujuan 
revisi anggaran yang 
terakhir (berkaitan 
dengan revisi belanja 
bahan ke perjadin) 
2. Belum mendapatkan 
jadwal audiensi dengan 
Wali Kota karena 
kesibukan dan padatnya 
jadwal pejabat daerah 
setelah Idulfitri 

Januari 2026: 
Menyusun POA dan 
MPH 
 
Februari 2026: 
1. Pengajuan audiensi 
dengan Wali/Wakil Wali 
Kota Surakarta 
2. Persiapan advokasi 
(penyusunan undangan, 
KAK, dll) 
3. Persiapan pengadaan 
produk informasi 
keamanan pangan dan 
perlengkapan peserta 
untuk keseluruhan 
program 
 
Maret 2026: 
1. Pengadaan 
perlengkapan peserta 
dan PIKP 
dikomunikasikan dengan 
Kasubbag TU, PPK, dan 
PP 
2. Follow up secara 
intens dengan Sekpri 
Wali Kota. Alternatif: 
audiensi tidak 
dilaksanakan dan 
langsung mengundang 
Wali Kota untuk 
membuka advokasi 
dengan 
mempertimbangkan 
jadwal dan ruangan 
yang tersedia. Jika 
advokasi mundur ke 
minggu 3, maka dalam 1 
minggu di bulan April 
akan ada lebih dari 1 
tahapan kegiatan 
program yang harus 
dilaksanakan 

Januari 2026: 
Menyusun POA dan MPH 
 
Februari 2026: 
1. Pengajuan audiensi dengan 
Wali/Wakil Wali Kota Surakarta 
2. Persiapan advokasi 
(penyusunan undangan, KAK, 
dll) 
3. Persiapan pengadaan produk 
informasi keamanan pangan dan 
perlengkapan peserta untuk 
keseluruhan program 
 
Maret 2026: 
1. Pengadaan perlengkapan 
peserta dan PIKP 
dikomunikasikan dengan 
Kasubbag TU, PPK, dan PP 
2. Follow up secara intens 
dengan Sekpri Wali Kota. 
Alternatif: audiensi tidak 
dilaksanakan dan langsung 
mengundang Wali Kota untuk 
membuka advokasi dengan 
mempertimbangkan jadwal dan 
ruangan yang tersedia. Jika 
advokasi mundur ke minggu 3, 
maka dalam 1 minggu di bulan 
April akan ada lebih dari 1 
tahapan kegiatan program yang 
harus dilaksanakan 

Closed 1. Sudah mulai 
melakukan pengadaan 
PIKP  
2. Telah melakukan 
advokasi program 
keterpaduan keamanan 
pangan pada 14 April 
2026 

April 
2026 

Y O-26 Tahapan PPABK 
tidak diikuti oleh 
seluruh OPD 
(Organisasi 
Perangkat 
Daerah) yang  
berkaitan 
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21 Persentase UMKM 
yang didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi 
sertifikat cara 
pembuatan OBA, Kos 
yang baik dan/atau IP 
CPPOB pangan olahan  

Berupaya UMK target 
tidak berhenti ditengah 
jalan sehingga 
pendampingan berjalan 
sesuai dengan tahapan 

Melakukan monitoring 
tahapan yang telah 
dilakukan dan 
melakukan tahapan 
proses pendampingan 
selanjutnya, melakukan 
monitoring pada laporan 
pendampingan setiap 
komoditi 

Melakukan pendampingan UMK 
OBA, Kosmetik dan Pangan 
Olahan sesuai ketentuan 

Open - Melakukan monitoring 
tahapan yang telah 
dilakukan dan 
melakukan tahapan 
proses pendampingan 
selanjutnya, melakukan 
monitoring pada laporan 
pendampingan setiap 
komoditi 
- Melakukan revisi SK 
penetapan target UMK 
pangan olahan 
- Akan dilaksanakan 
Bimtek CPPOB untuk 5 
UMK PO tanggal 19-20 
Mei 2026 di Aula BPOM 
Surakarta (konsumsi 
ditanggung oleh OTA PT 
WIngs dan PT Sorini 
Agro Asia Corp 

TW II Y O-24 
STR-02 

Belum 
tercapainya 
target UMKM 
yang memenuhi 
standar 
produksi 
pangan 
olahan,obat 
bahan alam  
dan Kosmetik 
yang baik 

 

22 Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan BPOM 
di Surakarta 

- anggaran SBK 1 
perkara namun target 2 
perkara 
- belum didapatkan 
informasi keberadaan 
tsk SGT als MSN 

- Berkomunikasi dengan 
Korwas untuk dapat 
diterbitkan Surat DPO 
terhadap tsk SGT als 
MSN 
-Melakukan pendalaman 
lidik untuk target yang 
akan dilakukan 
penindakan 

Realisasi rencana aksi bulan 
sebelumnya : 
- masih berproses melakukan 
pendalaman lidik untuk target 
yang akan dilakukan penindakan 

Open - Menyelesaikan Berkas 
Perkara hingga tahap 2 
(penyerahan BB dan 
TSK ke JPU) 

TW III Y O-22, F-03, 
K3-01, H-01 

Tersangka tidak 
diketahui 
keberadaannya 

 

23 Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai 
standar 

Tidak Ada kendala - - - - - Y O-15 Laporan analisis 
kejahatan obat 
dan makanan 
tidak 
diselesaikan 
tepat waktu 
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24 Indeks Pelayanan 
Publik BPOM di 
Surakarta 

Tidak Ada kendala - Pelaporan 
Pelaksanaan FKP 
Tahun 32026, TL FKP 
Tahun 2025, dan SP 
Tahun 2026 ke Biro 
Hukor. 
- Penetapan kembali SP 
tahun 2026 dan 
Maklumat Pelayanan 
Tahun 2026 (Kepala 
Balai Baru) serta 
publikasi SP dan 
Maklumat Pelayanan. 
- Pelaksanaan layanan 
publik sesuai dengan 
Standar pelayanan 
- Monev kegiatan 
layanan publik informasi 
dan pengaduan dan 
sertifikasi per bulan. 
- Pelaksanaan PEKPP 
tahun 2026 

- Melaporkan Pelaksanaan FKP 
Tahun 32026, TL FKP Tahun 
2025, dan SP Tahun 2026 ke 
Biro Hukum dan Organisasi 
- Menetapkan, publikasi dan 
sosialisasi Standar Pelayanan 
dan Maklumat Pelayanan tahun 
2026.  
- Melaksanakan pelayanan publik 
sesuai dengan Standar 
Pelayanan tahun 2026 
- Monev kegiatan layanan publik 
informasi dan pengaduan dan 
sertifikasi per bulan. 
- Melaksanakan PEKPP tahun 
2026 dengan melengkapi daduk 
LKE PEKPP yang dieprlukan. 

Closed 
dengan 
catatan 
PEKPP telah 
dilaksanaka
n sesuai 
dengan 
jadwal dan 
menanti 
hasil 
penilaian 
dari 
evaluator. 

Rekomendasi TW 
sebelumnya terkait 
peningkatan sarana dan 
prasarana telah berjalan 
dengan adanya renovasi 
gedung, dimana hingga 
saat ini telah berjalan 
hingga tahap Seleksi 
Penyedia Jasa 
Pelaksana 
Pembangunan.  
Kegiatan PEKPP tahun 
2026 telah terlaksana 
sesuai jadwal yang telah 
ditentukan. Nilai IPP 
akan diperoleh setelah 
proses evaluasi selesai. 

TW 3 
Tahun 
2026 

Y R-02 Pemberian 
layanan 
terhadap 
masyarakat 
kurang 
memuaskan 

 

25 Nilai Pembangunan ZI 
BPOM di Surakarta 

Tidak Ada kendala 1. Pembentukan Tim 
Kerja RB 
2. Pemenuhan data 
dukung LKE ZI 

1. Sudah dibentuk Tim Kerja RB 
Tahun 2026 
2. Sudah dipenuhi data dukung 
LKE ZI 

Closed Kegiatan pada TW 1 
1. Sudah dibentuk Tim 
Kerja RB Balai POM di 
Surakarta tahun 2026 
2. Sudah dilakukan 
pengisian data dukung 
LKE ZI dari semua Pokja 
RB 

TW 1 
Tahun 
2026 

Y SDM - 05 
SDM - 06 
SDM - 07 
STR - 03 

Nilai Reformasi 
Birokrasi BPOM 
tidak sesuai 
target  
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26 Nilai AKIP BPOM di 
Surakarta 

Tidak Ada kendala 1. Menyusun Tim Kerja 
AKIP 
2. Menyusun PK, RAPK 
3. Menindaklanjuti LHE 
AKIP Tahun 2025 

1. Penyusunan Tim kerja AKIP 
2. Penyusunan PK , RAPK 
3. Menindaklanjuti LHE AKIP 
tahun 2025 :  
PERENCANAAN 
a. Mengoptimalkan peran tim 
SAKIP untuk mendukung 
implementasi SAKIP 
Satkerterutama untuk 
memastikan kesesuaian dan 
keselarasan pada: 
1) dokumen perencanaan; 
2) nomenklatur pada dokumen 
draf renstra, RKT, PK dan RAPK; 
3) target kinerja pada dokumen 
perencanaan. 
b. Menetapkan target kinerja 
dengan baik disertai dengan 
kertas kerja yangmemadai 
berdasarkan basis data yang 
memadai dan perhitungan yang 
logis 
c. Mengunggah seluruh dokumen 
perencanaan kinerja yang telah 
disahkan olehKepala Satker 
pada website pelaporan 
kinerjapada website e-SAKIP 
REVIU esr.menpan.go.id. 
d. Menetapkan cascading kinerja 
sampai pada level individu 
melalui Matriks Perandan Hasil 
berupa kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh masing-
masingindividu yang mendukung 
capaian kinerja organisasi sesuai 
dengan ketentuanyang berlaku. 
 
PENGUKURAN KINERJA 
a. Menyempurnakan SOP 
pengumpulan data kinerja yang 
memenuhi kriteriatahapan 
pengumpulan data kinerja yang 
baik antara lain informasi sumber 
datapengumpulan kinerja valid 
dan mudah telusur serta 
melengkapi tahapanpersetujuan 
dari Biro Perencanaan dan 
Keuangan. 
b. Mendokumentasikan data 
sumber dan kertas kerja yang 
digunakan untukperhitungan data 
kinerja sebagai pendukung 
pelaporan kinerja dan 
memastikandata sumber capaian 
kinerja jelas serta mampu 

closed Kegiatan pada TW 1 : 
1. Sudah dibentuk Tim 
Kerja AKIP Tahun 2026 
2. Sudah disusun PK, 
RAPK Tahun 2026 
3. Sudah ditindaklanjuti 
LHE AKIP Tahun 2025 

Akhir TW 
IV 

Y O - 27 Pelaporan 
kinerja bulanan 
ke pusat tidak 
akurat 
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tertelusur. 
c. Menyusun kertas kerja 
perhitungan data capaian kinerja 
yang dapatmenunjukkan tahapan 
perhitungan dan kesimpulan 
hasil akhir capaian kinerjayang 
disajikan dalam dokumen 
laporan kinerja dan aplikasi 
pelaporan kinerja. 
d. Memastikan keselarasan 
penyajian data target kinerja 
dan/atau realisasi kinerjapada 
aplikasi SIMETRIS, Laporan 
Evaluasi Internal, dan Laporan 
Kinerja Interim. 
 
PELAPORAN KINERJA 
a. Mengoptimalkan pelaksanaan 
reviu berjenjang agar dapat 
meminimalkan adanyakesalahan 
penyajian data target, realisasi 
dan capaian kinerja dalam 
dokumenperencanaan maupun 
pelaporan kinerja. 
b. Memastikan seluruh pengisian 
data kinerja pada aplikasi 
simetris telah lengkapdengan 
menyajikan informasi terkait 
kendala/hambatan dan rencana 
tindak lanjutyang akan dan telah 
dilaksanakan, terutama untuk 
indikator yang tidak 
tercapai,secara berkala sesuai 
dengan periode pelaporan yang 
telah ditetapkan. 
 
EVALUASI AKUNTABILITAS 
KINERJA INTERNAL 
a. Merencanakan dan 
melaksanakan pengembangan 
kompetensi yang 
mendukungimplementasi SAKIP 
terutama untuk personil yang 
ditetapkan sebagai Tim 
SAKIPBalai POM di Surakarta. 
b. Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi capaian kinerja secara 
berkala melaluipelaksanaan 
evaluasi internal yang saling 
berkesinambungan dan selaras 
antarperiode pelaporan yang 
dilengkapi dengan penyajian:- 
Permasalahan/kendala/hambata
n dan rekomendasi perbaikan 
maupunrencana tindak lanjut Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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serta melaksanakan 
rekomendasi periode 
sebelumnyauntuk IKU yang 
belum memenuhi target.- 
Rekomendasi yang 
memadai/spesifik/ tidak bersifat 
umum atas IKU yangbelum 
memenuhi target yang relevan 
dengan penyebab dan 
menetapkantimeline 
rekomendasi yang proporsional 
dengan rekomendasi (tidak 
selalu diakhir tahun)c. Melakukan 
reviu berjenjang agar dapat 
meminimalkan adanya kesalahan 
antara pelaporan pada Laporan 
Evaluasi Internal, aplikasi e-
simetris dan laporan 
kinerjainterim/tahunan. 
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27 Nilai Kinerja 
Anggaran BPOM di 
Surakarta 

Tidak Ada kendala 1. Melaksanakan 
rekomendasi dari Audit 
PIPK Tahun 2025 
sebagai berikut : 
a. Data dukung untuk 
tabel B1 agar lebih 
lengkap 
b. Pemeriksaan kas 
sewaktu-waktu 
dilakukan 4 kali dalam 1 
tahun 
c. Update kartu stok 
persediaan 
d. Penanggung jawab 
ruangan agar melakukan 
pengecekan kondisi aset 
(1 tahun sekali), 
melakukan update DBR 
setiap ada perubahan 
dan DBR selalu 
terpasang di ruangan 
2. Penyusunan POA 

Menindaklanjuti rekomendasi 
dari Audit PIPK Tahun 2025  

Close Kegiatan pada TW 1 
1. Melengkapi data 
dukung tabel B1 
2. Pemeriksaan kas 
Bendahara 
3. Tim BMN melakukan 
updating kartu stok 
persediaan 
4. Penyusunan POA 

TW II Y O - 28 Ketidaksesuaia
n capaian 
output dengan 
realisasi 
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28 Indeks Manajemen 
Risiko BPOM di 
Surakarta 

Nilai tahun 2025 sama 
dengan tahun 2024. 
Diharapkan setelah 
adanya review dapat 
diperbaiki, sehingga 
dapat meningkatkan 
nilai maturitas. 

Melakukan tindakan 
perbaikan sesuai 
rekomendasi dari nota 
dinas Inspektur Utama 
no PI.06.07.7.01.26.188 
tanggal 15 Januari 2026 

Melakukan tindakan perbaikan 
sesuai rekomendasi dari nota 
dinas Inspektur Utama no 
PI.06.07.7.01.26.188 tanggal 15 
Januari 2026 

Open Kegiatan yang dilakukan 
pada TW I dan TW II  
2026  dengan rincian 
setiap bulannya : 
Realisasi Kinerja di 
bulan Januari : 
1. Analisa daftar risiko 
oleh katim  
2. Penyusunan daftar 
risiko dan penentuan 
risk residual oleh Tim 
SPIP 
3. Reviu daftar risiko 
oleh Auditor Internal 
4. Upload daftar risiko 
melalui SAPA APIP 
pada tanggal 20 Januari 
2026 
Realisasi Kinerja di 
bulan Februari : 
1. Menerbitkan nota 
dinas terkait tindak lanjut 
dari rekomendasi hasil 
penilaian maturitas 2025 
oleh Inspektorat (draft) 
2. Melakukan sosialisasi 
hasil penilaian maturitas 
2025 
3. Melakukan sosialisasi 
daftar risiko semester 1 
tahun 2026 
4. Mengelola daftar 
risiko untuk pokja (dalam 
tahapan reviu oleh tim 
AI) 
Realisasi Kinerja di 
bulan Maret : 
1. Revisi daftar risiko 
semester I tahun 2026 
dan telah diupload 
melalui SAPAAPIP, 
daftar risiko telah 
mencakup IKU Utama 
dan kegiatan POKJA RB 
2. Tagging risiko telah 
dilaksanakan disetiap 
IKU dalam SKP 
Realisasi Kinerja di 
bulan April - Juni : 
1. Penyusunan Kertas 
Kerja dengan dilengkapi 
data dukung masing-
masing atribute. 
2. Refreshment terkait 
manajemen risiko dari 

Akhir TW 
IV 2026 

Y STR-04 Keterlambatan 
pengiriman 
daftar risiko 
melalui SAPA 
APIP setiap 
semester. 
Belum 
tercapainya nilai 
maturitas 
BPOM di 
Surakarta. 
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Inspektorat I pada 
tanggal 5 Juli 2026 
secara daring melalui 
zoom dan youtube 
channel. 
3. Permohonan 
pendampingan 
Inspektorat I terkait 
peningkatan nilai 
maturitas BPOM 
Surakarta. 
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3.3. REALISASI ANGGARAN 

Pada tahun 2026 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA 

awal yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2025 sebesar 

Rp9.741.103.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta 

seratus tiga ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2026 

adalah sebesar Rp3.934.658.424,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat 

juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) 

atau 47,60% dari anggaran belanja sebesar Rp8.266.443.000,00 (delapan 

miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu 

rupiah). Perincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2026 dengan 

perincian sebagai berikut : 

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode berakhir 30 Juni 

2026 

 

 

Dari data di atas realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan hal ini 

disebabkan karena adanya penambahan pegawai melalui mutase dan 

kenaikan status pegawai dari CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) menjadi 

PNS (Pegawai Negeri Sipil) serta adanya penambahan anggota keluarga 

pegawai. Realisasi belanja barang dalam hal ini mengalami penurunan 

disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden. 

Realisasi belanja modal mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena 

adanya percepatan pengadaan belanja modal sesuai Instruksi Presiden. 

Selama Tahun 2026 dari bulan januari hingga bulan juni, Balai POM di 

Surakarta telah melakukan revisi DIPA sebanyak tujuh kali kewenangan 

DJPB dalam rangka Revisi Pemutakhiran Data POK dan Halaman III DIPA. 

Hal ini disebabkan adanya program penghematan belanja pemerintah dan 

adanya perubahan kegiatan sesuai denan kebutuhan dan situasi serta 

kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut dengan perincian sebagai 

berikut : 
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1. Revisi I DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 27 Desember 2025 dengan 

pagu sebesar Rp8.290.341.000,00, berupa  Pergeseran Anggaran ke dalam RO Khusus 

Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun 2026. 

2. Revisi II DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 26 Januari 2026 dengan 

pagu sebesar Rp8.290.341.000,00, berupa  Pergeseran Anggaran ke dalam RO Khusus TA 

2026 

3. Revisi III DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah 

(DJPb), tanggal 13 Februari 2026 dengan pagu sebesar Rp8.290.341.000,00, berupa 

Penyamaan Data POK dan Revisi Halaman III DIPA. 

4. Revisi IV DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan pagu sebesar 

Rp8.285.531.000, tanggal 25 April 2026, sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan 

Nomor S-181/MK.03/2026, tanggal 1 April 2026 Perihal Penajaman Belanja 

Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026 sebagai mitigasi dan antisipasi atas 

perkembangan kondisi geopolitik dunia terutama perang di kawasan Timur Tengah yang 

dilaksanakan melalui kebijakan penghematan dan menjaga tingkat defisit APBN yang 

terkendali 

5. Revisi V DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah 

(DJPb) dengan pagu sebesar Rp8.285.531.000, tanggal 28 April 2026, berupa Penyamaan 

Data POK dan Revisi Halaman III DIPA. 

6. Revisi VI DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah 

(DJPb) dengan pagu sebesar Rp8.285.531.000, tanggal 5 Mei 2026, berupa Penyamaan Data 

POK dan Revisi Halaman III DIPA. 

7. Revisi VII pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan pagu sebesar 

Rp8.266.443.000,00, tanggal 4 Juni 2026, berupa penyesuaian target RO. 

 

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 Tabel Perincian Perubahan DIPA untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 

2026 
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Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Belanja Pegawai tidak mengalami perubahan dari anggaran awal. 

2. Belanja Barang  mengalami penurunan sebesar Rp 1.122.396.000,00 karena 

pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan 

pelaksanaan prioritas direktif Presiden Tahun 2026. 

3. Belanja Modal mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 352.264.000,00 karena 

pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan 

pelaksanaan prioritas direktif Presiden Tahun 2026. 

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja 

adalah sebagai berikut: 

a) Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja 

  

NO 
SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

VOLUME ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

TARGET  REALISASI CAPAIAN  (%) PAGU REALISASI CAPAIAN (%) 

a b c d e f g h i 

1 

Meningkatnya 
efektivitas 

pengawasan 
Sediaan Farmasi 

dan Pangan 
Olahan di 

wilayah kerja 
UPT 

Persentase 
sampel Sediaan 
Farmasi berisiko 
yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

85,2 91,52 107,42 64.911.000 19.860.754 30,60 

    

Persentase 
sarana pelayanan 
kesehatan yang 
telah melaporkan 
KTD/ESO ke 
BPOM 

- 0,00 0,00 6.136.000 1.005.000 16,38 

    

Persentase 
sampel pangan 
olahan berisiko 
yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

92,88 98,13 105,65 23.447.400 5.065.366 21,60 

    

Persentase 
sampel KLB 
keracunan 
pangan yang 
diuji sesuai 
standar 

100 0 0,00 3.907.900 800.000 20,47 

    

Persentase 
sampel PIRT 
berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

88 100 113,64 3.907.900 844.228 21,60 
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Persentase 
keputusan/reko
mendasi hasil 
pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
ditindaklanjuti 
oleh stakeholder 

100 100 100,00 6.347.300 2.544.150 40,08 

    

Persentase 
sarana produksi 
Sediaan Farmasi 
yang diperiksa 
dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

96,69 98,33 101,70 31.736.500 12.720.750 40,08 

    

Persentase 
sarana produksi 
Pangan Olahan 
yang diperiksa 
dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

98,79 100 101,22 25.389.200 10.176.600 40,08 

    

Persentase 
fasilitas sarana 
distribusi 
Sediaan Farmasi 
yang diperiksa 
dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

98,12 98,88 100,77 58.262.500 19.528.300 33,52 

    

Persentase 
sarana distribusi 
Pangan Olahan 
yang diperiksa 
dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

99,15 100,00 100,86 34.957.500 11.716.680 33,52 

   

Persentase iklan 
sediaan farmasi 
dan pangan 
olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

98,11 99,72 101,64 11.652.500 3.905.560 33,52 

   

Persentase label 
produk 
tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

81,60 88,19 108,08 10.564.000 1.967.500 18,62 

   

Persentase 
pemenuhan 
target 
pengendalian 
AMR di wilayah 
UPT 

- 0,00 0,00 11.652.500 3.905.560 33,52 

   

Nilai pemenuhan 
Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan sesuai 
SKL 

15 16,49 109,93 3.236.624.000 1.290.405.959 39,87 
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Persentase 
Kabupaten/Kota 
yang didampingi 
dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

- 0,00 0,00 7.815.800 811.000 10,38 

2 

Meningkatnya 
Efektifitas 

Pengawasan 
Sarana Produksi 

Pangan 
Fortifikasi 

Persentase 
sarana produksi 
pangan 
fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

50 62,5 125,00 14.092.000 2.474.940 17,56 

3 

Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
masing-masing 
wilayah kerja 

UPT 

Tingkat 
efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan BPOM di 
Surakarta 

87,81 88,21 100,46 20.339.000 6.690.500 32,89 

Jumlah Sekolah 
yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan 
pangan 

95 95 100,00 33.341.000 11.555.600 34,66 

Jumlah desa 
pangan aman 

77 77 100,00 32.284.000 22.908.927 70,96 

Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis 
komunitas 

68 68 100,00 29.046.000 18.616.750 64,09 

4 

Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan 

standar 
keamanan dan 

mutu 

Persentase 
UMKM yang 
didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi 
sertifikat cara 
pembuatan OBA, 
Kos yang baik 
dan/atau IP 
CPPOB pangan 
olahan 

75 81,6 108,80 5.480.000 1.000.000 18,25 

5 

Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan 

Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 

efektif di wilayah 
kerja UPT 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan 
Kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan BPOM di 
Surakarta 

50 66,67 133,34 122.937.000 31.482.815 25,61 
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6 

Terlaksananya 
kegiatan 

pemantauan 
siber dan deteksi 

kejahatan di 
bidang Sediaan 

Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang efektif di 
wilayah kerja 

UPT 

Persentase 
Laporan Analisis 
Kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
diselesaikan 
sesuai standar 

50 50 100,00 6.719.000 101.000 1,50 

7 
Layanan Publik 
UPT yang prima 

Indeks Pelayanan 
Publik UPT 

- 0 0,00 10.830.000 7.808.000 72,10 

8 

Terwujudnya 
tatakelola 

pemerintah Unit 
Organisasi yang 

optimal 

Nilai 
Pembangunan ZI 
UPT BPOM 

- 0 0,00 895.592.200 466.293.523 52,07 

Nilai AKIP UPT 
BPOM 

- 0 0,00 1.343.388.300 699.440.284 52,07 

Nilai Kinerja 
Anggaran UPT 
BPOM 

- 0 0,00 1.343.388.300 699.440.284 52,07 

Indeks 
Manajemen 
Risiko UPT 
BPOM 

- 0 0,00 895.592.200 466.293.523 52,07 

  

 
 
Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat capaian realisasi anggaran per Indikator Kinerja Balai POM 

di Surakarta pada Triwulan II Tahun 2026 berkisar antara 1,50 sampai dengan 72,10. Dalam hal ini 

indikator yang belum sepenuhnya terserap pada Triwulan II ada di Indikator Kinerja  Persentase 

Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar 

dengan realisasi anggaran 101.000 dengan capaian 1,50 % merupakan penyerapan realisasi anggaran 

terkecil dibandingkan dengan indikator kinerja lainnya. Sedangkan capaian persentase penyerapan 

realisasi anggaran yang tertinggi pada Triwulan II yaitu Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik 

UPT dengan realisasi anggaran 7.808.000 dengan capaian 72,10%. Hal ini disebabkan anggaran yang 

dimiliki indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT di angka 10.830.000 sehingga capaian realisasi 

anggaran terlihat sangat tinggi.  
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b) Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan 

 

NO SASARAN KEGIATAN 
ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

PAGU REALISASI CAPAIAN (%) 

a b c d e 

1 

Meningkatnya 
efektivitas 

pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah 
kerja UPT 

3.537.312.000 1.385.257.407 39,16 

2 

Meningkatnya 
Efektifitas 

Pengawasan Sarana 
Produksi Pangan 

Fortifikasi 

14.092.000 2.474.940 17,56 

3 
Meningkatnya 
efektivitas KIE 

115.010.000 59.771.777 51,97 

4 

Meningkatnya 
pendampingan UMKM 

dalam pemenuhan 
standar keamanan 

dan mutu 

5.480.000 1.000.000 18,25 

5 

Terlaksananya 
Penindakan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah 
kerja UPT 

122.937.000 31.482.815 25,61 

6 

Terlaksananya 
kegiatan pemantauan 

siber dan deteksi 
kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah 
kerja UPT 

6.719.000 101.000 1,50 
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7 
Layanan Publik UPT 

yang prima 
10.830.000 7.808.000 72,10 

8 

Terwujudnya 
tatakelola pemerintah 
Unit Organisasi yang 

optimal 

4.477.961.000 2.331.467.614 52,07 

  JUMLAH 8.290.341.000 3.819.363.553 46,07 

 

 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di 

Surakarta pada triwulan II Tahun 2026 berkisar antara 1,50% - 72,10% dengan total realisasi 

46,07% 

Dalam hal ini masih terdapat sasaran kegiatan yang anggarannya belum sepenuhnya terserap 

mengingat masih pada tahap triwulan II dan adanya dampak efisiensi anggaran pada Balai POM 

di Surakarta. Realisasi anggaran yang paling tinggi yaitu pada sasaran kegiatan Layanan Publik 

UPT yang prima hal ini juga dipengaruhi oleh pagu anggaran yang dimiliki kecil maka komposisi 

anggaran yang terserap capaiannya pada triwulan II sudah tampak tinggi. 
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Pengelolaan anggaran Balai POM di Surakarta senantiasa sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan 

anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di 

Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran 

adalah : 

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala. 

b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan. 

c. Percepatan pengadaan barang dan jasa. 

 
Perhitungan efisiensi kinerja pada Balai POM di Surakarta difokuskan pada 

indikator - indikator input dan output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. 

Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan 

dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit namun 

menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang 

sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase 

capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. 

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) 

terhadap standar efisiensi (SE). 

 
Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % 

capaian input, sesuai rumus berikut: 

 
 

 

 
 
 
 
 

Catatan : 
 

Target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana) 
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Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang 

dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan 

adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, 

efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, 

mengikuti formula logika berikut: 

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien 

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien 

 
Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur 

tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar 

efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan 

menggunakan rumus berikut: 

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut : 
 

 
Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Surakarta 

Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut 

ini : 

 
Tabel 4 Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di 

Surakarta Triwulan II Tahun 2026 
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c) Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Sasaran Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 

 

NO SASARAN KEGIATAN 

Input (Anggaran) IE TE 
Capaian 

TE % Kategori 

T R (%) 
    

a b c d e f g h i 

1 

Meningkatnya 
efektivitas pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

1.676.937.234 1.500.552.279 89,48 1,11 0,11 100% Efisien 

2 

Meningkatnya 
Efektifitas Pengawasan 

Sarana Produksi Pangan 
Fortifikasi 

6.700.000 2.474.940 36,94 3,38 2,38 75% 
Tidak 
Efisien 

3 
Meningkatnya 
efektivitas KIE 

80.690.000 59.771.777 74,08 1,35 0,35 95% Efisien 

4 

Meningkatnya 
pendampingan UMKM 

dalam pemenuhan 
standar keamanan dan 

mutu 

2.600.000 1.000.000 38,46 2,83 1,83 75% 
Tidak 
Efisien 

5 

Terlaksananya 
Penindakan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja 
UPT 

19.708.000 31.482.815 159,75 0,83 -0,17 - 
Tidak 
Efisien 

6 

Terlaksananya kegiatan 
pemantauan siber dan 

deteksi kejahatan di 
bidang Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
efektif di wilayah kerja 

UPT 

6.137.000 101.000 1,65 60,76 59,76 75% 
Tidak 
Efisien 

7 
Layanan Publik UPT 

yang prima 
5.600.000 7.808.000 139,43 0,00 -1,00 - 

Tidak 
Efisien 

8 
Terwujudnya tatakelola 

pemerintah Unit 
Organisasi yang optimal 

2.084.062.745 2.331.467.614 111,87 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 
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Pada tahun 2026, Balai POM di Surakarta pada Triwulan II melaksanakan 28 

(dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan sebagai upaya mendukung 

pencapaian 8 (delapan) sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dari 

hasil pengukuran di triwulan II, sebanyak 2 (dua) sasaran kegiatan dinilai 

efisien dan 6 (enam) sasaran kegiatan dinilai tidak efisien. Nilai Tingkat 

Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 59,76. 

Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang 

terjadi. Kendala atau hambatan yang dihadapi atas terjadinya 

ketidakefisienan pada Balai POM di Surakarta yaitu dikarenakan realisasi 

anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran sehingga menyebabkan 

penyerapan anggaran tidak efisien. 

 

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di 

Surakarta belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai 

tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, 

tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan 

efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh 

pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan 

pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, 

pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, 

dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran. 
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 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         234 / 286                         234 / 286



 

 

217 

BAB IV 

PENUTUP 

 
 KESIMPULAN 

 
 

Kinerja Balai POM di Surakarta pada Triwulan II Tahun 2026 

menunjukkan capaian yang positif dalam mendukung pelaksanaan 

Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Balai POM di 

Surakarta Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan strategis pada 

periode triwulan II tahun 2026. Penyusunannya mengacu pada 

Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Surakarta periode 2025–

2029. 

 
1. Pada TW II tahun 2026 dari 8 sasaran kegiatan Balai POM di 

Surakarta telah berhasil mencapai target 3 sasaran kegiatan 

dengan kategori “sangat baik”, 1 sasaran kegiatan dengan 

kategori “baik”, 2 sasaran kegiatan dengan kategori “Tidak Dapat 

Disimpulkan”, 2 sasaran kegiatan dengan kategori ”belum dapat 

diukur pada akhir TW II tahun 2026. 

 
2. Hasil capaian tiap sasaran kegiatan pada TW II tahun 2026 

adalah sebagai berikut : 

a) Capaian indikator pada sasaran kegiatan pertama 

'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah kerja UPT’ sebesar 104,63% dengan 

kategori Sangat Baik. 

b) Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketiga ‘Meningkatnya 

efektivitas KIE’ sebesar 100,11% dengan kategori Sangat Baik. 

c) Capaian indikator pada sasaran kegiatan keempat 

‘Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan 

standar keamanan dan mutu’ sebesar 108,80% dengan 

kategori Sangat Baik. 

d) Capaian indikator pada sasaran kegiatan keenam 

‘Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT’ 
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sebesar 100% dengan kategori Baik. 

e) Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedua ‘Meningkatnya 

Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi’ 

sebesar 125,00% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. 

f) Capaian indikator pada sasaran kegiatan kelima 

‘Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT’ sebesar 

133,34% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. 

g) Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu 

‘Layanan Publik UPT yang prima’ belum dapat diukur 

dikarenakan capaian baru muncul pada saat akhir tahun. 

h) Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu 

‘Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang 

optimal’ belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan 

capaian baru muncul pada saat akhir tahun. 

 
Pada tahun 2026, Balai POM di Surakarta pada Triwulan II 

melaksanakan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan 

sebagai upaya mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran 

kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengukuran di 

triwulan II, sebanyak 2 (dua) sasaran kegiatan dinilai efisien dan 

6 (enam) sasaran kegiatan dinilai tidak efisien. Nilai Tingkat 

Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 

59,76. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah 

ketidakefisienan yang terjadi. Kendala atau hambatan yang 

dihadapi atas terjadinya ketidakefisienan pada Balai POM di 

Surakarta yaitu dikarenakan realisasi anggaran tidak sesuai 

dengan perencanaan anggaran sehingga menyebabkan 

penyerapan anggaran tidak efisien. Dalam konteks ini, tingkat 

efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan 

efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah 

dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. 

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara 

output  dan  input,  dalam bentuk  anggaran. Kedepan, 

pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input 

yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.  
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Beberapa sasaran kegiatan belum dapat disimpulkan atau belum 

dapat diukur pada Triwulan II karena karakteristik indikator 

yang baru dapat dinilai pada akhir tahun, sehingga hasil tersebut 

belum sepenuhnya menggambarkan capaian kinerja tahunan. Di 

sisi lain hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang untuk 

meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

agar pemanfaatan sumber daya yang ada dapat optimal. Ke 

depan Balai POM di Surakarta akan terus melakukan upaya  

perbaikan melalui penguatan perencanaan, peningkatan kualitas 

pengelolaan anggaran serta penyempurnaan metode 

pengukuran efisiensi dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek input yang lebih komprehensif. Dengan semangat 

perbaikan berkelanjutan, sinergi seluruh pemangku 

kepentingan, dan komitmen seluruh jajaran Balai POM di 

Surakarta optimis dapat meningkatkan kinerja organisasi serta 

memberikan pelayanan yang semakin efektif kepada 

masyarakat.   
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SARAN 

 

Berdasarkan hasil capaian kinerja Balai POM di Surakarta pada Triwulan II Tahun 2026, 

beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan melalui penyusunan target 

kinerja dan perencanaan anggaran yang lebih realistis, terukur, serta selaras dengan 

kebutuhan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat meminimalkan deviasi antara rencana 

dan realisasi anggaran. 

2. Mengoptimalkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala agar 

potensi kendala dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih dini, sehingga target kinerja 

dan penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. 

3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kegiatan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis serta 

mendukung kualitas pengambilan keputusan. 

4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjukkan tingkat efisiensi rendah untuk 

mengidentifikasi faktor penyebab ketidakefisienan serta menyusun langkah-langkah 

perbaikan yang tepat pada periode pelaksanaan berikutnya. 

5. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan mengembangkan metode pengukuran 

efisiensi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek penggunaan anggaran, tetapi juga 

memperhatikan pemanfaatan sumber daya lainnya, seperti sumber daya manusia, waktu, 

dan sarana prasarana, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih komprehensif. 

6. Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada sasaran kegiatan yang telah 

memperoleh kategori Sangat Baik dan Baik melalui penerapan praktik-praktik terbaik 

(best practices), inovasi, serta perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi pengawasan. 

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan Balai POM di Surakarta dapat 

meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas pelaksanaan program, efisiensi pemanfaatan 

sumber daya, serta pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan berikutnya dan akhir 

Tahun 2026. 
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LAMPIRAN I 
PERJANJIAN KINERJA 

 
 
1. PERJANJIAN KINERJA 
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2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2026 

BALAI POM DI SURAKARTA 

 

 

NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
KEGIATAN 

VOLUME ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

TARGET  REALISASI CAPAIAN  (%) PAGU REALISASI CAPAIAN (%) 

a b c d e f g h i 

1 

Meningkatnya 
efektivitas 

pengawasan 
Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 
di wilayah kerja UPT 

Persentase sampel 
Sediaan Farmasi 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85,20 91,52 107,42 64.911.000 19.860.754 30,60 

    

Persentase sarana 
pelayanan kesehatan 
yang telah melaporkan 
KTD/ESO  

- 0,00 0,00 6.136.000 1.005.000 16,38 

    

Persentase sampel 
pangan olahan berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

92,88 98,13 105,65 23.447.400 5.065.366 21,60 

    

Persentase sampel 
KLB keracunan pangan 
yang diuji sesuai 
standar 

100,00 0,00 0,00 3.907.900 800.000 20,47 
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Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

88,00 100,00 113,64 3.907.900 844.228 21,60 

    

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

100,00 100,00 100,00 6.347.300 2.544.150 40,08 

    

Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

96,69 98,33 101,70 31.736.500 12.720.750 40,08 

    

Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

98,79 100,00 101,22 25.389.200 10.176.600 40,08 

    

Persentase fasilitas 
sarana distribusi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

98,12 98,88 100,77 58.262.500 19.528.300 33,52 
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Persentase sarana 
distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

99,15 100,00 100,86 34.957.500 11.716.680 33,52 

   

Persentase iklan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

98,11 99,72 101,64 11.652.500 3.905.560 33,52 

   

Persentase label 
produk tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang diawasi 
sesuai ketentuan 

81,60 88,19 108,08 10.564.000 1.967.500 18,62 

   

Persentase 
pemenuhan target 
pengendalian AMR di 
wilayah UPT 

- 0,00 0,00 11.652.500 3.905.560 33,52 

   

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan sesuai SKL 

15,00 16,49 109,93 3.236.624.000 1.290.405.959 39,87 

   

Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
didampingi dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

- 0,00 0,00 7.815.800 811.000 10,38 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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2 

Meningkatnya 
Efektifitas 

Pengawasan 
Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi 

Persentase sarana 
produksi pangan 
fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

50,00 62,50 125,00 14.092.000 2.474.940 17,56 

3 

Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
masing-masing 

wilayah kerja UPT 

Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

87,81 88,21 100,46 20.339.000 6.690.500 32,89 

Jumlah Sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

95,00 95,00 100,00 33.341.000 11.555.600 34,66 

Jumlah desa pangan 
aman 

77,00 77,00 100,00 32.284.000 22.908.927 70,96 

Jumlah pasar pangan 
aman berbasis 
komunitas 

68,00 68,00 100,00 29.046.000 18.616.750 64,09 

4 

Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 

pemenuhan standar 
keamanan dan mutu 

Persentase UMKM 
yang didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi sertifikat 
cara pembuatan OBA, 
Kos yang baik dan/atau 
IP CPPOB pangan 
olahan 

75,00 81,60 108,80 5.480.000 1.000.000 18,25 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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5 

Terlaksananya 
Penindakan 

Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 

Pangan Olahan 
yang efektif di 

wilayah kerja UPT 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

50,00 66,67 133,34 122.937.000 31.482.815 25,61 

6 

Terlaksananya 
kegiatan 

pemantauan siber 
dan deteksi 

kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 
yang efektif di 

wilayah kerja UPT 

Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai 
standar 

50,00 50,00 100,00 6.719.000 101.000 1,50 

7 
Layanan Publik UPT 

yang prima 
Indeks Pelayanan 
Publik UPT 

- 0,00 0,00 10.830.000 7.808.000 72,10 

8 

Terwujudnya 
tatakelola 

pemerintah Unit 
Organisasi yang 

optimal 

Nilai Pembangunan ZI 
UPT BPOM 

- 0,00 0,00 895.592.200 466.293.523 52,07 

Nilai AKIP UPT BPOM - 0,00 0,00 1.343.388.300 699.440.284 52,07 

Nilai Kinerja Anggaran 
UPT BPOM 

- 0,00 0,00 1.343.388.300 699.440.284 52,07 

Indeks Manajemen 
Risiko UPT BPOM 

- 0,00 0,00 895.592.200 466.293.523 52,07 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA 

 

NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
KEGIATAN 

OUTPUT Input (Anggaran) IE TE 
Capaian 

TE % Kategori 
T R (%) T R (%)     

a b c d e f g h i j k l m 

1 

Meningkatnya 
efektivitas 

pengawasan 
Sediaan 

Farmasi dan 
Pangan 

Olahan di 
wilayah kerja 

UPT 

Persentase sampel 
Sediaan Farmasi berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

85,20 91,52 107,42 24.905.000 19.860.754 79,75 1,35 0,35 95% Efisien 

  

  
Persentase sarana 
pelayanan kesehatan 
yang telah melaporkan 
KTD/ESO  

- 0,00 0,00 5.872.000 1.005.000 17,12 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 

  

  
Persentase sampel 
pangan olahan berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

92,88 98,13 105,65 6.203.400 5.065.366 81,65 1,29 0,29 95% Efisien 

  

  

Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang 
diuji sesuai standar 

100,00 0,00 0,00 1.033.900 844.228 81,65 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Persentase sampel PIRT 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

88,00 100,00 113,64 1.033.900 844.228 81,65 1,39 0,39 95% Efisien 

  

  Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

100,00 100,00 100,00 2.665.000 2.544.150 95,47 1,05 0,05 100% Efisien 

  

  Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

96,69 98,33 101,70 13.325.000 12.720.750 95,47 1,07 0,07 100% Efisien 

  

  Persentase sarana 
produksi Pangan Olahan 
yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

98,79 100,00 101,22 10.660.000 10.176.600 95,47 1,06 0,06 100% Efisien 

  

  Persentase fasilitas 
sarana distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

98,12 98,88 100,77 25.800.000 19.527.800 75,69 1,33 0,33 95% Efisien 

  

  Persentase sarana 
distribusi Pangan Olahan 
yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

99,15 100,00 100,86 15.480.000 11.716.680 75,69 1,33 0,33 95% Efisien 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Persentase iklan sediaan 
farmasi dan pangan 
olahan yang diawasi 
sesuai ketentuan 

98,11 99,72 101,64 5.160.000 3.905.560 75,69 1,34 0,34 95% Efisien 

  

 

Persentase label produk 
tembakau dan/atau rokok 
elektronik yang diawasi 
sesuai ketentuan 

81,60 88,19 108,08 4.700.000 1.967.500 41,86 2,58 1,58 80% 
Tidak 
Efisien 

  

 

Persentase pemenuhan 
target pengendalian AMR 
di wilayah UPT 

- 0,00 0,00 5.160.000 3.905.560 75,69 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 

  

 

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan sesuai SKL 

15,00 16,49 109,93 1.552.871.234 1.404.779.648 90,46 1,22 0,22 95% Efisien 

  

 
Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
didampingi dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota Pangan 
Aman 

- 0,00 0,00 2.067.800 1.688.455 81,65 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 

2 

Meningkatnya 
Efektifitas 

Pengawasan 
Sarana 

Produksi 
Pangan 

Fortifikasi 

Persentase sarana 
produksi pangan 
fortifikasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

50,00 62,50 125,00 6.700.000 2.474.940 36,94 3,38 2,38 75% 
Tidak 
Efisien 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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3 
Meningkatnya 
efektivitas KIE 

Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

87,81 88,21 100,46 10.193.000 6.690.500 65,64 1,53 0,53 92% Efisien 

Jumlah Sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan keamanan 
pangan 

95,00 95,00 100,00 28.091.000 11.555.600 41,14 2,43 1,43 80% 
Tidak 
Efisien 

Jumlah desa pangan 
aman 

77,00 77,00 100,00 24.200.000 22.908.927 94,66 1,06 0,06 100% Efisien 

Jumlah pasar pangan 
aman berbasis komunitas 

68,00 68,00 100,00 18.206.000 18.616.750 102,26 0,98 -0,02 - 
Tidak 
Efisien 

4 

Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan 

standar 
keamanan dan 

mutu 

Persentase UMKM yang 
didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi sertifikat 
cara pembuatan OBA, 
Kos yang baik dan/atau 
IP CPPOB pangan 
olahan 

75,00 81,60 108,80 2.600.000 1.000.000 38,46 2,83 1,83 75% 
Tidak 
Efisien 

5 

Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan 
Sediaan 

Farmasi dan 
Pangan 

Olahan yang 
efektif di 

wilayah kerja 
UPT 

Persentase Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

50,00 66,67 133,34 19.708.000 31.482.815 159,75 0,83 -0,17 - 
Tidak 
Efisien 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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6 

Terlaksananya 
kegiatan 

pemantauan 
siber dan 
deteksi 

kejahatan di 
bidang 

Sediaan 
Farmasi dan 

Pangan 
Olahan yang 

efektif di 
wilayah kerja 

UPT 

Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai 
standar 

50,00 50,00 100,00 6.137.000 101.000 1,65 60,76 59,76 75% 
Tidak 
Efisien 

7 
Layanan 

Publik UPT 
yang prima 

Indeks Pelayanan Publik 
UPT 

- 0,00 0,00 5.600.000 7.808.000 139,43 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 

8 

Terwujudnya 
tatakelola 

pemerintah 
Unit 

Organisasi 
yang optimal 

Nilai Pembangunan ZI 
UPT BPOM 

- 0,00 0,00 416.812.549 466.293.523 111,87 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 

Nilai AKIP UPT BPOM - 0,00 0,00 625.218.824 699.440.284 111,87 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 

Nilai Kinerja Anggaran 
UPT BPOM 

- 0,00 0,00 625.218.824 699.440.284 111,87 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 

Indeks Manajemen 
Risiko UPT BPOM 

- 0,00 0,00 416.812.549 466.293.523 111,87 0,00 -1,00 - 
Tidak 
Efisien 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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4. PENGUKURAN NPS (NILAI PENCAPAIAN SASARAN) 
 
 

Pengukuran Kinerja Balai POM di Surakarta s.d Triwulan II Tahun 2026 

    

                  
SASARAN KEGIATAN NAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

2026 
TARGET 
s.d TW II 

REALISASI 
s.d TW II 

% 
CAPAIAN 

TERHADAP 
TARGET 

TW II 

% 
CAPAIAN 

TERHADAP 
TARGET 
TAHUN 

2026 

1 

Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

1 Persentase sampel sediaan farmasi 
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85,20 85,20 91,52 107,42 107,42 

    
2 Persentase fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan 
KTD atau ESO 

27,00 - - - - 

    
3 Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

92,88 92,88 98,13 105,65 105,65 

    
4 Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar 
100,00 100,00 0,00 - - 

    
5 Persentase sampel PIRT berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
88,00 88,00 100,00 113,64 113,64 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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6 Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh stakeholder 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    

7 Persentase sarana produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

96,69 96,69 98,33 101,70 101,70 

    

8 Persentase sarana produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

98,79 98,79 100,00 101,22 101,22 

    

9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

98,12 98,12 98,88 100,77 100,77 

   

10 Persentase sarana distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

99,15 99,15 100,00 100,86 100,86 

    
11 Persentase iklan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang diawasi sesuai 
ketentuan 

98,11 98,11 99,72 101,64 101,64 

   
12 Persentase label produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik yang 
diawasi sesuai standar 

81,60 81,60 88,19 108,08 108,08 

   
13 Persentase pemenuhan target 

pengendalian AMR di wilayah UPT 
100,00 - - - - 

   

14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
UPT sesuai Standar Kemampuan 
Laboratorium 

16,00 15,00 16,49 109,93 103,06 

    

15 Persentase Kabupaten/Kota yang 
didampingi dalam pencapaian 
Kabupaten/Kota Pangan Aman 

40,00 - - - - 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       104,63 104,00 

2 Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan 
Sarana 
Produksi 
Pangan 
Fortifikasi 

16 Persentase cakupan sarana produksi 
pangan fortifikasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

70,37 50 62,5 125,00 88,82 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       125,00 88,82 

3 
Meningkatnya 
efektivitas KIE 

17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

87,81 87,81 88,21 100,46 100,46 

18 Jumlah sekolah yang melaksanakan 
pembudayaan keamanan pangan 

5 95 95 100,00 95,00 

19 Jumlah desa pangan aman 1 77 77 100,00 77,00 

20 Jumlah pasar pangan aman berbasis 
komunitas 

1 68 68 100,00 68,00 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       100,11 85,11 

4 Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan 
standar 
keamanan dan 
mutu 

21 Persentase UMKM yang didampingi 
dan memperoleh rekomendasi 
sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 
yang baik dan/atau IP CPPOB pangan 
olahan 

33,33 75 81,6 108,80 244,82 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       108,80 244,82 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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5 Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan yang 
efektif di 
wilayah kerja 
UPT 

22 Persentase Keberhasilan Penyidikan 
Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

90 50 66,67 133,34 74,08 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       133,34 74,08 

6 Terlaksananya 
kegiatan 
deteksi 
kejahatan di 
bidang 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan yang 
efektif di 
wilayah kerja 
UPT 

23 Persentase Laporan Analisis 
Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang diselesaikan 
sesuai standar 

98 50 50 100,00 51,02 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       100,00 51,02 

7 Layanan Publik 
UPT yang 
prima 

24 Indeks Pelayanan Publik UPT 4.79 - - - - 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       - - 

8 

Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintah 
Unit Organisasi 

25 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 78.43 - - - - 

26 Nilai AKIP UPT BPOM 77 - - - - 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         256 / 286                         256 / 286



 

 

239 

yang optimal 27 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 5 - - - - 

28 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 2.9 - - - - 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       
- - 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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LAMPIRAN II 

CAPAIAN RHPK BALAI POM DI SURAKARTA TAHUN 2026 
 
 
 

 
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

 

Target Tahunan : 85,20% 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 
 

 

  
 

Target Tahunan : 27% 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

 

 

Target Tahunan : 92,88% 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         260 / 286                         260 / 286



 

 

243 

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Target Tahunan : 100% 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

   
 

Target Tahunan : 88% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         262 / 286                         262 / 286



 

 

245 

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

 

  

 
Target Tahunan : 100% 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
 

 

Target Tahunan : 96,69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
 

 

Target Tahunan : 98,79% 

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
 

 

 

Target Tahunan : 98,12% 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
 
 

 
 

Target Tahunan : 99,15% 

 

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 
 

 

Target Tahunan : 98,11% 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elekronik yang diawasi sesuai standar 
 

 

Target Tahunan : 81,60% 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 

 

 

Target Tahunan : 100% 
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14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 

 
 
Target Tahunan : 16% 
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15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 
 

 
 

 

 

Target Tahunan : 40% 
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16. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

 

 

Target Tahunan : 70,37% 
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17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 

 

 

 

Target Tahunan : 87,81 Nilai 
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18. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 
 
 

 
 
 

Target Tahunan : 5 Jumlah 
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19. Jumlah desa pangan aman 
 

 
 

Target Tahunan : 1 Jumlah 
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20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 
 
 

 

Nama Indikator Bulan Target 

Forum 
Advokasi 
Komitmen 

Pemda dan 
Lintas Sektor 
Pasar (25%) 

Bimtek dan 
Penyuluhan 
Komunitas 

Pasar (25%) 

Sosialisasi 
Keamanan 

Pangan 
Kepada 

Komunitas 
Pasar (20%) 

Pengawasan 
Keamanan 

Pangan dan 
Monitoring 

Evaluasi (20%) 

Pengawalan 
(10%) 

Realisasi 

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis 
Komunitas 

Januari 2 2,00         2,00 

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis 
Komunitas 

Februari 5 5,00         5,00 

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis 
Komunitas 

Maret 10 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis 
Komunitas 

April 25 20,00 5,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis 
Komunitas 

Mei 57 25,00 20,00 4,00 8,00 0,00 57,00 

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis 
Komunitas 

Juni 68 25,00 25,00 8,00 10,00 0,00 68,00 

 
 

 
 

Target Tahunan : 1 Jumlah 
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21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP 

CPPOB pangan olahan 

 

Target Tahunan : 33,33% 
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22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT 

 
 

Target Tahunan : 90% 

 

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar 

 
 

Target Tahunan : 98% 
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24. Indeks Pelayanan Publik UPT 

 

 

 

Target Tahunan : 4,79 Indeks 
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25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 

  

 

Target Tahunan : 78,43 Nilai 
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26. Nilai AKIP UPT BPOM 
 

  
 

 
 

 

 

Target Tahunan : 77 Nilai 
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27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 

 

 

 
 
   
Target Tahunan : 5 Nilai 
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28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 
 

 
 

 
Target Tahunan : 2,9 Indeks 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                         282 / 286                         282 / 286



 

 

265 

NILAI NPS BALAI POM DI SURAKARTA TW II TAHUN 2026 

 

Pengukuran Kinerja Balai POM di Surakarta s.d Triwulan II Tahun 2026 

    

                  

SASARAN KEGIATAN NAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 
2026 

TARGET 
s.d TW II 

REALISASI 
s.d TW II 

% CAPAIAN 
TERHADAP 
TARGET TW 

II 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 2026 

1 

Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan di wilayah 
kerja UPT 

1 Persentase sampel sediaan farmasi 
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85,20 85,20 91,52 107,42 107,42 

    
2 Persentase fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan 
KTD atau ESO 

27,00 - - - - 

    
3 Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

92,88 92,88 98,13 105,65 105,65 

    
4 Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar 
100,00 100,00 0,00 - - 

    
5 Persentase sampel PIRT berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
88,00 88,00 100,00 113,64 113,64 

    

6 Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh stakeholder 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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7 Persentase sarana produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

96,69 96,69 98,33 101,70 101,70 

    

8 Persentase sarana produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

98,79 98,79 100,00 101,22 101,22 

    

9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

98,12 98,12 98,88 100,77 100,77 

   

10 Persentase sarana distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

99,15 99,15 100,00 100,86 100,86 

    
11 Persentase iklan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang diawasi sesuai 
ketentuan 

98,11 98,11 99,72 101,64 101,64 

   
12 Persentase label produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik yang 
diawasi sesuai standar 

81,60 81,60 88,19 108,08 108,08 

   
13 Persentase pemenuhan target 

pengendalian AMR di wilayah UPT 
100,00 - - - - 

   

14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
UPT sesuai Standar Kemampuan 
Laboratorium 

16,00 15,00 16,49 109,93 103,06 

    

15 Persentase Kabupaten/Kota yang 
didampingi dalam pencapaian 
Kabupaten/Kota Pangan Aman 

40,00 - - - - 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       104,63 104,00 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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2 Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan 
Sarana Produksi 
Pangan Fortifikasi 

16 Persentase cakupan sarana produksi 
pangan fortifikasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

70,37 50 62,5 125,00 88,82 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       125,00 88,82 

3 
Meningkatnya 
efektivitas KIE 

17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

87,81 87,81 88,21 100,46 100,46 

18 Jumlah sekolah yang melaksanakan 
pembudayaan keamanan pangan 

5 95 95 100,00 95,00 

19 Jumlah desa pangan aman 1 77 77 100,00 77,00 

20 Jumlah pasar pangan aman berbasis 
komunitas 

1 68 68 100,00 68,00 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       100,11 85,11 

4 Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan 
standar 
keamanan dan 
mutu 

21 Persentase UMKM yang didampingi 
dan memperoleh rekomendasi 
sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 
yang baik dan/atau IP CPPOB pangan 
olahan 

33,33 75 81,6 108,80 244,82 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       108,80 244,82 

5 Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
efektif di wilayah 

22 Persentase Keberhasilan Penyidikan 
Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

90 50 66,67 133,34 74,08 
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kerja UPT 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       133,34 74,08 

6 Terlaksananya 
kegiatan deteksi 
kejahatan di 
bidang Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang efektif di 
wilayah kerja UPT 

23 Persentase Laporan Analisis 
Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang diselesaikan 
sesuai standar 

98 50 50 100,00 51,02 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       100,00 51,02 

7 Layanan Publik 
UPT yang prima 

24 Indeks Pelayanan Publik UPT 4.79 - - - - 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       - - 

8 

Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintah Unit 
Organisasi yang 
optimal 

25 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 78.43 - - - - 

26 Nilai AKIP UPT BPOM 77 - - - - 

27 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 5 - - - - 

28 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 2.9 - - - - 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)       
- - 
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